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ialahi Allak, yang menjadiRgn segala yang ada &i bumi untug, kgmyu, dan Ia
berkehendaR (menciptafgn) langit, lafu dijadiRgnnya tufufi fapis, Allah amat
mengetakui tiap-tiap sesuatu. (Qur'an Surat Al Baqarah, ayat 29).
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(Qur’an Surat At Tafirim, Ayat 6)

esunggufinya Rejadian dalam langit dan bumi, sifif bergantinye wakiu malam

Sd'engan siang, semua itu terdapat tanda-tanda bagi segala orang yang mempunyai

akal yang Ruat ... Mahia suci Enghau. SelamatRanlah Rami dari sifsa api neraRa.
(Qur'an Surat Afi Imran, ayat 190-191).
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-Abstrak

‘Kecamatan Cempaka merupakan salah satu dari kecamatan yang ada di Pernerintaharn Kota Banjarbaru.

‘Galah satu aktivitas yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kecamatan Cempaka ini adalah kegiatan

penaribangan, misalnya; batu, pasir, intan, emas, dan batubara. Khusus untuk penambangan intan, telah jama
diusahakan oleh masyarakat Kecamatan Cempaka secara turun temurun. Dengan kemajuan teknologi dan a apst
ilmu perngetahuan, pertambangan intan rakyat sekarang ini sudah dilengkapi deagan peralatan mekanisasﬂdan
jumiah penambang jauh lebih banyak lagi. Ironisnya aktivitas ini difakukan {anpa mengindahkan kelestarian
lingkungan, sehingga keberadaanya diduga dapat mencemari lingkungan sekifar terutama peairan surigai.
Pernkot .Banjarbaru telah melakukan usaha penertiban penambangan rakyat, yaitu dengan diterbitkannya Pérda
Momor 05 Tahun 2002 tentang Pengslolaan Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital
{Golongan ‘A dan B). Namun kerusakan flingkungan -di sekitar lokasi pertambangan masih terjadi, -bahkan
cenderung tambah parah. .

Malibat kondisi dlatas, maka dari penelitian ini diharapkan dapst mengkaji pengaruh penambangan intan
secara tradisions! terhadap perairan sungai seita ldhan di sekitar lokasi penambangan, mengkaji karakteristik dan
tingkat kesadaran masyarakat terhadap masalah pengelolaan lingkungan akibat penambangan intan rakyat di
Kecamatan Cempaka, mengkaji pola pengelolaan lingkungan yang diterapkan oleh Pemeriniah Kota Banjarbaru
khususnya dalam menangani permasalahan fingkungan akibat penambangan intan rakyat serta mengevaluasi\-dan
menganalisis sistem pengelolaan penamhbangan rakyat di Kota Banjarbaru, yang diharapkan kedapan dapat
mamber.masukan kepada Pemkot.Banjarbaru dalam pengelolaan lingkungan.pada pertambangan intan rakyat.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data -kuantitatif dengan -pendekatan -mqfalui

-wawancara, -observasi, dokurnentasi, -dan -studi -pustaka. ‘Usaha -penanganan permasalahan lingkungan -pada

pertambangan intan di Kecamatan Campaka menggunakan analisis SWOT. Selanjutnya upaya Pengelolaan

lingkungan pada penambangan rakyat di Kecamatan Cempaka dilakukan dengan menggunakan indikator: POAC

{Planning-Organizing-Actuating-Controlling).

Hasil dari penelitian ini adalah :

« Pengaruh penambangan intan secara tradisional terhadap perairan sungai adalah terjadinya penurunan kualitas
air, khususnya pada parameter: TSS, pH, DO , BOD, COD, SOi, H,S, Fe, dan NHz yang melampaui kadar yang
telah ditetapkan pada PP 82 Tahun 2001 (Kelas III). Masuknya lumpur ke lahan pertanian akan merusak [;ahan
persawahan dan perikanan, sehingga akan merjadi masalah terhadap produkiifitas tanaman padi serta

- produktivitas perikanan. '

» Pengetahuan masyarakat pedesaan di Kecamatan Cempaka tentang pengelolaan lingkungan hidup masih
minim. Ditain pihak, persepsi masyardkat untuk memelihara lingkungan, utamanya lingkungan alam yang
menjadi sumber kehidupan mereka cukup tinggl. Hal ini didorong Oleh ketergantungan rnasyarakat terhédap
alam. Namun keinginan untuk memelihara alam dan fingkungan banyak yang tidak diwujudkan, dibandingkan
dengan pemanfaatannya. .

« Pengelolaan fingkungan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru khususnya dalam
menangani permasalzhan lingkungan akibat penambangan intan rakyat secara khusus memang belum ada,

tetapi Pemkot telah mengupayakan penertiban terhadap usaha pertambangan intan rakyat serta -

penanggulangan dampak akibat aktivitas tarsebut. Dengan diterbitkannya Perda Nomor 05 T; ahun 2002, ‘
Dengan SWOT, didapatkan pola penanganan permasatahan lingkungan pada pertambangan intap di
Kecamatan ‘Cempaka, yaitu menetapkan peraturan secara khusus tentang pengelolaan lingkungan pada

' penambangan intan rakyat di Kecamatan Cempaka. Peningkatan sumber daya manusia dalam pengua$aan
teknologi konservasi yang sesuai dan memadal serta penerapan teknologi tepat guna dalam pengolahan
limbah dari penambangan rakyat.

Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan : aktivitas penambangan intan rakyat di Kecamatan
Cempaka memang berpengaruh terhadap perairan sungai serta lahan di sekitar tokasi penambangan, baik pada
aspek fisik, kimia maupun bioclogi. Pengetahuan masyarakat perdesaan di Kecamatan Cempaka teqtang
pengelolaan lingkungan hidup masih minim, namun persepsi masyarakat untuk memelihara lingkungan,
utamanya lingkungan alam yang menjadi sumber kehidupan mereka cukup tinggi. Mendapatkan |pola
penanganan permasalahan lingkungan pada pertambangan intan di Kecamatan Cempaka.

Saran yang dapat disampaikan dalam upaya pengelolaan lingkungan pada penambangan rakyat: di
Kecamatan Cempaka ini, adalah: meningkatkan peran pemerintah, tokoh masyarakat dan alim ulama, guru
sebagal motivator dan pembina untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dan bertanggung jawab pada
pengelolaan lingkungan hidup, membentuk suatu badan khusus yang bertanggung jawab pada masalah-
masalah lingkungan hidup, misalnya BAPPEDALDA.

Kata-Kata Kunci : Pengelolaan, Lingkungan, Pertambangan, Rakyat, Cempaka, SWOT, POAC

Mahasiswa Magister limu Lingkungan Universitas Diponegoro
Pembimbing Utama dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro
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The Management of Envilmnment in Mining Industry
(A Case Study on Peaple Dlamond Mining in Cempaka District,

Banjarbaru Municipalty, Kalimantan Selatan Province)
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. Imam Bardjo, No. 5 Sem'arang, Phoneffax 024-8453637

} Ab‘stract

Cempaka Subdistrict is located in Banjarbaru Mumapahty South Kalimantan. One of the daily activities of
the locai people is mining industry. People run stone, sand pearl, gold, and coal mining businesses. It has been a
ilocal heritage that the people of Cempaka are fond of| diamond mining. In line with the advance of sclence and
technotogy, diamond mining becomes more sophisticated. There have been mechanical equipment to support the
explontat:on of the mine. At present, the activity does :not need many people to operate. However, no excuse to

| environment sustainability for the misapplication of the mining activity continues. It is assumed that such activity

‘tends to result in environmental pollution, particularly i :rr areas nearby the rivers where the mining takes place. The
Local Government of Banjarbaru Municipality has made, |eﬁ’orts in order to give the right direction to the miners by

issuing Local Rule No. 05/2002, which the Managemellwt of Strategic and Vital Mined Materials (Grade A and B).

| Still, the environmental damage is irresistible and gettmg worse.

Accordingly, this study aims to weigh the effect of tradifionat diamond mining on rivers environmental
state to analyse the characteristics and awareness of the people towards environmental management in case of
diamond mining activities in Cempaka District,, and |to evaluate and analyse the systems of popular mining
;management in Banjarbaru Municipality. The shudy e.<pects that the outputs of these analyses give significant
‘contributions to the Municipal Government of Ban]arbaru towards more beneficial effects of the mining industry to
wthe environment.
! This quantitative study using interview, observation, documentation, and literary study approaches. The
efforts of environmental management of diamond mining in Cernpaka District should apply SWOT analysis.
iWhereas efforts of environmental management towarcls a better popular mining industry uses a POAC (Planning-
Organizing-Actuating-Controlling) indicators.
{The followings are results of the study:

s  Traditional diamond mining reduces the water quality of the river. The parameters of TSS, pH, DO, BOD, COD,
S04, HJS, Fe, and NH3 exceeds the recommended contents according to Government Rule No. 82/2001 (Class
III). Mud intake to agricultural fields damages rice fields and fisheries products, so that it lowers the quality of
- rice and fishes.
= Knowledge on biological environment among the citizens of Cempaka District is still inadequate. There must be
i a change in their perception to exploit natural resources more wisely. People tend to extremely count on their
! natural resources but they do not use them in good manners. Use in resources exceeds the supply.
'»  There is inadequate application of the environmental management. The Local Govemment of Banjarbaru lacks
of authorised bodies o overcome problems related to mining activities for it only operates the Local Rule No.
| 05/2002.
m The SWOT analysis allows the environmental problems of the mining industries to be taken account for more
seriously. The local government is driven to make speaal regulations available in order of giving any necessary
explanation about conservation technologies that meet the requirements of enviroamental friendliness.

This study goes into the following conclus:ons the mining activities of the people of Cempaka District
significantly chage the physical, chemical, and blologlcal environmenta of the rivers nearby the mining spots. The
knowledge about environmental management among Cempaka District people have not been adequate, thereisa -
‘huge exploitation of natural resources. This is because the people of Cempaka District still rely on their natural
resources.
The study recommends that the government role should be more effective. In addition, focal leaders such as
chiefs, religious leaders, and teachers are expected to|give significant contribution in a persuasive manner to the
campaign of the management of biological environment. At fast, there must be an authonsed body like that of
‘BAPPEDALDA, whose responsibility is to manage the biclogical environment.

;Key words: Management, Environment, Diamond, Mining, people , Cempaka, SWOT, POAC.

f' Student of the Environmental Science of the Diponegoro University
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, amatiah berpengaruh
pada tingkah laku manusia. Bersamaan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi tersebut, terjadi pula pergeseran nilai-nilai, terutama nilai interaksi manusia
dengan lingkungan ‘hidupnya. Tingkah faku yang dipengaruhi oleh kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi tersebut memberikan tekanan yang semakin kuat kepada
daya dukung fingkungan. Semula manusia hanya mengambil dari alam sesuai dengan
kebutuhan hidupnya yang masih sederhana dari lingkungan yang ditempatinya. Namun,
dengan adanya kemajuan iimu pengetahuan dan teknofogi tidak hanya sekedar untuk
memenuhi kebutuhan, tetapi teknologi digunakan sebagai sarana yang efektif untuk
memnuhi bahkan memuaskan keinginan-keinginan manusia.

Prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan memang telah diterima sebagat
suatu prinsip pembangunan nasional, dengan berbagai peraturan pelaksanaannya.
Walaupun demikian, dalam prakteknya mekanisme yang ditetapkan belumn berjalan
sebagaimana yang diharapkan. Isu tentang pencemaran sering kita jumpai di media
massa akibat dan dampak dari suatu kegiatan.

Tambang rakyat adalzh tambang yang secara turun-temurun dikerjakan oleh
masyarakat atau penduduk setempat baik secara perorangan maupun kelompok dengan
manajemen secara tradisional. Kegiatan penambangan rakyat telah lama dilakukan oleh
sebagian masyarakat di Indonesia, termasuk juga »penambangan intan rakyat di

Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru.

Kecamatan Cempaka merupakan salah satu dari' 3 (tiga) Kecamatan yang ada di

Pemerintahan Kota Banjarbaru. Salah satu aktivitas yang dilaksanakan oleh masyarakat
di Kecamatan Cempaka ini adalah kegiatan penambangan, misalnya; batu, pasir, intan,
emas, dan batubara. Khusus untuk penambangan intan, telah larma diusahakan oleh
masyarakat Kecamatan Cempaka secara turun temurun. Hal ini mereka lakukan untuk
memperoieh pendapatan dan mempertahankan kehidupannya.

Penambangan rakyat intan, dahulu dilakukan secara tradisionat dengan jumlah
penambang yang terbatas. Dalam perkembangan selanjutnya penambangan intan in
menarik orang lain (bukan penduduk sekitar Kecamatan Cempaka) untuk ikut melakukan
kegiatan penambangan, mengingat harga dari butiran intan sangat mahal.
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- Pendtudul. - GADLS’

: Kecamiatan Cempaka

Gambar 1.1. Peta Administrasi Kota Banjarbaru

Dengan kemajuan teknologi dan adopsi ilmu pengetahuan, pertambangan intan
rakyat sekarang ini sudah dilengkapi dengan peralatan mekanisasi dan jumlah

" penambang jauh febih banyak lagi. Ironisnya aktivitas ini dilakukan tanpa mengindahkan

kelestarian lingkungan, sehingga keberadaanya diduga dapat mencemari lingkungan
sekitar terutama perairan sungal. Kerusakan pada badean air sungai ini diperparah lagi
karena akumulatif kegiatan lainnya, seperti kegiatan penambangan batubara, buangan
limbah domestik, dan sebagainya.

Gambar 1.2. Penggunaan mesin-mesin konvensional dalam penambangan intan rakyat
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Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru menyebutkan bahwa
kegiatan penambangan rakyat di wilayah administrasi Kota Banjarbaru telah berlangsung
lama dan jumiahnya mencapai lebih dari 2.000 buah alat tambang yang digunakan (Pemkot
Banjarbaru, 2001). Bedasarkan pengamatan yang ada (studi pendahuiuan), untuk 1 (satu)
unit alat tambang digunakan oleh 5 - 7 orang penambang. Pedu diketahui, sistem
penambangan yang ditakukan di Kalimantan Selatan adalah menggunakan sistem terbuka,
yaitu suatu cara penambangan dengan mengupas permukaan fanah, kemudian dilanjutkan
atas tanah tidak dlkembahkan lag| ketempat asalnya. Secara fisik keadaan Iokasu bekas
tambang sangat buruk, yaitu berupa lubang-lubang besar mirip danau dan dikelilingi
tumpukan-tumpukan tanah bekas gatian seperti bukit-bukit kec:l yang tak beraturan

Pada saat ini hampir seluruh fungsi sungai tidak sesuai lagi dengan

peruntukkannya. Air sungai keruh berwarna kuning keécoklatan serta dimusim hujan
~dapat menyebabkan terjadinya banjir. Limbah yang keluar dan galian penambangan
intan tersebut bahkan sangat meresahkan masyarakat yang mata pencaharlannya
sebagar petani dan pemu!:k keramba.

A

RS

Trr ey

-

Gambar 1.3. Kond151 sungal yang tercampur lumpur, meyebabkan berubah fungsa yaﬁg tidak
ST sesuai dengan peruntukkannya '

Lubang bekas penambangan selanjutnya ditinggalkan begitu saja ténpa
direklamasi. Tiap hari ratusan ton limbah pendulangan juga dibuang ke sungai yang
mengakibatkan beberapa sungai kini hilang. Ratusan dan bahkan ribuan hektar
persawahan di Kecamatan Cempaka kini telah hancur dan siap menjadi penyumbang

bencana ekologi (Banjarmasun Post, 2004). Di saat bersammaan, rumah-rumah para
pendulang hingga kini tetap reot tak semegah kilauan intan yang telah mengharumkan

Kota Banjarbaru.
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Gambar 1.4. Aktivitas penambangan yang menyisakan lubang yang sangat dalam

Selain itu, keamanan bagi para pekerja penambangan intan rakyat ini sangat
riskan sekali dan sangat rentan terhadap resiko keselamatannya. Hal ini karena standar
keamanan serta keselamatan bagi pekerja memang kurang, bahkan dapat dikatakan
tidak ada. Dalam setahun terakhir ini, terjadi sekurangnya enam kali musibah longsor
yang menelan korban tewas 14 pekerja penambangan intan yang menggali fubang

Vdengan mesin-mesin penyedot di Kecamatan Cempaka, Banjarbaru, Kalimantan Selatan,

seperti yang dilansir oleh Banjarmasin Post setahun lalu (05 Juni 2004). Menurut Lurah
Sungai Tiung, Abdul Hamid, sering terjadinya musibah tersebut akibat para pekeria
meremehkan sistem keamanan kerja. Mereka sampai masuk ke lubang-tubang tanpa
pengamanan, misainya berupa penyangga atau tali pengaman.

Hingga kini, Pemerintah Kota Banjarbaru tetap diam seolah serba kikuk menata
pertambangan rakyat itu. Kilavan intan Cempaka ternyata tak mempercantik Banjarbaru
yang kini sibuk bersolek. Di kala sibuk bersolek, tidak seharusnya Banjarbaru melupakan
nasib para pendulang. Walaupun Pemkot Banjarbaru telah melakukan usaha penertiban
penambangan rakyat, yaitu dengan diterbitkannya Perda Nomor 05 Tahun 2002 tentang
Pengelolaan Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A
dan B).

Menyadari hal itu semua, upaya-upaya yang mengarah pada penyelamatan
lingkungan dalam rangka pelestarian fungsi fingkungan hidup mutlak dilakukan.
Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan
berketanjutan dan berwawasan lingkungan harus didasarkan pada norma hukum. Upaya
ini harus didukung perangkat hukum yang memadai serta dengan memperhatikan
tingkat kesadaran masyarakat serta aparat.
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Pada pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup, menegaskan: "“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan
semua benda, dava, keadaan mahiuk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang
mempengatuhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahferaan manusia serta mahluk
hidup lainnya”. Dilanjutkan kemudian pada pasal 9 ayat 2, menegaskan: “Pengelolaan
lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai dengan
bidang tugas dan tan'ggung jawab masing-masing, masyarakat serta pelaku
pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan
kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup”.

Pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya berarti memanfaatkan sumber daya,
namun merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang
meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan pemulihan,
pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup Dengan demikian prinsip optimalisasi
pemanfaatan sumber daya untuk pembangunan dilakukan -secara berwawasan
lingkungan, artinya kepentingan pelestarian fungsi lingkungan dapat dipadukan bersama,
sehingga bagi semua pihak -dapat saling -mengerti serta mempunyai -pandangan dan
persepsi yvang tidak berbeda.

Oleh karena itu Pemerintazh Kota Banjarbaru, dalam hal ini Dinas Pertambangan
dan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru sebagai satu-satunya instansi pengelola
lingkungan di Kota Banjarbaru harus memiliki visi dan misi yang jelas dalam mengelola
lingkungan hidup khususnya dalam menangani masalah penambangan intan . rakyat di
Kecamatan Cempaka tersebut.
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1.2 Identifikasi Masalah

Penambangan rakyat intan, dahulu dilakukan secara tradisional dengan jumlah
penambang yang terbatas. Dalam perkembangan selanjutnya penambangan intan ini
menarik orang lain (bukan penduduk sekitar Kecamatan Cempaka) untuk ikut melakukan
kegiatan penambangan, mengingat harga dari butiran intan sangat mahal.

Dengan kemajuan teknologi dan adopsi ilmu pengetahuan, pertambangan intan
rakyat Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, sekarang ini sudah dilengkapi dengan
peralatan mekanisasi dan jumlah penambang jauh lebih banyak lagi. Ironisnya aktivitas
ini dilakukan tanpa mengindahkan kelestarian lingkungan, sehingga keberadaanya
diduga dapat mencemari lingkungan sekitar terutama perairan sungai.

Upaya pengelolaan lingkungan pada penambangan rakyat, secara khusus belum
dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Namun Pemkot Banjarbaru telah melakukan
usaha penertiban penambangan rakyat, yaitu dengan diterbitkannya Perda Nomor 05
Tahun 2002 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis
dan Vital (Golongan A dan B).

 Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang
diangkat adalah sebagai berikut :

a. Sampai sejauh mana penambangan intan secara tradisional tersebut berpengaruh
pada ekosistem perairan dan ekosistem darat?

b. Bagaimana karakteristik, tingkat kesadaran serta persepsi masyarakat terhadap
masalah pengelolaan lingkungan yang lestari dan berkelanjutan terhadap kondist
Hngkungan sekitar akibat penambangan intan rakyat di Kecamatan Cempaka?

c. Bagaimana sistem pengelolaan penambangan rakyat yang dilakukan Pemerintah Kota

Banjarbaru?

1.3  Tujuan Penelitian
Penelitian terhadap aktivitas penambangan intan rakyat di Kecamatan Cempaka

Kota Banjarbaru bertujuan untuk :

a. Mengkaji pengaruh penambangan intan secara tradisional terhadap perairan sungai
serta lahan di sekitar lokasi penambangan.

b. Mengkaji karakteristik, tingkat kesadaran serta persepsi masyarakat terhadap
masalah pengelolaan lingkungan yang lestari dan berkelanjutan terhadap kondisi
lingkungan sekitar akibat penambangan intan rakyat di Kecamatan Cempaka.

c. Mengkaji pola pengelolaan lingkungan yang diterapkan oteh Pemerintah Kota
Banjarbaru khususnya dalam menangani permasalahan lingkungan akibat

penambangar intan rakyat
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d. Mengevaluasi dan menganalisis sistem pengelolaan penambangan rakyat di Kota
Banjarbaru, serta memberi masukan kepada Pemkot Banjarbaru dalam pengelolaan

lingkungan pertambangan intan rakyat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah dengan harapan dapat memberikan
informasi mengenai karakteristik perairan sungai yang menerima limbah darni
penambangan rakyat. Demikian juga penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan
kepada Pemerintah Kota Banjarbaru dan instansi terkait dalam upaya pengelolaan

penambangan rakyat untuk pengambilan kebijakan.

1-7



BAB IT
TINJALIAN PUSTAKA

2.1 Pertambangan Rakyat

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Pertambangan, pasal 1 huruf n, menyebutkan:

“Pertambangan rakyat adalah suatu usaha pertarnbangan bahan-bahan galian
dari semua gofongan a, b, dan ¢, seperti yang dimaksud pada pasal 3 ayaft 1, yvang
dilakukan olefi rakyat setempst secara kecil-kecilan atau gotong royong dengan alat-alat
sederfiana untuk pencarian sendiri.”

Definisi lain tentang pertambangan rakyat dapat kita baca dalam pasal 1
Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01 P/201/M.PE/1986 tentang
Pedoman Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan
A dan B), adalah:

‘usaha pertambangan bahan galian strategis (golongan a) dan vital (golongan b)
vang dilakukan oleh rakyat setempat yang bertempat tinggal di daerah bersangkutan '
untuk penghidupan mereka sendiri sehari hari yang diusahakan secara sederhana’.

Dalam definisi pertama, bahan galian yang dapat diusahakan oleh rakyat
setempat adalah bahan galian strategis, vital, dan ¢, sedangkan dalam definisis kedua,
bahan galian yang dapat diusahakan oleh rakyat setempat adalah bahan galian. strategis
dan vital. Apabila kita menggunakan kerangka berpikir tentang hierarki perundang-
undangan, ketentuan yang lebih tinggi adalah ketentuan yang tercantum daiam UU
Nomor 11 Tahun 1967, sedangkan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi
merupakan penjabaran operasional dari UU. Sehingga tidak boieh bertentangan dengan
UU. Walaupun dalam Pératuran Menteri Pértambangan dan Eriergi hanya memboiehkan
untuk mengusahakan bahan galian strategis dan vital, namun rakyat setempat tidak
hanya diberikan ijin untuk mengusahakan bahan galian strategis dan vital, tetapi dapat
juga-diberikan ijin untuk mengusahakan bahan galian c.

Dari uraian diatas, dapat dikemukakan unsur-unsur pertambangan rakyat, yaitu:
Usaha pertambangan
. Bahan galian yang diusahakan meliputi bahan galian strategis, vital, dan galian ¢
Ditakukan oleh rakyat
. Domisili di area tambang rakyat
. Untuk penghidupan sehari-hari

ouvp W

;- Diusahakan dengan cara sederhana
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Usaha pertambangan merupakan usaha melakukan kegiatan eksptorasi,
eksploitasi, produksi, pemurnian, dan penjualan. Bahan galian strategis (golongan a)
merupakan bahan galian untuk kepentingan pertahanan keamanan serta perekonomian
negara. Sedangkan bahén‘ galian vital (golongan b) merupakan bahan galian vang dapat
menjiamin hajad hidup orang banyak. Bahan galian yang tidak termasuk golongan
strategis dan vital, yaitu bahan galian yang lazim disebut dengan galian c.

Pertambangan rakyat dilakukan oleh rakyat, artinya pertambangan itu dilakukan olieh
masyarakat yang berdomisili di area pertambangan rakyat. Sementara itu, tujuan kegiatannya
adalah untuk meningkatkan kehidupan masyarakat sehari-hari. Usaha pertambangan rakyat
dilakukan secara sederhana, artinya kegiatan pertambangan itu dengan menggunakan alat-
alat sederhana. Jadi, tidak menggunakan teknologi canggih, sebagaimana hainya dengan
perusahaan pertambangan yang mempunyai modal besar dan memakai teknologi canggih.

2.1.1 Landasan Hukum Pertambangan Rakyat

Eksistensi penambangan rakyat diakui secara yuridis, yaitu diatur dalam pasal 11
UU Nemor 11 Tahun 1967, selanjutnya ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam :

1. Pasal 5 sampai Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Pelaksanaan UU No 11 Tahun 1967. '

2. Pasal 2 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang perubahan
kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996.

3. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01 P/201/M.PE/1986 tentang
Pedoman Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital
{Golongan A dan B).

4, Surat Edaran Menteri Pertambangan dan Energi Nornor 223 E/201/M.DJIP, perihai
Pertambangan Rakyat Galian Strategis dan Vital (Golongah A dan B)

Surat edaran ini berisi himbauan kepada gubernur untuk dapat melaksanakan
Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01P/201/M.PE/1586 tentang
Pedoman Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital {Golongan
A dan B), Hal ini bertujuan untuk :

1. Mencegah adanya penambangan oleh rakyat secara liar dengan sistem penambangan
yang merusak keseimbangan lingkungan.

2. Menghilangkan sistem ijon.

3. Mengarahkan dan membina dalam wadah koperasi pertambangan rakyat atau KUD.

4, Agar diketahui, bahwa suatu usaha pertambangan rakyat hanya dapat dilaksanakan oleh
rakyat setempat dengan cara sederhana. Peralatan serta mesin yang digunakan
berkekuatan maksimal 25 PK serta dilarang menggunakan alat berat dan bahan peledak.

Pada umumnya, penambang rakyat menggunakan peralatan yang sederhana datam
melakukan eksploitasi terhadap bahan galian, karena keterbatasan modal yang mereka miliki.
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2.1.2 Kuasa Pertambangan Rakyat

Kuasa pertambangan rakyat merupakan kuasa yang diberikan kepada rakyat setempat
untuk melakukan usaha penambangan. Usaha penambangan yang diberikan kepada rakyat
setempat meliputi kegiatan; penvelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan

pemurnian, pengangkutan, dan penjuaian, (Pasal 2 Ayat 3 PP No 75 tahun 2001).

» Kuasa pertambangan rakyat penyelidikan umum, merupakan kuasa pertambangan
vang diberikan kepada masyarakat setempat untuk melakukan penyelidikan secara
geplogi umum dengan maksud untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian
pada umumnya.

= Kuasa pertambangan eksplorasi, merupakan wewenang (kuasa) yang diberikan
kepada pejabat berwenang unfuk menetapkan lebih teliti/seksama keberadaan letak
serta sifatnya, dalam kaitannya dengan penyelidikan geofogi pertambangan.

» Kuasa pertambangan rakyat eksploilasi, merupakan kuasa pertambangan untuk
menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.

» Kuasa pertambangan rakyat pengolahan dan pemurnian, merupakan kuasa

. pertambangan untuk mempertinggl mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan
memperoleh unsur yang terdapat pada bahan galian itu.

» Kuasa pertambangan rakyat pengangkutan dan penjualan, merupakan kuase
pertambangan untuk memindahkan serta menjual bahan galian hasil pengolahan dan
pemurnian dari daearah ekspiorasi atau tempat pengolahan atau pemurnian.

2.1.3 Perijinan Pertambangan Rakyat

Hal yang sangat penting dalam penertiban pertambangan rakyat adalah tentang
perijinan. Ini perlu dilakukan agar dapat mengetahui komitmen para penambang dalam
melakukan akitivitasnya melalul perijinan.
A. Pejabat yang Berwenang Menertibkan Keputusan Ijin Pertambangan Rakyat

Pasal 5 PP Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 1967,
telah ditentukan, bahwa permintaan ijin pertambangan rakyat diajukan kepada menteri.
Namun, menteri dapat menyerahkan pelaksanaan permintaan ijin pertambangan rakyat
kepada gubernur. Dengan adanya pelimpahan wewenang, pejabat yang berwenang
untuk menetapkan ijin pertambangan rakyat adalah gubemnur.

Sejak bergulirnya otonomi daerah, kewenangan gubernur dalam penetapan ijin
pertambangan rakyat telah dialibhkan kepada bupati/walikota. Hal ini dapat dikeji dari
ketentuan Pasal 2 Ayat 3 PP Nomor 32 Tahun 1969, yang menetapkan
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“Surat Keputusan Ijin Pertambangan Rakyat adafah Kuasa Pertambangan yang
diberikan oleh bupati/wailkata kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha
pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas wilavah vang sangat terbatas,
melaiui tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan
pemurnian, pengangkutan, dan penjualan”.

Dalam ketentuan ini tidak hanya diatur tentang pejabat yang berwenang untuk
menertibkan ijin pertambangan rakyat, tetapi juga meliputi tahap-tahap aktivitas yang
dilakukan oleh masyarakat setempat. Tahapan kegiatan itu meliputi penyelidikan umum,
eksplorasi, eksploitasi, pengofahan dan pemurnian, pengangkutan, dan penjuafan.

B. Prosedur dan Syarat dalam Memperoleh Kuasa Pertambangan Rakyat

Persyaratan dalam mengajukan ijin pertambangan rakyat telah diatur dalam
Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01 P/201/M.PE/1986 tentang
Pedoman Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan
A dan B} pasal 16, vaitu :

1. Keterangan wilayah usaha pertambangan rakyat yvang bersangkutan dengan peta
situasi dengan batas-batas secara jelas.
Penjelasan tentang riwayat usaha pertambangan yang bersangkutan.
Penjelasan fentang tata guna tamnah dan surat keterangan tidak keberatan dari
permnilik tanah.

4. Penjelasan tentang penduduk setempat sebagai peserta dalam usaha pertarnbangan
rakyat atau kelompok pertambangan rakyat.

5. Jenis bahan gailian vang diusahakan.

6. Alat-alat yang digunakan untuk menambang.

Pada Pasal 5 PP Nomor 75 Tahun 2001, telah ditentukan prosedur dan
persyaratan untuk mengajukan permintaan ijin pertambangan rakyat. Untuk
mendapatkan ijin pertambangan rakyat, maka yang bersangkutan harus mengajukan
permohonan kepada bupati/walikota dengan menyampaikan kelterangan tentang:

i. Wilayah yang akan diusahakan. '
2. Jenis bahan galian vang akan diusahakan.

Apabila dibandingkan persyaratan yang diajukan oleh Pasal 5 PP Nomor 75 Tahun
2001 diatas, maka persyaratan yang diajukan oleh Peraturan Menteri Pertambangan dan
Energi Nomor 01 P/201/M.PE/1986 sangat birokratis, Persyaratan ini sulit untuk dapat
dipenuhi pleh masyarakat setempat, karena mereka tidak mempunyai keahlian datam
membuat peta situasi. Hal yang dipikirkan oleh masyarakat adalah bagatmana mereka
dapat menambang dengan cepat dan menghasitkan bahan galian, yang kemudian bahan

galian tersebut dijual untuk memenuhi kebutuhan mereka.
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Akan tetapi, persyaratan yang tercantum pada Pasal 5 PP Nomor 75 Tahun 2001
sangat sederhana. Masyarakat setempat akan merasa dimudahkan dalam memenuhi
persyaratan tersebut. Dalam permohonan penambangan, masyarakat cukup
menyampaikan kepada bupati/walikota tentang wilayah yang akan diusahakan serta
ienis bahan galian yang akan diusahakan. Biasanya bahan galian yang akan ditambang
oleh masyarakat lokal adalah bahan galian emas serta intan. Bahan galian ini

mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan cara pengelolaannya sangat sederhana.

C. Luas Wilayah Pertambangan Rakyat

Luas wilayah ijin pertambangan rakyat yang diberikan kepada masyarakat diatur
dalam Pasal 13 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Pertambangan - dan Energi Nomor 01
P/201/M.PE/1986 tentang Pedoman Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian
Strategis dan Vital (Golongan A dan B).

Dalam pasal 13 diatur tentang luas maksimal wilayah pertambangan rakyat yang
diberikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat dan luas wilayah pertambangan
sungal. Luas maksimal satu wilayah pertambangan rakyat adalah 15 Ha. Sementara itu,
luas wilayah pertambangan sungai cukup divkur atau ditetapkan rmenurut panjang dan
lebar sungai.

Selanjutnya, pada pasal 17 telah diatur luas wilayah untuk:
Satu ijin pertambangan rakyat.
Perorangan.
Kelompok masyarakat.

A

Koperasi.

Luas wilayah untuk satu ijin pertambangan rakyat diberikan maksimal 5 Ha.
Jumiah ijin pertambangan rakyat yang diberikan kepada perorangan hanya untuk satu
iiin pertambangan, sedangkan iuas wilayah pertambangan rakyat yang diberikan kepada
perorangan maksimal seluas 5 Ha. Bagi masyarakat sefempat hanya diberikan satu fjin
pertambangan rakyat dengan luas maksimal 5 Ha. Bagi koperasi dapat diberikan 5 (lima)
ijin pertambangan rakyat, dengan luas maksimal 25 Ha.

D. Jangka Waktu Ijin Pertambangan Rakyat

Pasal 5 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Naemor 75 Tahun 2001
telah diatur tentang jangka waktu ijin pertambangan rakyat. Dalam pasal tersebut telah
ditentukan, bahwa ijin pertambangan rakyat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5
(lima) tahun. Jika diperlukan, ijin tersebut dapat diperpanjang untuk jangka
waktu/periode yang sama. Jangka waktu vyang diberikan kepada penegang ijin
pertambangan tidak terbatas.

II- 5




E. Berakhirnya liin Pertambangan Rakyat

Berakhirnya ijin pertambangan adalah tidak berlakunya ijin pertambangan rakyat
vang diberikan coleh pejabat yang berwenang. Berakhirnya ijin pertambangan rakyat
dibedakan menjadi 2 (dua} macam, yaitu sudah habis masa wakiunya seria dicabut
(Pasal 18 Peraturan Menteri Perfambangan dan Energi Nomor 01 P/201/M.PE/1986).

Di dalam Surat Ijin Pertambangan Rakyat, telah ditentukan jangka wakiu ijin
pertambangan rakyat. Jangka waktu ijin pertambangan rakyat telah ditentukan selama 5
(lima) tahun. Misalnya, jika ijin yang diberikan oleh bupati/walikota ditetapkan pada
tangga 01 Juni 2005, maka berakhirnya {jin pertambangan rakyat pada tangga 01 Mei
2010. Namun, apabila ijin pertambangan itu diperpanjang, maka jangka wakiu kegiatan
pertambangan adalah sampai 2015.

Berakhirnya ijin karena dicabut adalah tidak beriakunya lagi ijin pertambangan
rakyat yang diberikan kepada orang, kelompok atau koperasi yang disebabkan oleh
beberapa alasan, yvaitu meliputi;

1. Kondisi penambangannya membahayakan bagi lingkungan hidup dan keselamatan
masyarakat setempat.

2. Terjadinya persengketaan tentang hak milik tanah yang tidak dapat diseiesaika;n.

3. Tidak memenuhi petunjuk-petunjuk maupun persyaratan yang telah diberikan oleh
pejabat yang berwenang.
Endapan bahan galian sudah habis atav sudah sulit didapat.

5. Untuk kepentingan negara.

Pencabutan ijin pertambangan rakyat untuk kepentingan negara merupakan
pencabutan yang dilakukan oleh pejabat berwenang. Wilayah pertambangan rakyat itu
digunakan untuk kepentingan yang lebih besar dan menguntungkan negara. Misalnya,
wilayah pertambangan rakyat ditingkatkan statusnya, dari pe‘rtambangan rakyat menjadi
wilayah kontrak karya atau perjanjian pengusahaan pertambangan batubara.
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2.2 Limbah Pertambangan Rakyat

Hasil tambang merupakan suatu komoditi yang mempunyai nilai ekonomis yang
sangat tinggi. Sejak jaman dahulu orang-orang selalu berusaha untuk mendapatkan dan
memanfaatkan sumber daya alam. Tempat dan daerah yang mengandung sumber daya
alam selalu dikejar oleh para penambang untuk melakukan kegiatan eksploitasi.

Rahmi (1995), menggolongkan bahan-bahan galian sebagai berikut :
* Galian A : Merupakan bahan galfian strategis, vaitu startegis untuk perekonomian
negara serta pertahanan dan keamanan negara. Contoh : Minyak bumi,
" batubara, uranium, dan lain-lain.
+ GalianB : Merupaigan hahan galian vital, vaitu dapat menjamin hajad hidup orang
banyak..Contoh : Besi, tembaga, emas, perak, dan lain-lain
* Galian C : bukan merupakan bahan galian strategis ataupun vital, karena sifatnya
tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional. Misalnya:
Marmer, batu kapur, tanah liat, pasir, yang sepanjang tidak mengandung
unsur mineral.

‘Se!anjutnya disebutkan bahwa didalam merencanakan suatu penambangan harus
memperhatikan beberapa faktor berikut ini ;

- Keuntungan yang diinginkan oleh perusahaan. Hal ini karena masing-masing
perusahaan mempunyai perbedaan dalam mentargetkan keuntungan yang diperoleh.

- Jumiah dan umur tambang yang akan manentukan jumlah produksi

- Ukuran dan batas maksimum dari kedalaman tambang pada akhir operasinya.- |

- Kemiringan tebing (bench), dengan bantuan dana tentang ukuran dan batas
maksimum dari kedalaman pada akhir operasi, maka kemiringan tebing dapat
diperkirakan herdasarkan data fisik batuan.

- "Stripping Ratio”. Dalam mendesain, periu ditentukan 'berapa luas daerah kuasa
pertambangan yang diminta dan berapa banyak "overburden” uang dibuang.

- "Cut of Grade”. Kadar terendah yang masih memberikan keuntungan apabila
diekspiloitasi.

Limbah penambangan rakyat merupakan buangan dari proses penaucian’ atau
penyemprotan yang mengandung bahan-bahan organik dan anorganik. Limbah dari
penambangan terdiri dari air, batu, kerikil, pasir, tanah, dan fain-lain. Sedangkan hasil dasi
pencucian atau penyemprotan adalah berupa pasir atau lumpur.

Tambang rakyat yang ada diwilayah penelitian terdiri dari tambang intan, dan
batu pasir. Jumlah penambang yang ada disekitar lokasi akan mempengaruhi kualitas
air. Semakin tinggi aktivitas penambangan akan mengakibatkan semakin rendahnya
kualitas perairan. Prediksi hubungan antara jumlah penambang dengan kualitas perairan

adalah sebagai fungsi berikut ini :
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X ! Jumlah Penambang
Y : Kualitas Perairan

Y = f(x)

Gambar 2.1. Fungsi (x) Hubungan antara Jumlah Penambang vs Kualitas Perairan {Rahmi, 1995)

Dari gambar diatas dapat diprediksi bahwa semakin kekanan jumlah penambang
semakin banyak, maka kualitas perairan akan semakin menurun (dengan asumsi semua
penambang bekerja).

Pada umumnya pencemaran yang sering terjadi pada perairan tawar, ditimbulkan
oleh masuknya berbagai substansi padatan maupun cair sebagai hasil aktivitas manusia (Dix
dalam Sofadini, 1999). Limbah calr dari suatu kegiatan lingkungan masyarakat dan terutama
terdiri dari air yang telah dipergunakan dengan hampir 0,1% padanya berupa benda-benda
padat terdiri dati zat organik dan anorganik. Limbah cair adalah benda berbentuk cair yang
mengandung padatan, senyawa/larutan yang dihasilkan didalam suatu proses pencucian,
pemurnian, dan atau pengolahan lainnya, bukan merupakan produk tujuan dari proses itu.

Besarnya konsentrasi padatan, senyawa/farutan tersebul dapat dijadikan acuan
untuk mengetahui berbahaya atau tidaknya limbah bagi lingkungan. Untuk itu perlu
dilakukan analisis air. Beberapa katagori kegiatan yang memerlukan analisis kualitas air,

vaitu :

» Limbah penambangan =  Fishing

=  Pertanian (termasuk analisis = Air limbah apapun
kesuburan tanah)

»  Aquakultur » Pengoksidan air

= Industri = Ekologi air, limnologi

= Kolam * Mutu air berbagai bidang
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2.3 Dampak Pasca Tambang

Kegiatan penambangan rakyat dapat mempengaruhi sifat fisika, kimia serta biolagi
tanah maupun air, melalui pengupasan tanah lapisan atas, penambangan, pencucian serta
pembuangan faifing. Di lokasi tambang terbuka wmisainya, kegiatan penambangan
mengakibatkan hilangnya atau berpindahnya tanah, sedangkan di lokasi pembuangan
tailing adalah tertimbunnya tanah asli dengan taifing. Dengan demikian sifat tanah
asli/semula berubah menjadi sifat tanah failing (Rahmi, 1985).

Sistemn penambangan rakyat di wilayah Banjarbaru adalah menggunakan sistem
"dumping”, yaitu suatu cara penambangan dengan mungupas tanah permukaan yang
kemudian dilanjutkan dengan penggalian, namun setelah selesai penambangan, fapisan
tanah atas (top soil) tidak dikembalikan ke tempat asalnya. Secara fisik, keadaan lokasi
bekas tambang sangat buruk, berupa lubang-lubang besar mirip seperti danau dan
dikelilingi tumpukan-tumpukan tanah bekas galian, seperti bukit-bukit kecil yang tidak
beraturan. Dengan kondisi demikian, apabila bekas areal tambang tersebut dimanfaatkan
sebagai lahan pertanian, maka sangat sulit dalam pengelolaannya. Untuk mengembalikan
kualitas bekas areal sehingga dapat dijadikan lahan pertanian memertukan investasi yang
sangat besar, yang sebenarnya kewajiban penambang.

Penambangan rakyat yang tidak memperhatikan aspek lingkungan akan
menyebabkan terancamnya daerah sekitarnya dari bahaya erosi dan tanah lingsor sebagai
hilangnya vegetasi penutup tanah. Pembongkaran lahan secara besar-besaran juga
menyebabkan terjadinya perubaban bentang alam (morfologi dan topografi), yaitu
perubahan sudut panjang dan bentuk lereng. Pengupasan, penimbunan tanah penutup
dari penggalian sumber daya alam menimbulkan perubahan pada drainase, debit air
sungai dan kualitas permukaan pada saat hujan. Menurut Rahmi (1995), aspek tersebut
adalah : ‘

a. Aspek Hidrologi

Pada musim hujan mata air keluar dibanyak tempat pada lembah-lembah di kaki
bukit, tetapl pada musim kemarau sebagian besar dari mata air tersebut kering karena di
sepanjang bukit sebagian besar sudah gundul. Pada beberapa lembah yang agak dalam
dan datar sering ditemukan rawa atau genangan air yang cukup besar terutarma di musim
hujan. Genangan-genangan tersebut mempunyai kenampakan air yang bermacam-
macam, dengan warna coklat karena keruh, warna hijau kebiruan sampai warna merah.
Hal inf menunjukkan bahwa kualitas air di dalam kolam-kotam tersebut juga beragam.

b. Aspek Geologi

Tumpukan batuan penutup (overburden) yang dibiarkan tertumpuk secara tidak
teratur sekitar bukaan tambang menghasilkan bukit-bukit kedii dan lubang-iubang. Demikian
juga bekas bukaan yang tidak ditutup kembali juga akan menghasilkan lubarg yang akan
terisi oleh air hujan. Kenyataan di lapangan yang banyak terdapat kolam berisi air hujan,
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mengindikasikan bahwa timbunan tanah bekas galian bersifat kedap air, resapan air hujan
untuk membentuk sistem air tanah sangat kedil.
¢. Erosi Tanah

Erosi tanah bersifat permanen dan merupakan salah satu dampak utama dari
aktivitas penambangan. Erosi tanah menimbulkan dampak lanjutan yaitu menurunnya
kesuburan tanah di lahan terbuka sekitar lubang tambang dan sedimentasi sungai. Sedimen
hasil erosi tanah diangkut oleh aliran air larian (runoff) masuk ke dalam sungai pada di
ujung tekuk lereng dalam daerah tadah (catchment area).
d. Longsoran Tanah

Longsoran overburden dan waste rock dapat menimbulkan dampak fanjutan
berupa sedimentasi sungai. Karena jumiah overburden dan waste rock cukup banyak. Hal
ini berdampak negatif terhadap lingkunganyang bersifat permanen.
e. Sedimentasi Sungai

Sedimentasi dari longsoran dan erosi tanah dapat terbawa oleh air larian yang masuk
ke dalam sungai. Meskipun longsoran dan erosi tanah merupakan dampak yang signifikan,
tetapi sedimentasi belum tentu mempunyai dampak yang signifikan. Sedimentasi sungai
sefain ditentukan oleh jumiah sedimentasi yang masuk ke sungai, namun juga ditentukan
oleh faktor-fakior hidroiogi sungai, seperti kecepatan arus, pola arus sungai, kelandaian
dasar sungai dan morfologi dasar sungai.
f. Gangguan Estetika Lahan
| Kegiatan pertambangan pada umumnya dilakukan dengan penambangan terbuka.
Lokasi kegiatannya berderet-deret di daerah perbukitan yang memberikan pemandangan
deretan lahan terbuka berwarna cokiat, kontras dengan daerah bervegetasi yang nampak
hijau. Perubahan bentuk lahan dan kerusakan lahannya nampak jelas dari kejauhan yang
terlihat jelas karena letaknya yang cukup tinggi. Hal ini akan menimbulkan gangguan
terhadap estetika lahan yang harmonis.
g. Pencemaran Air

Pencemaran air balk terhadap air permukaan maupun air tanah dapat terjadi
karena adanya air lindian {Jeachate) dari timbunan limbah, serta dari air genangan di
fubang 'tambang. Pencemaran pada badan sungai akan mempengaruhi kualitas air.
Parameter kualitas esir yang mungkin akan terganggu akibat aktivitas penambangan
rakyat adalah : Oksigen Terlarut (Disolve ‘Oxygen/DQ), Derajad Keasaman (pH),
Kekeruhan, Padatan Tersuspensi {Total Suspended Solid/TSS), Besi (Fe)
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2.4 Kewajiban Rehabilitasi Lahan

Kewajiban untuk memulihkan lingkungan vang tercemar akibat kegiatan
pertambangan dan mengembalikan dalam konteks rehabilitasi adalah usaha yang
hukumnya waiib bagi kegiatan/usaha pertambangan pada saat kegiatan pertambangan
tersebut berakhir. Menurut Setyo (2002) rehabilitasi tidak dimaksudkan mengembalikan
deposit mineral yang ditambang, tetapi suatu kegiatan dalam usaha mengembalikan
rona lingkungan fisik (terutama pada bentang lahan yang dirusak). Upavya ini dilakukan
untuk mengembalikan secara ekologis ataupun difungsikan menurut rencana peruntukan
dengan melihat konsep ruang dan kewilayahan secara ekologis. Selain itu kewajiban
lainnya adalah untuk melakukan pemantauan dari lahan pasca tambang termasuk pada
sistem pengelolaan B3, yang potensi dampaknya akan muncul dan terukur dalam jangka
waktu yang panjang.

Dengan demikian pertanyaannya adalah, bagaimana hal ini diatur dan disepakati
dalam rambu-rambu hukum yang pasti, dengan tanpa mengingkar prinsip-prinsip
kelestarian lingkungan. Misalnya, berapa lamakah kewajiban untuk melakukan
pengelolaan pasca tambang dan siapa yaﬁg harus membiayai dan melakukan
pengawasannya. Setyo (2002) menjelaskan, mining closure siapa yang membuat dan
apakah sudah diperbincangkan dan disosialisasikan pada “publik”?? Nampak hal inilah
yang harus diformuiasikan dengan sekaligus menjawab persoalan otonomi, transparansi
pengelolaan dan tanggung jawab hukum pada publik dan masyarakat terutama
masyarakat tambang. .

Kewajiban pasca tambang yang bersifat fisik mempunyai dimensi ekonomi dan
sosial yang sangat tingg! dan berpotensi menimbulkan konflik pada masyarakat dengan
pemerintah dan juga dengan usaha pertambangan. Oleh karenanya, Setyo (2002)
mengatakan bahwa pengelolaan pasca tambangan bukan semata persoalan fisik, tetapi
lebih dari itu, pada persoalan political will pemerintah untuk meregulas! secara benar
dengan menganut kaidah lingkungan. Kemudian mengimplementasikannya dengan
mengedepankan kepentingan masyarakat lokal dan mengacu pada falsafah ekonomi dan
sosial serta akuntabilitas yang dapat dipercaya.
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2.5 Kebijakan Publik dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berkaitan dengan good governance, Mardiasmo (2002) mengemukakan bahwa
orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan good governance,
dimana pengertian dasarnya adalah ke pemerintahan yang baik. Kondisi int berupaya
untuk menciptakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan
bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi, efisiensi, pencegahan
penyimpangan baik secara politik maupun administratif.

2.5.1 Konsep Good Governance pada Pengelofaan Lingkungan Hidup

Berkaitan dengan good governance, Mardiasmo (2002) mengemukakan bahwa
orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan good governance,
dimana pengertian dasarnya adalah ke pemerintahan yang baik. Kondisi ini berupaya
untuk menciptakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan
bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi, efisiensi, pencegahan
penyimpangan baik secara politik maupun administratif.

Tuntutan reformasi mengharuskan aparatur negara untuk  mewujudkan
administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan
tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuruf prinsip
good governance. Menurut UNDP dalam LAN dan BPKP (2000) bahwa karakteristik good
governance adalah :

1. Participation. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan,
baik secara fangsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili
kepentingannya.

2 Rule of Law. Karangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu,
terutama hukum untuk hak azasi manusia. |

3. Transparency. Tansparansi yang dibangun atas kehehasan arus informasi.

4. Responsivenes. Setiap lembaga dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan harus mencoba untuk melayani setiap stakehaolder.

5. Consensus Orientation. Good governance menjadi perantara kepentingan yang
berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih iuas, baik
dalam hal kebijakan maupun prosedur.

6. Fguity. Semua warga negara mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau
menjaga kesejahteraan mereka.

7. Effectiveness and Efficiency. Lembaga-iembaga serta prosesnya, menghasilkan
produk yang sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-
sumber yang tersedia sebaik mungkin.

8. Accountability. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan
masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lfembaga-lembaga stakeholders.
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Kedelapan karakteristik good governance dapat dianalogkan juga menjadi
karakteristik setiap pemerintahan daerah vang diperlukan dalam penyelenggaraan
ontonomi daerah berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004. Dengan kata fain dapat
dikatakan bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah diperlukan sumber daya manusia
aparatur pemerintah daerah yang memiliki karakteristik yang mampu mewujudkan
karakteristik good governance.

Dengan demikian keterkaitan penerapan asas good governance dengan
efektivitas pengelolaan kebijakan lingkungan hidup sangat erat. Hal ini karena
pemerintah daerah akan secara konsisten, transparan dan akuntabel dafam
mempertanggungjawabkan semua program kerja yang ada, termasuk program
lingkungan hidup bagi penciptaan lingkungan hidup yang layak bagi semua habitat yang
ada sehingga keberlanjutan pelaksanaan pembangunan secara luas akan terlaksana.

Pencapaian tujuan pengelolaan lingkungan hidup akan tercapai jika semua
stakeholder termasuk juga masyarakat dilibatkan secara intensif, karena masyarakat
memiliki pola penyelesaian masalah maupun komitmen untuk terlibat dalam pelaksanaan
pembgngunan secara luas. Substansi lingkungan hidup beserta dampak pengelolaannya
secara langsung berakibat pada masyarakat, maka keterlibatan masyarakat akan
mempermudah penyelesaian masalah yang timbul dari berbagai kegiatan pembangunan
yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

2.5.2 Kebijakan Lingkungan Hidup daiam Instrumen Kebijakan Publik .

Menurut Anderson dalam Winarno (1989), kebijakan pada dasatniya adailah arah
tindakan yang mempunyai maksud dan tujuan, ditetapkan oleh seorang aktor atau
sejumiah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu perubahan. Selanjutnya
Anderson memberikan gambaran bahwa suatu permasal'ahan baru akan menjadi
permasalahan  kebijakan (policy problem), bila problem-problem itu dapat
membangkitkan orang banyak untuk melakukan tindakan terhadap probiema-probliema
tersebut.

Masalah pencemaran lingkungan misalnya, merupakan problemn yang merripunyai
akibat luas termasuk dapat mengenai orang secara tidak langsung ferlibat. Sehubungan
dengan ha!l itu, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi
problem yang timbul kemudian dirumuskannya. Untuk itu problem tersebut harus
teriebih dahulu masuk dalam agenda pemerintah.

Pencemaran lingkungan memerlukan perhatian yang serius dari pembuat
kebijakan yang sah, sehingga perlu diberikan prioritas utama dalam mencari alternatif
cara-cara pemecahannya. Hal ini merupakan “Substantive Problem” karena menyangkut

kepentingan aktual dari kegiatan manusia).
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Hubungan antara kebijakan publik dengan kebijakan lingkungan hidup dalam
implementasinya digambarkan oleh Dunn (2001) adalah sebagai berikut :

[ Public Policy ]‘f
T e A T T e

h b,
( Policy Enviroqment » :{ Policy Stakeholder ]

A L T R e -

Gambar 2.2. Bagan/Kerangka Pemikiran Implementasi Kebijakan (Dunn, dalam
Tangkilisan, 2004)

Berdasarkan bagan/kerangka pemikiran dihubungkan dengan permasalahan yang
dianalisis sebagai berikut :

a. Public Policy, merupakan rangkaian pilihan yang harus saling berhubungan
(termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan
dan pejabat pemerintah. Kemudian diformulasikan dalam bidang-bidang mulai
dari pertahanan, energi, kesehatan sampai pendidikan, kesejahteraan, dan
kejahatan. Pada salah satu isu bidang tersebut terdapat banyak isu kebijakan,
yaitu serangkaian arah tindakan pemerintah yang aktual dan potensial yang
mengandung konflik diantara segmen-segmen yang ada dalam masyarakat.

b. Policy Stakeholder, yaitu para individu dan atau kelompok individu yang
mempunyai andil dalam kebijakan karena mereka mempengaruhi dan
dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Pelaku kebijakan (misalnya; ketompok
warga negara, perserikatan birokrasi partai politik, agen-agen pemerintah,
pimpinan terpilih dan para analis kebijakan) sering menangkap secara berbeda
informasi yang sama mengenai lingkungan kebijakan.

c. -Policy Environment, problem-probem di sekeliling isu kebijakan yang terjadi
dipengaruhi dan mempengaruhi oleh pembuatan kebijakan dan kebijakan
publik. Oleh karena itu, sistem kebijakan berisi proses yang bersifat dialiktis,
berarti bahwa dimensi obyektif dan subyektif dari pembuatan kebijakan tidak
terpisahkan di dalam prakteknya. Sistem kebijakan adalah produk manusia
yang subyektif, diciptakan melalui pitihan-pilihan yang sadar oleh para pelaku
kebijakan. Sistem kebijakan bersifat obyektif yang dimanifestasikan dalam
tindakan yang terkontrol berikut konsekuensinya. Para pelaku kebijakan
merupakan produk dari sistem kebijakan
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Gambar 2.3. Sistem Kebijakan Publik (Tangkiiisan; 2004)

a. Input, sumber daya - sumber daya yang digunakan sebagal ujung tombak
dalam proses administrasi maupun organisasi pelaksana.

b. Process, merupakan interaksi antar aktor, yakni antara instansi teknis sebagai
pelaksana dengan pengusaha serta masyarakat.

c. Output, yaitu hasil yang diharapkan memberikan dampak positif kepada
pemerintah dan masyarakatsebagai penerima manfaat.

1. Konsep Efektivitas Implementasi Kebijakan Lingkungan
Menurut Halim (2001), keberhasilan pembangunan daerah adalah adanya

peningkatan pefayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan
sosial ekonomi semakin maju, keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi
antar unit-unit pemerintah daerah melalui kepemimpinan daerah yang kuat. Keadaan
tersebut hanya akan tercapai apabila lembaga sektor publik dikelola dengan
memperhatikan konsep efektivitas. Konsep efektivitas tersebut dapat memberikan
manfaat sebagai berikut :

a. FEfektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan tepat sasaran.

b. Meningkatkan mutu pelayanan publik.

¢. Biaya pelayanan yang murah karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam

. penggunaan resources.
d. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.
e. Meningkatkan public cost awareness sebagai pelaksanaan pertanggungjawaban publik.
Pemberian otonomi yang luas serta désentralisasi kepada Kabupaten dan Kota

memberikan jalan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukanpembenahan pengelolaan
program pembangunan di daerah. Dalam pengelolaan program pembangunan daerah, maka
pemerintah dituntut untuk melakukan pengelolaan program pembangunan yang berorientasi
pada kepentingan publik (public oriented). Hat tersebut meliputi tuntutan kepada Pemerintah
Daerah untuk berkinerja secara optimal agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Faktor
penentu efektivitas program, menurut Devas, dkk (1989) adalah sebagai berikut :
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Faktor sumberdaya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan keria, maupun
sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan.

. Faktar struktur organisasi, yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik

strukturat maupun fungsional.
Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan
Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun
masyarakat.
Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat
faktor tersebut ke dalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna
untuk mencapai sasaran yang dirnaksud.

Dengan demikian efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan

suatu program. Apabila pelaksanaan suatu organisasi mencapai tujuan yang telah

didesain, maka program tersebut telah berjalan dengan efektif. Analisis kebijakan dan

manajemen lingkungan hidup diamati dan dianalisis dengan melihat realisasi dari

pelaksanaan program dengan rencana dan desain yang telah dirumuskan.

2. Indikator Efektivitas Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan

a.

Kesesuaian target dan realisasi program kerja serta efektivitas implementasi dari
suatu kebijakan, tidak akan lepas dari pembahasan yang berkaitan dengan
tingkat pencapaian tujuan organisasi. Efektifitas organisasi rerupakan
keseimbangan atau pendekatan secara optimal pada pencapaian tujuan,
kemampuan dan pemanfaatan tenaga manusia.

Berbicara mengenai kinerja suatu kebijakan, secara otomatis akan bersentuhan

dengan konsep produktivitas yang merupakan ratio masukan dan keluaran.

Sedangkan organisasi publik, produktivitas dapat diartikan sampai sejauhmana
target yang ditetapkan oleh organisasi dapat direalisasikan dengan baik. Untuk
organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPPEDAL),
produktivitas organisasi dapat dilihat sampal sejashmana pelaksanaan pengelolaan
lingkungan hidup sudah mencapai target yang telah ditetapkan sesuat dengan
mandat yang diterima BAPPEDAL, untuk mengelola lingkungan hidup menjadi lebih
efektif dan efisien.

Kualitas penanganan limbah

Kualitas penanganan limbah merupakan indikator kinerja vyang patut
diperhitungkan karena merupakan salah satu misi dari penentuan kebijakan
penanganan lingkungan hidup yang merupakan salah satu tugas yang diemban
BAPPEDAL di wilayah kerjanya. Kualitas penanganan limbah. akan berkaitan
kineria BAPPEDAL untuk menekan tingkat pencemaran dan mewmantau serta
menciptakan sistem pengolahan limbah yang efektif.
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¢. Persepsi dan respon masyarakat dalam lingkungan hidup

Konsekuensi logis dari analisis stakehofder adalah pembahasan berhubungan dengan
masyarakat yang lebih banyak mengalami dampak dari suatu aktivtas yang
berkaitan dengan lingkungan hidup. Pencemaran ini terjadi pada aliran sungai
misalnya akan berdampak pada kualitas hidup masyarakat yang masih begantung
pada sungai sebagai salah satu sumber penyediaan air yang terpenting. Kejadian
yang berhubungan dengan lingkungan hidup itu akan mempengaruhi efektivitas
implementasi kebijakan tergantung pada persepsi dan respons masyarakat terhadap
peristiwa lingkungan hidup itu, Jika persepsi atau pengetahuan masyarakat terhadap
lingkungan hidup baik, maka akan terjadi suatu interaksi yang positif dalam
penaganan lingkungan hidup. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap respons dari
masyarakat terhadap dampak negatif pencemaran terhadap kualitas hidupnya.

3. Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan
a. Kebijakan Nasional
Pembangunan nasiqnal dibidang sumber daya alam dan lingkungan hidup pada
dasarnya merupakan upaya untuk mendayagunakan sumber dava bagi kemakmuran
rakyat. Dalam mendayagunakan sumber daya alam tersebut harus memperhatikan
pelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan,
kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang. Hal yang
perlu dicermati mengenai persoalan pengelolaan fingkungan dalam konteks otonomi
daerah adalah soal pendayagunaan sumber daya alam (SDA). Ini penting karena SDA
merupakan tumpuan daerah memperoleh dana (PAD) untuk menyelenggarakan rumah
tangganya. Pada sisi lain, pendayagunaan SDA yang semena-mena berpotensi timbulnya
berbagai masalah. Tanpa pengaturan SDA, maka kesejéhteraan rakyat tidak akan
terjamin karena rentan terjadinya kerusakan lingkungan.
Otonomi daerah pada dasarnya memiliki potensi pemicu konflik lingkungan antar
daerah. Komoditas SDA pada umumnya berasal dari satu wilayah ekosistem yang
didalamnya tercakup sejumiah propinsi, kabupatn, dan kota. Oleh karena itu,
pengelb]aan lingkungan periu dikoordinasi antar wilayah yang berbasis ekosistern. Untuk
mengantisipasl berbagai implikasi otonomi daerah dibidang lingkungan hidup, maka
dibutuhkan pengutan/ pemberdayaan birokrasi (birokrat daerah), yaitu :
= Mempertegas kembali komitmen untuk memberdayakan lembagas lingkungan di
kabupaten/kota, baik dari sisi masalah lingkungan yang mendesak, penetapan
program prioritas, lembaga Bappedal, SDM, dan mitra lingkungan,

» Implikasi dari penguatan lembaga lingkungan disemua levl pemerintah (pusat,
propinsi, kabupaten/kota), disertai perubahan peran dan tanggung jawab
berdasarkan asas kemitraan yang ditetapkan. '
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= Penguatan Bappedal regional ditekankan pada peran penerjemahan kebijakan
nasional pengelolaan lingkungan, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
Penguatan kelembagaan, SDM, dan kemitraan lingkungan dilakukan berdasarkan
konsepsi sinergi, vaitu perwujudan dan kristalisasi berbagai unsur, aspek organisasi
pembeiajar, SDM lingkungan yang handal dan profesianal, dan membangun jaringan
kemitraan lingkungan yang luas. Konsepsi sinergi dimaksud dapat diwujudkan dalam bentuk
program aksi yang mencakup kelembagaan, SDM, dan kemitraan lingkungan, yaitu:
a} Program kelembagaan, mencakup antara lain:
* Pengembangan konsep. penguatan kelembagaan dalam pengelfolaan lingkungan.
= Pemantapan organisasi lingkungan, seperti Bappeda! dan Bappedal regional.
* Pemantapan lembaga lingkungan di tiap level pemerintahan.
* Pemberdayaan dan pembentukan lembaga lingkungan.
= Penguatan fembaga lingkungan di semua stakeholder (pemerintah, swasta, dan
masyarakat).
b) Program sumber daya manusia {(SDM), mencakup:
» Pemantapan konsep pengembangan SDM lingkungan.
» Peningkatan profaesionalisme SDM lingkungan.
¢) Program kemitraan, mencakup:
= Pemantapan konsep kemitraan lingkungan.
= Pengembangan forum stakeholder.
= Pengembangan forum lingkungan.
b. Kebijakan lokat
Paradigma pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan yang merupakan
kebijakan nasional telah pula menjadi acuan utama bagi setiap jenis kegiatan
pembangunan daerah. Dukungan terhadap garis kebijakan tersebut semestinya diberikan
dengan lebih memperhatikan aspek pelestarian fungsi lingkungan hidup. Agar
penyelenggaraan pembangunan di daerah efektif tetap dalam jalur paradigma tersebut,
perlu dipastikan, bahwa pembangunan itu benar-benar bersifat aspiratif, dan rendah
resiko dan konflik lingkungan. Untuk itu periu mendayagunakan segenap potensi sumber
daya manusia di daerah, teridentifikasi memiliki 8 (delapan) peran pokok dalam
pengeiolaan lingkungan hidup, agar berperan aktif.
Potensi SDM dimaksud meliputi segenap komponen pengelola lingkungan hidup
yang terdiri dari 8 (delapan) pelaku lingkungan hidup (Tangkilisan, 2004), yaitu:
1. Birokrasi, sebgai fasilitator.
Legisltatif , sebagai kontrol,
Yudikatif, sebagai penegak hukum,
LSM, sebagai pendamping.

oA W

Perguruan Tinggi, sebagai lembaga konsuitatif.
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6. Pengusaha, sebagai pihak yang bertanggung-jawab.

7. Masyarakat, sebagai pihak yang melaksanakan.

8. Tokoh masyarakat, sebagai pemimpin.

Kedelapan pelaku itu disebut Hasta Pelaku Lingkungan Hidup, dimaksudkan agar
pemberdayaan peran pengelola lingkungan hidup dapat lebih optimal. Sehingga perlu
dibentuk Forum Komunikasi Hasta Pelaku Lingkungan Hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup tidek hanya berarti memanfaatkan sumber daya,
namun merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang
mefiputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan pemulihan,
pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Dalam kaitannya dengan kehidupan
manusia, maka fingkungan hidup mempunyai 3 (tiga) fungsi dasar, yaitu:

a) Menyediakan ruang untuk hidup manusia di dalam bertempat tinggal dan
menjalankan akitivitas kehidupannya (fungsi ruang).

b) Menyediakan sumber daya hayati maupun non hayati, baik yang dapat/renewable
resources atau tidak dapat diperbaharui/non renewable resources (fungsi
pemasuk sumber davya).

€} Merupakanmedia berbagai proses alami untuk memberikan pelayanan kepada
manusia, agar lingkungan tetap dapat mendukung manusia (fungsi ekologi).
Permasalahan lingkungan yang sering timbul seperti pencemaran air, banjir,

sedimentasi, erosi, dan lain-lain pada hakekatnya muncul akibat terabaikannya salah
satu dari ketiga fungsi tersebut dalam memanfaatkan lingkungan. Oleh karena itu Dinas
Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru sebagai satu-satunya instansi
pengelola lingkungan di Kota Banjarbaru harus memiliki visi dan misi yang jelas dalam
mengelola lingkungan hidup.

Tujuan upaya penanganan terhadap dampak lingkungan di Kota Banjarbaru harus
didasarkan atas prinsip pelestarian sumber daya lingkungan dan memperbaiki atau
meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Sehingga pembangunan disegala sektor yang
dilakukan harus berdasarkan prinsip berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Dari
prinsip tersebut dijabarkan tujuan penanganan dampak lingkungan, yaitu:

a) Terpeliharanya fungsi lingkungan hidup dalam usaha meningkatkan daya dukung
dan daya tampung lingkungan.

b) Pengendalian dan penaggulangan penctemaran yang telah dan diperkirakan akan
terjadi akibat suatu kegiatan.

¢) Memperbaiki kualitas lingkungan akibat terjadinya kerusakan sehingga dapat
berfungst kembali sesuai dengan peruntukannya.

d) Peningkatan pencarian informasi tentang kuantitas dan kualitas SDA, serta
tingkat kerusakan alam dan kemampuan daya dukung alam.

e) Meningkatkan kualitas kelembangaan, SDM dan peran serta masyarakat.
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Sasaran umum pengendalian dampak lingkungan yang harus dilaksanakan adalah
sebagai berikut:

a) Terciptanya SO# yang lestari dalam usaha meningkatkan daya dukung dan daya
tampung lingkungan.

b) Terkendalinya pencemaran yang disebabkan suatu kegiatan dari berbagai sektor.

¢) Tercapainya tujuan perbaikan SDA sebagai akibat kerusakan yang timbul oleh
kegiatan pembangunan.

d) Terciptanya kuziitas kelembagaan, SDM dan peran serta masyarakat dalam
pengelolaan lingkungan hidup.

2.5.3 Faktor yang Mernpengaruhi Efektivitas Implementasi Kebijakan Lingkungan Hidup

Implementasi kebijakan lingkungan menurut Tangkilisan (2004) hidup merupakan
rangkaian proses penenjemahan dari kebijakan lingkungan hidup yang direspon berupa
tindakan para pelaku lingkungan hidup secara konsisten dalam rangak pencapaian tujuan
dan sasaran tang telah digariskan oleh kebijakan.

1. Variabel Kebijakan
Kebijakan penanganan lingkungan hidup merupakan salah satu kebijakan publik
yang berupaya mengelola lingkungan hidup di Kota Banjarbaru secara efektif. Kebijakan
ini bertujuan, agar mampu menekan tingkat pencemaran pada titik minimal, yang
dicapai melalui kinerja Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru yang
diukur melalui kesesuaian antar target dan hasil yang dicapai serta respons masyarakat
terhadap masalah lingkungan.
Dalam menganalisis implementasi terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan hidup,
maka perlu dilakukan pemilihan variabel independen, yaitu: kontrol masyarakat, sanksi
hukum serta komitmen pengusaha. Ketiga variable tersebut didasarkan atas pemikiran:
a. Kontrol dari pihak masyarakat dibutuhkan karena mereka adalah pihak yang
langsung terkena dampak dari pencemaran lingkungan hidup yang terjadi.
b. Suatu kebijakan akan betrjalan efektif jika ada penerapan sanksi hukum yang jelas
dan konsisten untuk membuat para pelaku atau para pelanggar patuh dan tidak
akan menguiangi perbuatan pencemaran lingkungan.
c. Komitmen pengusaha dibutuhkan karena sebab dari pencemaran diawali dari
kegiatannya, sehingga pencegahan pencémaran hanya terjadi jika pihak pengusaha
memiliki komitmen kuat untuk membuat sistem pengolahan limbah yang
terintegrasi dan ramah lingkungan.
2. Kontrol Masyarakat dalam Pengelotaan Lingkungan Hidup

Civil Sodety merupakan suatu bentuk hubungan antara negara dengan sejurnlah
kelompok sosial, misalnya keluarga, kalangan bisnis, asosiasi masyarakat, dan gerakan-
gerakan sosial yang ada dalam negara, namun sifatnya independen dalam negara (Finsestadt
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dalam Lipset, 1995). Jadi civil society adalah sebuah masyarakat, baik secara individual
maupun kelompok dalam suatu negara yang mampu berinteraksi secara independen,

Berperannya kontrol masyarakat akan berfungsi secara maksimat pada konteks
masyarakat yang menerapkan civil society dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara. Masyarakat dapat melakukan partisipasi dalam pembentukan dan
implementasi kebijakan publik dalam suatu negara.

Kontrol masyarakat dalam kebijakan lingkungan hidup yang menerapkan civif
society dilakukan baik secara individu maupun secara kelompok dalam suatu wilayah
pemerintahan yang mampu berinteraksi dengan pemerintah secara independen untuk
melakukan kontrol terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

3. Sanksi Hukum (Law Enforcement) di Bidang Lingkungan Hidup

Sudikno Mertokusumo (1984) berpendapat, bahwa kesadaran hukum yang rendah
pada pelanggaran hukum, sedangkan makin tinggi kesadaran hukum semakin tinggi
ketaatan hukumnya. Adanya hukum harus diataati, dilaksanakan, dan ditegakkan.

Kesadaran hukum lingkungan dapat dibangun melalui pendidikan formal, non
formal, dan informal. Sedangkanlpendidikan berjalan secara terus menerus vang tidak
ada henti-hentinya sepanjang manusia hidup (long life education). Int berarti
pembangunan kesadaran hukum lingkungan juga akan berjalan dalam waktu yang lama
atau tidak perna berhenti sepanjang lingkungan hidup ingin dikelola dengan baik oleh
manusia.

4. Komitmen Pengusaha terhadap Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup ‘

Pengusaha merupakan pelaku yang bertanggung jawab atas terganggunya fungsi
lingkungan hidup, sehingga harus dilakukan pengawasan terhadap pengusaha. Hal ini
dimaksudkan untuk meningkatkan sesadaran hukum lingkungan pengusaha, kedepan
akan membantu meningkatkan kualitas ingkungan di Kota Bénjarbaru.

Upaya kesadaran hukum lingkungan bagi pengusaha selayaknya dilakukan melalui
penataan sukarela {voluntary compliance) sesuai dengan yang tersirat dalamn Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :

= Sistem pendanaan lingkungan {Pasal 8).

= Perangkat manajemen lingkungan yang bersifat dinamis (Pasal 10).
» Penghargaan lingkungan (Pasal 10).

» Mengenai teknotogi bersih/ produksi bersih (Pasal 10).

« Audit ingkungan (Pasal 5, 19, 29).

Konsep penegakan hukum lingkungan hanya akan berjalan dengan baik jika
pengawasan terhadap penataan persyaratan per-Ul-an dari perijfinan yang dilaksanakan
secara terprogram. Hal ini yang melatar belakangi Menteri Lingkungan Hidup menetapkan
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (Kepmen LH) Nomor 07 Tahun 2001 tentang pejabat
Pengawas Lingkungan Hidup dan pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
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2.6 Analisis SWOT
SWOT merupakan alat (tool) yang dapat dipakai untuk menganatisis kualitatif

(Kodoatie, 2003). Sedangkan menurut Rangkuti (1997), Analisis SWOT adalah

identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi kebijakan.

Analisis int didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strength) dan

peluang {Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan

(Weakness) dan ancaman {Threats)

« Kuadran 1- : Ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Kebijakan tersebut
memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfétkan peluang
yang ada. Strategi yang harus diterapkan dafam kaondisi iniadalah
mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (growth oriented
strategy).

= Kuadran 2 : Meskipun menghadapi berbagai ancaman, kebijakan ini memiliki
kukuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah
menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang
dengan cara startegi diversifikasi.

» Kuadran 3 : Kebijakan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi dilain
pihak, dapat menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Fokus
startegi kebijakan ini adalah meminimaikan masalah-masalah internal
sehingga dapat merebut peluang yang lebih baik.

« Kuadran 4 : Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, kebijakan
tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.

BERBAGAI
PELUANG
3. Mendukung strategi turn- 1. Mendukung strategi
around agresif
KELEMAHAN _ KEKUATAN
INTERNAL INTERNAL
4. Mendukung strategi 2. Mendukung strategi
defensif diversifikasi
BERBAGAI
ANCAMAN

Gambar 2.4. Diagram Analisis SWOT
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Penelitian menunjukkan bahwa kinerja kebijakan dapat ditentukan olet kombinasi

faktor internal dan eksternal (Rangkuti, 2005). Kedua faktor tersebut harus
dipertimbangkan dalam analisis SWOT. Dari analisis secara makrgo, posisi permasalahan

pengelolaan penambangan rakyat ini ada 4 {(empat) strateqi yang dapat digunakan untuk

meningkatkan kinerja perusahaan, vaitu :

1)

2)

3)

4)

Strategi yang meningkatkan indikator kekuatan (S), dengan cara memenfaatkan
indikator peluang-peluang (O) yang dimiliki, disebut dengan strategi S-O.

Suatu strategi yang meningkatkan indikator kekuatan (S) untuk meminimalkan
ancaman-ancaman (T) yang muncul, dikenal dengan strategi S-T.

Strategi yang meminimalkan kelemahan (W) yang ada dengan memanfaatkan
peluang-peluang (0) yang dimiliki, ini diseut dengan strategi W-O.

Strategi mengurangi kelemahan (W) vyang dimiliki untuk memperkecii atau
menghilangkan ancaman (T) yang muncul, disebut dengan strategi W-T.
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2.7

Prinsip Péngelolaan Lingkungan dengan Indikator POAC
Menurut Asdak (2004), pengelolaan lingkungan suatu wilayah dapat digunakan

indikator POAC (Planning — Organizing — Actuating - Control!ing}.

A.

C.

D.

Planning (Perencanaan)

Perencanaan yang disusun dalam rangka pengelolaan lingkungan secara terpadu

terhadap suatu wilayah.

Organizing (Pengorganisasian)

Pegorganisasian dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan

suatu wilayah lebih efektif dan efisien, dalam arti masing-masing pihak yang terlibat

dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab.

Actuating (Pelaksanaan)

Pada tahap pelaksanaan, program-program yang dirancang harus menunjukkan adanya:

1. Optimasi pemanfaatan sumberdaya secara efesien.

2. Dorongan pelaksanaan konservasi sumberdaya alam dalam penambangan.

3. Meningkanya peran stakeholders dan kelembagaan yang terlibat.

_Cantrolling (Pengawasan)

Tujuan pengeloiaan lingkungan pada suatu wilayah adalah keberkelanjutan

pembangunan {sustainable development) dengan asas keterpaduan, maka

pengendalian pengelolaan lingkungan tersebut meliputi :

1. Pengendalian dan pengawasan melekat, secara bersama (sharing control) dan
kemitraan (parnertship control). |

2. Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan untuk peninjauan kebijakan dan
perencanaan program lanjutan.

3. Mendorong partisipasi dan pengawasan publik dalam aktivitas pemantauan dan
evaluasi. '

4. Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Alam dan lingkungan Hidup
(SISDA-LH) untuk memperoleh informasi yang lengkap mengenai potensi dan
produktivitas sumber daya alam serta lingkungan hidup melalui inventarisasi dan
evaluasi serta penguatan sistem informasi.
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BAB IIX
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Manusia tidak dapat hidup tanpa lingkungan, karena segala hal sesuatu
kebutuhan hidupnya tersedia dan diambil dari lingkungan. Dalam bhai pemenuhan
kebutuhannya orang akan melakukan eksploitasi lingkungannya. Eksploitasi dapat
berdampak positif bagi pemerintah daerah maupun masyarakat. Untuk pemerintah, akan
menambah pemasukan berupa pendapatan daerah, sedangkan bagi masyarakat,
penambangan dapat memberikan lapangan pekerjaan. Selain dampak positif, terjadi puia
dampak yang tidak diinginkan, vyaitu berdampak negatif terhadap lingkungan, yakni
tanah-tanah ataupun bukit-bukit yang mengandung sumber daya alam akan terkeruk,
terkepras, dan tersedot.

Datam proses‘pengerukan dan penambangan menghasilkan lumpur dari buangan
yang dialirkan ke sungai, sehingga merusak kondisi sungai tersebut. Karena adanya
penambangan rakyat komponen kualitas air yang diperkirakan akan terganggu adalah
suhu, Kecerahan, TSS, DO, pH, dan Fe. Hal ini juga terganggunya kehidupan biota air,
misalnya ikan, plangton serta bentos.

Lumpur dan pasir bekas penambangan intan tersebut menyebar ke pejosok desa
yang ada di sekitarnya. Akibatnya, Daerah Aliran Sungai {DAS) yang dilewati lumpur dan
pasir itu mengelami pendangkalan, dan bahkan membuat tertutupnya aliran sungai yang
ada di sekitarnya. Lumpur tersebut juga mengakibatkan rusaknya lahan pertanian
sehingga menurunnya produksi pertanian dan berbias kepada kehidupan ekonomi para
petani. Bahkan ikan-ikan yang ada di keramba maupun di sungai yang dilewati limbah
tambang intan tersebut menjadi sulit tumbuh dan berkembang, bahkan membuat ikan
matl.

Sedangkan Kkerangka alur pemikiran dan tahapan penelitian dalam
mengidentifikasi Pengelolaan Lingkungan aktivitas penambangan rakyat {studi kasus di
Penembangan Intan Rakyat di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Kalimantan
Selatan) adalah sebagai berikut :
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n ALUR PIKIR PENELITIAN ﬂ

Pertambangan Intan
Rakyat

= Penggunaan mesin
(dumping) yang
berkekuatan 16 - 20 PK

= Limbah langsung dibuang
ke sunga)

» Tidak adanya Pengolahan

fimbah secara memadal

Kondisi Existing di Sekitar
Tambang (Riil)
= Terjadi degradasi lingkungan,
misalnya :
¥ Lubang bekas galian
mengganggu estetika
pandangan
¥ Terjadi pencemaran air di
sungai
¥ Arel persawahan tercampur
tercemar Jumpur, sehingga
produksi padi menurun
v Kekeruhan pada sungai
berdampak pada Penurunan
populasi ikan sungai, seperti
patin, nila, dan ikan mas.
Pendapatan petani menurun

Analisis Permasalahan

» Analisis terhadap kondisi lingkungan
di sekitar tambang (fislk-kimla dan
higlogi

= Analisis terhadap kondisl masyarakat
penambang dan masyarakat sekitar

= Analsis terhadap Kebijakan Pemkot
Banjarbany, terutama masalah
Itingkungan akibat adanya

penambangan rakyat

Hasil ~ Rekomendasi

= Didapat Pola Pertambangan rakyat
yang ramah lingkungan, khususnya
dalam hal pengolahan limbah

» Masukan terhadap kebijakan yang
secara khusus mengatur tentang

pengelolaan lingkungan pada

pertambangan rakyat

Kondisi Pertambangan rakyat yang
ideal, baik secara teknis, ekonomis
maupun ekologis

{1 Yang terkait dengan masalah

| = Pemegang SIPRD wajib

Kebijakan Pemkot
Banjarbaru
Diterbitkan Penfa No Nomor 05
Tahun 2002, tentang Pengelolaan
Usaha Pertambangan Rakyat
Bahan Galjan Strategis dan Vits],

lingkungan pada Pasal 25,

diantaranya

* Pemegang SIPRD wajib
mengembalikan, menimbun
kerabalt bekas-bekas galian
sedemikian rupa sehingga tidak
menimbulican bahaya dan
merugikan kepentingan umum

= Pemegang SIPRD wajlb untuk
mencegah terfadinya
pencemaran lingkungan sebagai
akibat penggalian penambangan
yang dapat menimboikan
kerugian bagi masyarakat

memelihara
kelestarian/menyefamatkan
tanah dari mencegah erosi yang
dapat menyebabkan
pengendapan dan pendangkalan
sungai serta mengusahakan
kelestarian tata aflran sungai

Gambar 3.1. Diagram Alur Pernikiran Penelitian
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Persiapan
Awal

Persiapan pengambilan data lapangan
« Mobilisasi dilokasi penelitian
+ Peralatan survey

Pengumpulan Data

v Y

Data Primer

v Observasi dan

Wawancara ke Instansi

terkait di wilayah kerja

Pemkot Banjarbaru,

yaitu :

- Dinas Pertambangan
&LH

- Bappeda

- Dinas PU dan
Pengairan

Opini dan Persepsi

Masyarakat penambang

dan masyarakat sekitar

tambang terhadap

Lingkungan

ﬁ Kebijakan Pemkot
Banjarbaru terhadap
Pengedolaan

Data Sekunder
= Kondisi Aspek Fisik-
Kirmia Kualitas air

sungai Lingkungan

= Kondisi Aspek Biologi = Kebijakan
Kelimpahan Pengelolaan
Fitoplangton, Tambang Rakyat,
Zooplangton, dan yaitu Perda Kota

Banjarbaru Nomor
= Peta Topagrafi 05 Tahun 2002,
Kecamatan Cempaka tentang Pengelolaan
Kota Banjarbaru. 5 Usaha
Pertambangan
Rakyat Bahan Galian
Strategis dan Vital
(Golongan A dan B)

Benthos

r

Pengolahan Data

¥ Inventarisasi Hasil Survey dan Wawancara terhadap Kondisi
Lingkungan akibat Penambangan

] ¥ Membandingkan Kondisi Aspek Fisik-Kimia Kualitas Air
Sungai terhadap Baku Mutu Air, dan kondisi Aspek Biologi
serta dampaknya

v Pengkajian Kebijakan Pemkot Banjarbaru terhadap
Penambagan infan Rakyat.

( Hagil Pengolahan Data
¥ Didapat Kondisi reai

dilapangan berdasarkan
pengelahan data primer
gan sekunder

¥ Kondisi ideal yang
diinginkan dengan
diterbitkan kebijakan

Banjarbaru

berupa perda oleh Pemkot

Analisis

Gap antara Kebijakan
Pengelolaan
Lingkungan (kondisi
ideal) terhadap
Kondisi Real
{Kerusakan
Lingkungan)

Y

Rekomendasi

Kondisi Pertambangan rakyat yang ideal, baik
secara teknis, ekonomis maupun ekologis

(Gazsn)

Gambar 3.2. Flow Chart Tahapan Penelifian
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3.2

Lokasi Penelitian

penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Cempaka Banjarbaru Kalimantan

Selatan dengan memusatkan perhatian pada komunitas-komunitas.

Petani
Pengusaha Keramba lkan
pendulang intan

Setelah dilakukan survei awal maka dipilih sebagai lokasi penelitian sebagai

berikut:

a.

R

Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru adalah letak tambang
intan tradisional terbesar di wilayah Kalimantan Selatan ,

Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, mayoritas
penduduknya bertani dan merupakan desa yang terkena dampak dari penambangan
intan

Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, merupakan komunitas
petani yang mengalami penurunan produksi perikanan akibat tambang intan
tradisional.

Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, merupakan komunitas
petani yang resah akibat lahan pertanian mereka terkena limbah tambang intan

tradisional.
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3.3 Pengumpulan Data Primer (Pada Aspek Sosial Budaya)

Data primer pada penelitian ini difokuskan pada respon masyarakat di Kecamatan
Cempaka yang terkena langsung maupun tidak langsung akibat penambangan intan
rakyat. Penelitian ini juga akan ditinjau pola kebijakan Pemerintah Kota Banjarbaru
dalam menangani permasalahan pengelotaan lingkungan akibat penambangan intan
rakyat tersebut,

3.3.1. Teknik Sampling

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah masyarakat penambang serta
masyarakat sekitar penambang yang sebagian besar bekerja sebagai pendulang intan,
petani, dan nelayan keramba. Untuk mengetahui pola kebijakan lingkungan juga
dilakukan wawancara kepada instansi terkait pada Pemkot Banjarbaru.

Teknik sampling digunakan sistem purposive samplfing, yaitu dengan mengambil
orang-orang yang terpilih betul menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu.
Dengan demikian diusahakan agar sampel itu memiliki karakter yang esensial dari
populasi, sehingga dapat dianggap cukup representatif. Ciri spesifik itu diantaranya
adalah: penduduk asli dan pendatang yang paling sedikit tinggal selama 5 tahun,
penduduk yang memanfaatkan sungai serta penduduk yang memanfaatkan tanah.

Sitem ini diharapkan akan mendapatkan karakteristik masyarakat yang spesifik,
baik terhadap penambangan i sendiri maupun maupun masyarakat sekitar
pertambangan, dengan tujuan agar mengetahui serta mencari informasi tentang persepsi
dan responsi masyarakat tentang lingkungannya.

Untuk pola kebijakan pengelolaan lingkungan di Pemerintah Kota Banjarbaru,
dipilih orang-orang yang benar-benar mengerti dalam bidang lingkungan, sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) dalam instansi masing-rhasing.

3.3.2. Nara Sumber
Untuk mendapatkan informasi yang sebanyak mungkin dipilih nara sumber yang
benar-benar mengetahui tentang lingkungan serta merasakan dampak dari aktivitas
penambangan intan rakyat di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru.
A. Masyarakat penambang serta masyarakat di sekitar pertarnbangan, yang disesuaikan
dengan mata pencahariannya, yaitu :
« Petani
» Pengusaha Keramba Ikan
« Pendulang intan
Identifikasi responden dalam penelitian diambii dari perwakilan Kepala Keluarga
(KK) vang ada pada lokasi penelitian. Pengambilan sampel pada responden di tiap RT
(Rukun Tetangga) diambil berdasarkan cara acak.
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Penentuan RT {Areal Sampling) yang dipilih berdasarkan sampel purposive, yaitu atas
pertimbangan :

Kelurahan Cempaka

* Daerah yang terkena dampak, yaitu areal persawahan rusak dikarenakan akibat
masuknya lumpur ke areal tersebut.

= Penduduk asii dan pendatang yang paling sedikit tinggal selama 5 tahun, penduduk
yang rmemanfaatkan sungai serta penduduk yang memanfaatkan tanah

= Ketergantungan terhadap intan, karena-mahainya harga butiran intan serta karena
sawah tidak lagi menjanjikan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

» Bervariasinya tingkat pendidikan sehingga minim pengetahuan tentang dampak
pencemaran.

Kelurahan Sungai Tiung

» Penduduk asli dan pendatang yang paling sedikit tinggal selama 5 tahun, penduduk
yang memanfaatkan sungai serta penduduk yang memanfaatkan tanah

* Daerah yang terkena dampak.
Bila tiba musim hujan air tergenang secara berkala, akibat bekas lubang galian
pertarn:lbangan di wilayah utara yaitu daerah Basung Dua (RT. 01 — 04).

=« Ketergantungan terhadap intan, karena mahalnya harga butiran intan serta karena
sawah tidak lagi menjanjikan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

« Lahan pertanian dan perkebunan yang masih produktif dijadikan masyarakat
setempat sebagai tempat pendulangan intan ‘

» Bervariasinya tingkat pendidikan sehingga minim pengetahuan tentang lingkungan.

Kelurahan Bangkal

» Mempunyai persawahan yang cukup luas, mayoritas masyarakat bertani dan
memetihara ikan dengan sistem keramba '

= Penduduk asli dan pendatang yang' paling sedikit tinggal sefarna 5 tahun, penduduk
yang memanfaatkan sungai serta penduduk yang memanfaatkan tanah

= Daerah yang terkena dampak.
Kondisi air yang keruh yang tentunya berdampak bagi kehidupan ikan di dalam
keramba. Sungai tidak mempunyai nilai ekonomi, akibat sidementasi.

« Menaruh harapan besar karena kegiatan mendulang intan dianggap pekerjaan yang
dapat menghasitkan pendapatan yang lumayan besar.

= Bervariasinya tingkat pendidikan sehingga minim pengetahuan tentang lingkungan.

Kelurahan Palam '

= Mempunyai persawahan yang cukup luas, mayoritas masyarakat berfani dan
memelihara ikan dengan sistern keramba

~ Penduduk asli dan pendatang yang paling sedikit tinggal selama 5 tahun, penduduk
yang memanfaatkan sungal serta penduduk yang memanfaatkan tanah
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» Daerah yang terkena dampak.

Sungai terjadi pendangkalan akibat banyaknya sedimentasi.

* Lahan pendulangan intan sudah berulang kali digarap masyarakat, karena kegiatan
menduiang intan dianggap pekerjaan yang dapat menghasilkan peadapatan yang
lumayan besar. Lahan pertanian dan perkebunan dianggap tidak menjadi masalah
bila dijadikan areal pendulangan intan yang berada di sebelah kanan areal desa.

» Bervariasinya tingkat pendidikan sehingga minim pengetahuan tentang lingkungan.

¥ Penentuan Jumlah Responden, dilakukan dengan cara:
Jumiah S_ampel Rukun Tetangga (RT) ditentukan sekitar (25 - 30)% dari Jumlah

keseluruhan RT pada sampel Rukun Warga (RW). Sedangkan jumlah sampel RW -

ditentukan sekitar (15 ~ 20)% total keseluruhan RW di masing-masing kelurahan.
Selanjutnya untuk jumtah sampel responden (KK/Kepala Keluarga) ditentukan sekitar (10 -
15)% dari jumiah keseluruhan KK dari sampel RT.

Tabel. 3.1. Penentuan Jumiah Responden

Jurniah
Jumiah RW RT dari Jumiah Jumiah KK Jumiah Sampel
No | Kelurahan RW Sampel | Sampel RT dari KK/Responden
pe R\ﬂll) Sampel | Sampel RT esp
1 | Cempaka 20 3 45 12 - 7183 25
Sungai _
2 Tiung 17 3 45 11 169 25
3 | Bangka! i3 2 30 10 161 25
4 | pPalam 11 i 30 10 158 25
Jumlah 61 10 150 43 671 100
Sumber: Olahan data primer, 2005
Keterangan - )
RW : Rukun Warga RW Sampel ¢ Jumiah RW X (15 - 25)%
RT : RukunTetangga | Jumilah RT dari SampelRW : RW Sampel X 15 RT
KK : KepalaKeluarga | Jumlah RT Sampel :  Jumlah RT dari Sampel RW X {25 - 30)%
Jumiah KK dart Sampel RT :  Jumlah KK real yang ada di Sampel RT
Jumiah Sampel KK :  Jumiah KK dar Sampel RT X (10 - 15)%

Dengan demikiz;n didapat :

« 12 RT (Rukun Tetangga) yang dapat mewakili kondisi umum masyarakat Kelurahan
Cempaka. Dalam 12 RT tersebut mempunyai jumlah populasi 183 KK.

= 11 RT (Rukun Tetangga) yang dapat mewakili kondist umum masyarakat Kelurahan
Sungai Tiung. Dalam 11 RT tersebut mempunyai jumlah populasi 169 KX.

« 10 RT (Rukun Tetangga) yang dapat mewa'kili kondisi umum masyarakat Kelurahan
Bangkal tersebut. Dalam 10 RT tersebut mempunyai jumiah populasi 161 KK. _

« 10 RT (Rukun Tetangga) yang dapat mewakili kondisi umum masyarakat Kelurahan
Palam tersebut. Dalam 10 RT tersebut mempunyai jumlah populasi 158 KK.
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Selanjutnya didapat pola persebaran responden dalam penelitian ini, yaitu:

a. Kelurahan Cempaka 1 25 responden dari total populasi : 183 KK (12 RT)
b. Kelurahan Sungai Tiung : 25 responden dari totat populasi  : 169 KK (11 RT)
¢. Kelurahan Bangkal 1 25 responden dari total populasi 1 161 KK (10 RT)
d. Kelurahan Palam : 25 responden dari total populasi  : 158 KK (10 RT)

Total : 100 responden dari total populasi : 671 KK (43 RT)

B. Penentu kebijakan di Pemerintah Kota Banjarbaru yang berkaitan tentang kebijakan
lingkungan, yaitu : .
« Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
« Kepala BAPPEDA Kota Banjarbanu.
= Kepaia Dinas PU Kota Banjarbaru

3.3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pencairan dan pengumpulan data yang akan dilaksanakan adalah dengan
menggunakan :

1. Wawancara (interview)

Yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada responden atau nara
sumber dengan daftar pertanyaan terstruktur. Salah satu sistem wawancara yang
digunakan adalah sistem smowball, yaitu teknik wawancara yang dilakukan secara
simultan untuk mengejar jawaban-jawaban yang diperlukan dalam penelitian sekaligus
mengkonfrontir pendapat yang satu dengan pendapat yang fainnya. Wawancara sistem
ini akan dilakukan terhadap beberapa orang nara sumber yang dianggap paling
mengetahui situasi dan kondisi obyek penelitian. ‘

Untuk mempermudah dalam eksplorasi informasi tentang responst masyarakat,
maka dilakukan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, sesuai
dengan tingkat penalaran mereka dalam bentuk kuisioner.

2. Observasi (Observatior) ‘

Penelitian persepsi masyarakat terhadap lingkungannya dilakukan dengan
observasi (observation)/ pengamatan langsung terhadap obyek penelitian, yaitu
dilakukan dengan pengamatan langsung (direct observation), vakni pengamatan yang
dilakukan tanpa perantara terhadap obyek yang diteliti.

3. Studi dokumentasi (documentation)
pDalam pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada obyek penelitian,

dilakukan melalui dokumentasi.
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4,

Studi Pustaka

Setelah pekerjaan persiapan selesai, maka tahapan selanjutnya adalah

melaksanakan pengumpulan dan penyeleksian literatur, pemilihan aiternatif poia pikir
yang akan dijadikan referensi.

3.3.4. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 20 (hari) dengan jadwal kegiatan sebagai

berikut:

1.

Persiapan

Meliputi menyusun metode peneiitian, diskusi untuk memperbaiki metode survey

awal, menyusun metode operasional dan pembuatan Kuisioner.

Pengumpulan Data

= Untuk mengetahui persepsi serta respon masyarakat, yaitu dengan memilih sampel
yang representatif dari 4 (empat) wilayah yang akan diteliti, masing-masing
wilayah terdapat 25 responden. Data yang terkumpul akan dikategorikan sesuai
pemecahan penelitiannya.

« Untuk mendapatkan pola pengelolaan lingkungan, khususnya pada pertambangan
rakyat, diakukan wawancara terhadap orang-orang yang berkompeten dalam
penentu kebijakan, khususnya pada instansi yang menangani masaiah kebijakan
lingkungan

Pengolahan Data

Pelaporan
Data tentang persepsi may_arakat akan diambil dari tiga macam aktivitas :

Pertama : Pengenalan, pengertian, pemahaman masyarakat tentang lingkungan

hidup dan upaya untuk berusaha mengeidianya

Kedua :  Tentang masyarakat pedesaan terhadap pengelolaan lingkungan
hidup

Ketiga : Tentang aktivitas mereka dalam pengelolaan lingkungan hidup di
pedesaan

Dapat dikumpulkan data tentang pemahaman/pengertian masyarakat pedesaan

tentang pengelolaan lingkungan. Untuk mendapatkan data-data dilakukan observasi,

wawancara berpedoman dan wawancara serta dokumentasi.

ITI- 10




3.4 Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder yang sangat diperiukan dalam menunjang penelitian ini adalah
ditinjau dari aspek fisik-kimia air sungai serta aspek biologi yang terjadi akibat kegiatan
penambangan intan rakyat.

Pengumpulan data pada aspek fisik dan kimia ini diambil dari hasil penelitian Tim
Koordinasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (TKP2LH) tahun 2001, yang
dibentuk oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Untuk mendapatkan akurasi data, juga diambil
dari hasil penelitian Ika Perwitasari pada tahun 2003, mahasiswa pascasarjana Universitas
Lambung Mangkurat Banjarbaru.

Sedangkan untuk pengumpulan data pada aspek biologi didasarkan pada dampak
penambangan intan rakyat terhadap ekosistem darat dan ekosistem aquatik. Ekosistem
darat terdiri dari flora dan fauna darat serta ekosistem aquatik terdiri dari flora dan fauna
perairan. Parameter biologi perairan meliputi dari plankton, benthos dan nekton serta
jentik nyamuk malaria/ nyamuk berbahaya di lokasi studi. Juga peninjauan terhadap
produksi padi sebelum adanya tambang dan setelah adanya kegiatan penambangan pada
wilayah studi.
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3.5 Analisis Data

Berdasarkan data sekunder yang didapat, maka dapat diindikasikan, bahwa
penambangan intan rakyat berakibat terjadi kerusakan. Hampir selurub fungsi sungai
tidak sesuai lagi dengan peruntukkannya. Air sungai keruh berwarna kuning kecoklatan
serta dimusim hujan dapat menyebabkan terjadinya banjir. Limbah yang keluar dari
galian penambangan intan tersebut bahkan sangat meresahkan masyarakat yang mata
pencahariannya sebagai petani dan pemilik keramba.

tubang bekas penambangan selanjutnya ditinggalkan begitu saja tanpa
direklamasi. Tiap hari ratusan ton limbah pendulangan juga dibuang ke sungai yang
mengakibatkan beberapa sungai kini hilang. Ratusan dan bahkan ribuan hektar
persawahan di Kecamatan Cempaka kini telah hancur dan siap menjadi penyumbang
bencana ekologi. Di saat bersamaan, rumah-rumah para pendulang hingga kini tetap
reot tak semegah kifauan intan yang telah mengharumkan Kota Banjarbaru.

Menyadari hal itu semua, upaya-upaya yang mengarah pada penyelamatan
lingkungan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup mutlak dilakukan. Memang
secara makro Pemerintah Banjarbaru telah mengeluarkan upaya-upaya pengelolaan
lingkungan. Secara khusus, dalam penertiban usaha penambangan intan rakyat,
pemerintah tefah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun
2002, tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital
(Golongan A dan B). Namun pada kenyataanya kerusakan lingkungan di sekitar lokasi
penambangan tersebut sangat parah, yang berpengaruh juga pada kondisi ekonomi,
sosial dan budaya masyarakat di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru.

Berdasarkan keterangan-keterangan diatas, maka akan dilakukan pengumpulan
informasi dan data serta menganalisisnya, baik data primer maupun sekunder. Analisa
yang dilakukan adalah memilah permasalahan dengan mengélompokkan menjadi 3 (tiga)
aspek, yaitu :

A. Aspek Fisisk dan Kimia

Analisa terhadap aspek fisik dan kimia perairan didasarkan pada kualitas fisik dan
kimia perairan di wilayah studi yang mengacu pada PP 82 Tahun 2001 (Kelas III) tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Parameter kunci yang
ditetapkan sebagai pembatasnya adalah TSS, pH, DO , BODs™, COD, S04, H,S, Fe, dan NHs.
B. Aspek Biologi '

Analisa terhadap aspek fisik biologi dengan meninjau terhadap produktifitas
tanaman padi serta produktivitas perikanan di wilayah studi. ‘
C. Aspek Sosial

Data yang didapat pada aspek sosial merupakan data kuantitatif, yaitu
melakukan wawancara dengan pertanyaan terstrukiur mefalui kuisioner terhadap
responden untuk mendapatkan pendapat-pendapat responden tentang lingkungannya.

ni-12




Hal ini dilakukan dengan melihat prosentase kecenderungan jawaban dari responden
tersebut, yaitu membagi hasil jawaban responden dengan total responden.

Jawaban Responden X 100% = Simpulan Pendapat

Total Responden Responden

Setelah mendapatkan hasi! simpulan terhadap pendapat responden maka
dilakukan analisa terhadap pendapat masyarakat tersebut terutama tentang tingkat
pengetahuan masyarakat perdesaan terhadap lingkungan hidup serta kepedulian
masyarakat terhadap lingkungan hidup.

Disamping itu, untuk mendapatkan pola kebijakan lingkungan yang diterapkan
Pemkot Banjarbaru, juga dilakukan wawancara dengan pihak instansi-instansi yang
terkait terhadap lingkungan hidup, dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Lingkungan
Hidup Kota Banjarbaru, BAPPEDA Kota Banjarbaru , serta Dinas PU Kota Banjarbaru

Dari semua data dan informasi tersebut, maka akan dianalisis terhadap
penanganan dan pengelolaan pertambangan intan rakyat yang ideal, baik dari aspek
teknis, aspek ekonomi, dan aspek ekologis. Penanganan permasalahan terhadap
penambangan intan rakyat digunakan metode SWOT (Strength - Weakness -
Opportunity - Threats), sedangkan pengelofaan lingkungan di sekitar penambangan intan
rakyat dipakai analisis indikator POAC (Planning - Organizing — Actuating — Controlling).
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Wilayah Studi
Kecamatan Cempaka secara administratif merupakan wilayah Kota Banjarbaru,
Kecamatan Cempaka terbagi 4 (empat) kelurahan, yaitu: Kelurahan Cempaka, Kelurahan

Palam, Kelurahan Bangkai, dan Kelurahan Sungai Tiung, yang mempunyai luas
keseluruhan 146,70 Km? .

Legenda
: Kelurahan Cempaka

i : Kelurahan Sungai Tiung
j © Kelurahan Bangkal

¢ Kelurahan Palam

Gambar 4.1. Peta Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru

4.1.1. Kondisi Geografis

Kecarmatan Cempaka mempunyai letak geografis wilayah 23° Lintang Selatan dan
115° Bujur Timur, dengan luas keseluruhan 146,70 Km?, Perbatasan wilayah administrasi
Kecamatan Cempaka adalah; sebelah utara Kecamatan Banjarbaru, sebelah timur
Kecamatan Karang Intan (Kabupaten Banjar), sebelah selatan Kabupaten Tanah Laut,
dan sebelah barat Kecamatan Landasan Ulin.
»  Kelurahan Cempaka

Perbatasan wilayah administratif Kelurahan Cempaka adalah: di sebelah utara
Sungai Besar, di sebelah selatan dengan Sungai Tiung, disebelah Timur dengan Kiran,
serta sebelah barat dengan Banjarbaru Kota. Kelurahan Cempaka merupakan dataran
tinggi dan berbukit-bukit serta daerah dataran. Luas areal Kelurahan Cempaka sebesar
80,65 Km? dengan areal persawahan yang cukup luas, di samping banyak terdapat pohon
karet yang berumur tua dajam keadaan tidak terawat. Adapun penggunaan tanah di
Kelurahan Cempaka, adalah sebagai berikut :
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Sawah dan tegalan

Pekarangan dan rumah

Kebun, tanah kosong/semak/padang

Kelurahan Sungat Tiung

Kelurahan ini di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cempaka, di
sebelah selatan dengan Bentok Darat Kecamatan Bati-bati, di sebelah Timur dengan
Kelurahan Cempaka, sebelah Barat dengan Kelurahan Bangkal. Sedangkan luas
Kelurahan Sungai Tiung sebesar 21,50 Km?, meliputi daerah dataran tinggi yang
berbukit-bukit.

Dengan ketinggian 0,3 meter dari permukaan faut, menyebabkan aliran air
dipermukaan tanah menjadi lereng, sehingga air tergenang secara berkaia, di wilayah
utara yaitu daerah -Basung Dua RT. 01 - 04,

Kelurahan ini juga mempunyai areal persawahan yang cukup luas, di samping
sebagian wilayahnya terdapat pohon karet yang berumur twa dalam keadaan tidak
terawat.

Adapun penggunaan tanah di Kelurahan Sungai Tiung, adalah sebagai berikut :

- Sawah - Kebun
- Tegalan - Tanah kosong/Semak/Padang
- Pekarangan dan rumah - lLadang

Kelurahan Bangkal _
Wilayah Kelurahan Bangkal adalah di sebelah utara berbatasan dengan Palam, di

sebelah selatan dengan Banyu ‘Irang, di sebelah timur dengan Sungai Tiung, dan di
sebelah barat dengan Liang Anggang. Luas Kelurahan Bangkal mencapai 29,80 Km?
dengan ketinggian tanah dari permukaan faut 50 m. l

Kelurahan Bangkal mempunyai areal persawahan yang cukup fuas. DI samping
itu, terdapat banyak karet yang berumur tua dalam keadaan }',idak terawat.

Adapun penggunaan tanah di Kelurahan Bangkal, adalah sebagai berikut :
- Sawah - Kebun dan ladang
- Tegalan - Tanah kosong/semak/padang
- Pekarangan dan rumah

Kegiatan sehari-hari masyarakat adalah bertani dan memelihara tkan dengan
sistem keramba. Sekarang ini sebagian masyarakat menghentikan usahanya dikarenakan
adanya kondist air yang keruh akibat aktivitas penambangan intan yang tentunya
menimbulkan dampak bagi kehidupan ikan di dalam keramba tersebut.
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Lebar sungai 3 sampai 5 meter, airnya dangkal. Sungai dipergunakan penduduk
untuk memelihara itkan dengan sistem keramba serta untuk Mandi Cuci Kakus (MCK).
Namun, dengan kondist sungai yang keruh dan dangkalnya air di saat ini, maka fungsi
sungai tidak mempunyai fungsi ekonomi.
= Kelurahan Palam

Kelurahan ini berbatasan di sebelah Utara Guntung Payung, di sebelah Selatan
dengan Kelurahan Bangkal, di sebelah Timur Desa Bangkal, sebelah Barat Liang
Anggang. lLuas Kelurahan Cempaka mencapat 14,75 Km?, meliputi daerah sawah
berpengairan 950 ha, tak berpengairan 950 ha, tanah kering/alang-alang 96 ha, rawa
dan hutan 10 ha, meliputi daerah dataran tinggi yang berbukit-bukit di kelurahan ini
mempunyai areal persawahan yang cukup luas.

Penggunaan tanah di Kelurahan Palam, adalah sebagai berikut :

- Sawah - Kebun
- Tegaian - Tanah kosong/Semak/Padang
- Pekarangan dan rumah - Ladang

Di Kelurahan Patam t_erdapat sistem irigasi. Sungai yang ada di kelurahan ini
lebarnya hanya antara 3 sampai 5 meter saja dan airnya dangkal.

4.1.2. Kondisi IKlim

Seperti halnya daerah lain yang termasuk dalam wilayah Indonesia, maka
Kecamatan Cempaka juga hanya mengenal dua musim yaitu musim kemarau dan
penghujan. Keadaan ini berkaitan erat dengan arus angin yang bertiup di Indonesfa.
Pada bulan Juni sampal dengan September arus angin berasal dari Australia dan tidak
banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau di Indonesia.
Sebaliknya pada bulan Desember sampai dengan Maret arus'angin banyak mengandung
uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik setefah melewati beberapa fautan,
dan pada bulan-bulan tersebut seperti itu berganti setiap setengah tahun setelah
melewati masa pertengahan pada butan April-Mei dan Oktober-Nopember.
a. Suhu Udara dan Kelembaban

Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat
tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Berdasarkan pemantauan
Stasiun Meteorologi Syamsudin Noor pada tahun 2003 suhu udars di Kota Banjarbaru
dan sekitarnya berkisar antara 21,7°C sampai dengan 34,4°C, Selain itu sebagai daerah

tropis maka kelembaban udara relatif tinggi dengan rata-rata berkisar antara 7i%

sampai 91% dengan kelembaban maksimum tertinggi terjadi pada bulan April dan Juni
serta kelembaban minimum terendah terjadi pada bulan September.
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b. Curah Hujan dan Tipe Iklim

Berdasarkan data dari Kanwil Departemen Pertanian (1999), rata-rata curah
huian di Kecamatan Cempaka dan sekitarnya pada tahun 2003 tercatat 230,8 mm
dengan jumlah yang terendah terjadi pada bulan Agustus (41,6 mam) dan tertinggi terjadi
pada bulan Desember (680,0 mm). Rata-rata jumlah hari hujan sebanyak 12, dengan
jumlah hari hujan terbanyak pada bulan Desember (26 hari), sebaliknya jumbah hari
hujan terendah pada bulan Juli dan Agustus (4 hari).
Tabel 4.1, Data Curah Hujan dan Hari Hujan Kota Banjarbaru dan Sekitarnya (Tahun 1994 - 2003)

Bulan
Tahufn Jan Feb Mar Apr Mel Jun Il Agt ! Sep 'Okt Nop Des Jumiah | Rerata
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 1 12
1934 | CH | 575 450 | 427 | 195 86 126 88 21 71 171 1 153 133 2530 | 2108
HH | 26 17 17 11 7 15 5 5 6 | 6 | 12 19 146 12,2
1995 [ CH | 552 224 | 308 | 207 180 157 111 70 110 198 | 415 314 2844 237
HH 23 14 17 17 14 14 11 7 ] 11 i8 20 174 14,5
1996 [ CH | 533 344 | 427 | 218 139 89 106 8o g5 212 195 326 2773 | 2311
HH | 19 18 16 12 8 10 11 16 9 18 13 20 170 14,2
1997 JCH | 462 287 97 436 121 112 9 55 3 7 a2 289 1960 | 163,3
HH{ 24 16 14 20 ] g 3 ] 1 -1 2 17 131 10,9
1998 | CH | 312 222 56 160 164 102 285 | 174 | 119 134 308 333 2361 | 1968
HH ! 12 10 6 11 14 10 15 34 9 11 14 23 146 12,2
1999 | CH i 536 513 § 281 | 314 96 53 55 84 201 233 267 359 2070 | 2475
HH 13 18 15 12 10 5 3 6 ii 17 13 22 145 12,1
2000 [ CH{ 339 190 | 397 | 271 158 201 35 113 31 134 318 271 2458 | 204.8
HH | 20 13 17 15 10 9 2 5 5 8 14 15 134 11,2
2000 | cH | 398 217 | 308 | - 205 o1 42 s2 7 228 264 ns 208 2232 136
HE b a2 9 12 s 9 4 4 2 8 14 12 12 107 8,9
2002 | CH | 315 162 | 289 | 101 44 105 6 35 i0 160 445 293 1966 | 163,8
HH i 14 11 14 o 3 8 i 3 1 10 13 18 105 8,8
2003 [cH | 3952 | 5475 | 150 | 1971 | 503 | 1158 | 47,1 | 41,6 | 110,L { 171,7 | 2634 | 680 ) 2765,8 | 2308
tHH | 17 19 16 12 8 6 4 4 5 11 15 26 143 11,9
Jumiah | CH | 44372 | 31545 | 2735 | 23081 | 11393 | s102,8 | 794,1 | 589,6 | 998,35 | I6B47 | 26344 | 3206
HH 180 145 | 144 128 92 90 59 &8 63 107 123 192
Rerata | CH | 441,72 | 31545 | 274 | 230,81 | 113,93 | 110,26 | 79,41 | 68,96 | 99,81 | 166,47 | 26344 | 320,60
HH 18 14,5 | 14,4 12,8 9,2 g 5,9 6,8 6,3 10,7 13,3 19,2

Sumber : Stasiun Meteorofogi Syamsudin Noor Banjarbaru, 2003
Keterangan CC : Curah Hujan (mm)
HH : Hari Hujan (Hari)

Analisa Klasifikasi Iklim Wilayah Kota Banjarbaru dan Sekitarnya
B Klasifikasi Iklim menurut Schmidt - Ferguson dan Mohr

Klasifikasi iklim menurut Schmidt — Ferguson dan Mohr mengklasifikasikan iklim
berdasarkan curah hujan bulanan yang dipisahkan dengan Bulan Basah {BB) dan Bulan
Kering {BK). Berdasarkan peneiitian tanah, Mohr membagi derajat bulan kelembaban
menjadi 3 (tiga) derajat kelembaban sepanjang tahun yaitu :
1. Jika curah hujan dalam satu builan lebih dari 100 mm, maka bulan int dinamakan

bulan basah, jumlah curah hujan ini melampaui penguapan.
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2. lJika curah hujan dalam satu bulan kurang dari 60 mm, maka bulan ini dinamakan
bulan kering, penguapan banyak berasal dari air dalam tanah dari pada jumlah curah
hujan.

3. Jika curah hujan dalam satu bulan antara 60 mm sampai 100 mun, maka bulan
tersebut dinamakan bulan lembab, dimana curah hujan den penguapan kurang lebih
seimbang.

Tentu saja macam tanah sangat memegang peranan perting namun dengan
harga batas pada kriteria diatas sudah cukup representatif bagi segala macam tanah.
Metode Mohr ini dapat digofongkan menjadi beberapa yaitu pada tabel dibawah ini
Tabel 4.2. Zona Iklim Berdasarkan Klasifikasi Mohr

Golongan BU‘a(ri\Bgisah Bu!azlalé?ring
La 12 0
Lb 7 - 11 0
I 4 - 11 1 -2
Il 4 - 9 2.4
v | 4 - 7 4 -6
v 4-5 6 - 7

Sumber : Lakitan {(1997)

Schmidt — Ferguson menerima teori Mohr dalam menentukan bulan basafh dan
bulan kering, tetapi cara perhitungannya berbeda. Mereka menghitung jumiah bulan
Kering dan bulan basah dari tiap-tiap tahun kemudian baru diambil rata-ratanya. Untuk
menentukan jenis iklimnya Schmidt - Ferguson menggunakan harga Quotient (Q) yang
didefinisikan sebagai berikut :

Q= Jumlah rata rata bulan kering (BK)
Jumiah rata rata bulan basah (B8)

Tiap tahun pengamatan, dihitung jumlah bulan basah dan bulan kering, kemudian
baru dijumlahkan dan dirata-ratakan selam periode pengamatan. Dari Q yang ditentukan
maka iklim digolongkan dalam ikiim A sampai Ikiim H.

Tabel 4.3. Zona iklim Berdasarkan Kiasifikasi Schmidt - Ferguson

Zona | Bulan Kering (BK) Nilai G Kondisi Iklim
A <15 < 0,14 Sangat Basah {very wet)
B 1,5-3,0 0,14 - 0,33 Basah {wet)
C 3,0 -~ 4,5 0,33 - 0,60 ‘Agak Basah (fairly wet)
D 4,5 ~6,0 0,60 - 1,00 Sedang {fair)
E 60-75 1,00 - 1,67 Agak Kering (fairly dry)
F 7,5-90 1,67 - 3,00 Kering (dry)
G 9,0 - 10,5 3,00 - 7,00 Sangat Kering (very dry)

; Luar Biasa Kering:

H > 10,5 > 7,00 {oxtremely dmg

Sumber : Lakitan (1997}




Tabel 4.4. Perhitungan Klasifikasi Iklim Kota Banjarbary dan sekitarnya menurut Schmidt - Ferguson

<ah Curah Hujan (mm) Bulan
anun
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des B8 BL BK
1 2 3 4 5 ] 7 8 9 10 11 12
1994 575 450 | 427 199 96 126 88 21 91 171 153§ 133 8 3 1
1995 552 224 1 305 207 180 157 111 70 110 198 415 | 314 11 1 0
1596 533 344 | 427 218 139 85 106 89 95 212 195 | 326 9 3 o
1997 462 287 97 436 121 112 g 55 3} 7 82 | 289 & 2 4
1998 312 222 56 160 164 102 285 174 119 134 300 | 333 11 0 1
1999 536 511 281 314 a6 53 55 84 201 233 247 | 359 8 2 2
2000 339 190 397 271 158 201 35 113 3 134 318} 271 10 0 2
200 ¢ 398 217 305 205 91 42 52 7 228 264 215 208 B 1 3
2002 315 162 § 289 101 A4 105 6 35 106 160 4456 | 253 [ 8 4
2003 3952 | 547,5 | 1%0 | 1971 ] 50,3 ) 1158 | 47,1 | 41,6 | 1102 | 1717 2634} 68D 9 0 3
Jumliah 88 12 20
Rata-Rata 38 | 1.2 2

Sumber : Olahan Data Sekunder, 2005

Berdasarkan perhitungan dengan metode Schmidt — Ferguson, sesual Tabel 4.4.
didapatkan bulan basah (BB) rata rata selama beberapa tahun (10 tahun) sebesar 8,8
dan bulan kering (BK) rata rata selama beberapa tahun (10 tahun) sebesar 2, sehingga
didapatkan harga Quotient (Q) sebesar 0,2273. Berdasarkan Table 4.3. diatas, maka
Kota Banjarbaru dan sekitarnya menurut Schmidt-Ferguson mempunyai klasifikasi Iklim
B, yaitu beriklim basah (wet).

Menurut perhitungan dengan metode Mohr, sesuai Table 4.4. didapatkan bLi!an
basah (BB) rata rata selama beberapa tahun (10 tahun) sebesar 8,8 ~_9 dan bulan
kering (BK) rata rata selama beberapa tahun (10 tahun) sebesar 2, sehingga
berdasarkan Table 4.2. diatas, maka Kota Banjarbaru dan sekitarnya menurut Mohr
mempunyai klasifikasi Iklim Golongan I1I, yang berarti wilayah tersebut mempunyai
intensitas curah hujan yang relatif tinggi. Hal ini didasarkan atas jumlah bulan basah
yang jauh lebih banyak dibandingkan bulan kering (9 : 2}.

c. Kondisi Alam lainnya.

Rata-rata tekanan udara di Kecamatan Cempaka tahun 2003 berkisar antara
1008,2 milibar sampai dengan 1012,1 milibar, sedangkan rata-rata kecepatan angin
sekitar 14,7 knots dengan kecepatan angin maksimum tertinggi yaitu pada bulan
Pebruari, April dan Nopember (20,0 knots). '

wilayah Kecamatan Cempaka bérada pada ketinggian 0-500 m dari permukaan
laut, dengan ketinggian 0-7 m (33,49 %), 7-25 m (48,46 %), 25-100 m (15,15 %), 100-
250 m (2,55 %) dan 250-500 m (0,35 m). Jenis tanah terbentuk dari faktor-faktor

pembentuk tanah antara lain :
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batuan induk, iklim, topografi, vegetasi dan waktu. Tiap jenis tanah mempunyai karakteristik
tertentu yang membedakan antara satu dengan yang membedakan antara satu dengan
yang lainnya. Karakteristik tanah tersebut misalnya berkaitan tingkat kepekaannya terhadap
erosi, kesuburan tanah, tekstur tanah dan konsistensi tanah. Wilayah Banjarbaru terdapat 3
(tiga) kelompok jenis tanah yaitu Podsolik (63,82%), Lathosol (6,36%), dan Organosol
(29,82%).

4.1.3. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kecamatan Cempaka adalah 23.627 jiwa, terdiri dari 11,981
laki-laki dan 11.646 perempuan, dengan jumlah rumah tangga 5.468 KK (BPS
Banjarbaru, 2003). Mata pencaharian masyarakat Cempaka pada umumnya bercocok
tanam, tetapi dengan perkembangan yang ada, banyak bergeser ke sektor lainnya,
misalnya pendutang intan.
1. Kependudukan

Berdasarkan Buku Kecamatan Dalam Angka tahun 2003, keadaan penduduk
kelurahan-kelurahan di Kecamatan Cempaka adalah sebagai berikut :
Tabel 4.5. Jumiah Penduduk Kecamatan. Cempaka Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin
No Kelurahan Caki-Laki Perempuan Jumiah
1. | Palam 1.335 1.320 2.665
2. | Bangkatl 1.705 1.794 3.499
3 | Sungai Tiung 3.627 3.496 7.123
4. | Cempaka 5.314 5.036 10.350
Jumiah 11.981 11.646 23.627

Sumber : Kecamatan Cempaka Dalam Angka, 2004

2. Kehidupan Ekonomi
« Kelurahan Cempaka

Di Kelurahan Cempaka tidak terdapat sistem irigasi, sungai yang ada di kelurahan
ini lebarnya hanya antara 3 sampai 5 meter saja dan aimya dangkal. Bagi masyarakat
disana, sungai memiliki peranan yang sangat vital di dalam kehidupan sehari-hari. Sungai
- dipergunakan sebagai jamban, keperiuan air minum, mandi dan mencuci, walaupun dalam
hal ini kebanyakan masyarakat menggunakan air dari sumur untuk mencuci.

Sejak dahulu mendulang intan merupakan pekerjaan utama penduduk di Kefurahan
Cempaka sampai sekarang, meskipun hasilnya tidak dapat diandalkan lagi sebagai
penunjang hidup dengan layak. Namun tetap menjadi harapan untuk mencukupi kebutuhan
hidup, di antara mereka ada yang bekerja sebagat petani, berkebun dan berdagang. '

Berdasarkan pengamatan, di Kelurahan Cempaka ada kira-kira 5.029 orang
pendulang intan, baik taki-laki maupun perempuan, juga diantaranya ada anak-anak
yang membantu orang tuanya. Pendulang intan tersebut berasal dari warga Kelurahan
Cempaka yang sudah merupakan kegiatan turun temurun, dan menjadi mata
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pencaharian yang diandalkan sebagian masyarakat. Ironisnya pertanian dan perkebunan
yang masih produktif dijadikan masyarakat sebagai tempat pendulangan intan. Menurut
perkiraan dan petunjuk orang pintar di tempat tersebut ada tersimpan intan.

= Kelurahan Sungai Tiung

Sejak generasi pertama, mendulang intan merupakan pekerjaan utama hampir
seluruh penduduk sampai sekarang, meskipun hasiinya tidak dapat untuk hidup layak.
Namun tetap menjadi harapan untuk mencukupi kebutuhan hidup, selain itu ada yang
mengambil pasir urug, bertani, berkebun dan berdagang.

Berdasarkan- hasil pengamatan, diperkirakan diseluruh Kelurahan Sungai Tiung
sekitar 1.113, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai pendulang intan, juga
diantaranya ada anak-anak yang membantu orang tuanya. Kegiatan mendulang bagi
masyarakat Kelurahan Sungal Tiung merupakan kegiatan ekonomi turun temurun, lahan
pendulangan tersebut sudah berulangkali digarap masyarakat, oleh karena itu, kegiatan
mendulang dijadikan mata pencaharian utama masyarakat, walaupun ada juga yang
bekerja sebagai penjual pasir urug, emas dan batu koral yang merupakan hasil produk
samping dari pengambilan/pendulangan intan tersebut.
= Kelurahan Bangkal

Di kelurahan ini terdapat tidak kurang dari 1.210 jiwa yang bekerja sebagai
pendulang intan, baik laki-laki maupun perempuan, juga diantaranya ada anak-anak
yang membantu orang tuanya. Sebagian ada yang mendulang intan ke daerah lain/desa
fain guna mencukupi kebutuhan hidup. Penduduk Kelurahan Bangkal sebagian besar juga
sebagai petani, ada juga yang bekerja di kebun dan berdagang serta memelihara ikan
dengan sistem keramba.

Kegiatan bertani dan mendulang intan bagi masyarakat Kelurahan Bangkal
merupakan kegiatan ekonomi turun temurun. Pekerjaan' tersebut merupakan mata
pencaharian utama bagi masyarakat Bangkal, dan tentunya kedua jenis pekerjaan tersebut
membutuhkan lahan. Lahan pertanian dan perkebunan akan menjadi masalah apabila
dijadikan areal pendulangan. '

« Kelurahan Palam

Bidang pertanian merupakan mata pencaharian utama bagi masyarakat
Kelurahan Palam. Untuk mencukupi kebutuhan hidup, masyarakat Patam juga ada yang
melakukan kegiatan mendulang intan, kegiatan lain adalah berkebun dan berdagang.

Berdasarkan pengamatan, diperkirakan 457 orang yang melakukan kegiatan
pendulangan intan, baik faki-iaki maupun perempuan, juga diantaranya ada anak-anak
yang membantu orang tuanya. Pendulang tersebut umumnya berasal dari warga
Kelurahan Palam itu sendiri. Kegiatan mendulang bagi masyarakat merupakan kegiatan

secara turun temurun sejak tahun 1950an.
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Lahan pendulangan intan sudah berulang kali digarap masyarakat, karena
kegiatan mendulang intan dianggap pekerjaan yang dapat menghasilkan pendapatan
yang lumayan besar. Lahan pertanian dan perkebunan dianggap tidak menjadi masalah
bila dijadikan areal penduiangan intan yang berada di sebelah kanan areal desa.

3. Pendidikan
Penyebaran penduduk Kecamatan Cempaka berdasarkan tingkat pendidikan

adalah sebagai berikut:
Tabel 4.6. Penyebaran Jumlah Penduduk Kecamatan Cempaka Berdasarkan Tingkat Pendidikan

. Daerah Sampei
Kategori A Jumlah
Cempaka |Sungai Tiung] Bangkal Patam
Belum Usia Sekolah 259 i87 98 67 611 2,59%
Tidak Tamat SD 4.117 3.214 1892 971 | 10.194] 43,15%
Tamat SD/Sederajat 3.587 3.093 1.006 546 8.232 | 34,84%
Tamat SMP/Sederajat 1.296 407 223 724 2.650 | 11,22%
Tamat SMA/Sederajat 1040 197 227 336 1.800 7,62%
Sarjana Muda/D3 30 21 37 3 91 0,39%
Sarjana/S1 21 4 16 8 49 0,21%
Jurnlah 10.350 7.123 3.499 2.655 | 23.627 | 100,00%

Sumber : Kecamatan Cempaka Dalam Angka, 2004

» Kelurahan Cempaka

Jenis dan fasilitas sekolah yang ada di Kelurahan Cempaka adalah berupa; 2 buah
Taman Kanak-kanak, 8 buah SD Negeri, 1 buah SMP Negeri, 1 buah SMP Swasta dan 2
buah SMU. Anak-anak yang duduk di bangku Sekolah Dasar pada umumnya belajar pula
di Madrasah Ibtidaiyah, namun anak-anak yang duduk dibangku Madrasah Ibtidaiyah
hanya sebagian kecil saja yang belajar di Sekolah Dasar.
« Kelurahan Sungai Tiung

Jenis dan fasilitas sekolah yang ada di Kelurahan Sungai Tiung adatah berupa; 1
buah Taman Kanak-kanak, 4 buah SD Negeri, 1 buah SMP Negeri, 1 buah SMP Swasta.
Anak-anak yang dudt_Jk Sekolah Dasar pada umumnaya belajar pula di Madrasah
Ibtidaiyah, tetapi yang duduk di Madrasah Ibtidaiyah hanya sebagian kecil saja yang
belajar di Sekolah Dasar.
= Kelurahan Bangkal

lenis dan fasilitas sekolah yang ada ldi Kelurahan Cempaka adalah : 1 buah
Taman Kanak-kanak, 4 buah SD Negeri, dan 1 buah SMP Negeri serta 1 buah SMP
Swasta. Anak-anak yang telah duduk di bangku SD pada umumnya belajar pula di
Madrasah Ibtidaiyah, tetapi yang duduk dibangku Madrasah Ibtidaiyah hanya sebagian
kecil yang belajar pula di Sekolah Dasar.
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= Kelurahan Palam

Jenis dan fasilitas pendidikan yang ada di Kelurahan adalah 1 buah TPA, 6 buah SD
Negeri, dan Madrasah Ibtidayah 2 buah, 1 buah SMP/Sederajad. Anak-anak duduk di bangku
Sekolah Dasar pada umumnya belajar pula di Madrasah Ibtidaiyah, tetapi yang duduk di
bangku Madrasah Ibtidaiyah hanya sebagian kecil yang belajar pula di Sekolah Dasar.

4. Kehidupan Beragama
= Kelurahan Cempaka .

Mayoritas pendudukan Kelurahan Cempaka menganut agam Islam. Di kelurahan
ini terdapat 1 buah mesjid dan 9 buah langgar. Kegiatan keagamaan yang menonjol
adalah pengajian Al-Quran di mesjid yang waktunya setelah selesai shalat maghrib
sampai isya. Di samping itu, ada juga pengajian agama yang diselenggarakan pada
setiap hari Jum’at yang jumlahnya jamaahnya rata-rata sebanyak 100 orang. Pengajian
lebih banyak berisikan tauhid dan figih.

» Kelurahan Sungai Tiung

Seluruh penduduk Kelurahan Sungai Tiung menganut agama Islam. Kegiatan
keagamaan di samping kegiatan rutin seperti shalat berjamaah yang menonjol adalah
pengajian al-Qur'an di mesjid yang waktunya setelah selesai maghrib sampai waktu isya
tiba. Di samping itu, ada juga pengajian agama yang diselenggarakan setiap hati Jum’at
pagi.

« Kelurahan Bangkal

Seluruh penduduk Kelurahan Bangkal menganut agama Islam. Kegiatan
keagamaan merupakan kegiatan rutin seperti shalat berjamaah yang menonjol adalah
pengajian Al-Qur‘an di mesjid yang waktunya setelah selesai maghrib sampai waktu isya
tiba. Di samping itu, ada juga pengajian agama yang disefenggarakan setiap hati pagi
Jum‘at.
= Kelurahan Palam

Seluruh penduduk Kelurahan Palam menganut agama Islam. Di kelurahan ini
terdapat 2 buah mesjid dan 4 buah Mushalla, Kegiatan keagamaan yang menonjo! adalah
pengaiian Yasinan di rumah penduduk yang waktunya setelah selesai waktu shalat isya,
sedangkan bagi perempuan dilaksanakan mulai jam 14 sampai jam 16. Disamping itu
pula, dilaksanakan Maulud habsyi setiap malam Selasa setelah sholat maghrib.
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4.2 Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Kota Banjarbaru

Berdasarkan konsep pembangunan modern, segala kegiatan pembangunan
hendaknya memperhatikan 3 (tiga) aspek penting, yaitu; aspek ekonomi, aspek sosial
dan aspek lingkungan, sehingga pembangunan hanya akan dilakukan bila secara
ekonomis menguntungkan dan secara sosial mampu memberikan manfaat bagi
masyarakat serta aspek lingkungan tidak memberikan dampak yang negatif. Terkait
dengan aspek lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru telah merumuskan pembangunan
kota yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Hal ini tercantum dalam Rencana
Strategis (Renstra) Kota Banjarbaru Tahun 2001 - 2005, yang menyebutkan bahwa
untuk pengembangan kota diterapkan strategi pembangunan berorientasi lingkungan.
Dengan penerapan strategi ini diharapkan pembangunan yang dilaksanakan tersebut
benar-benar menciptakan kesejahteraan masyarakat dan meminimalkan dampak negatif
serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru.

4.2.1 Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup

Pelaksanaan pembangunan di Kota Banjarbaru sekarang ini adalah dalam rangka
pencapaian Visti Kota Banjarbaru, vaitu Ten‘vujudnya Banjarbaru sebagai Kota Empat
Dimensi yang Mandiri dan Terdepan. Keempat Dimensi dimaksud adatah :

a. Banjarbaru sebagai Kota Pendidikan.

b. Banjarbaru sebagai Kota Jasa, Industri, dan Perdagangan.

c. Banjarbaru sebagai Kota Pemukiman.

d. Banjarbaru sebagai Kota Pemerintahan.

Pencapaian Visi Kota Banjarbaru tersebut harus mempertimbangkan faktor daya
dukung tahan dan kelestarian lingkungan hidup. Hal ini menjadi perhatian utama dalam
setiap pengambilan keputusan atas pemberian perizinan suatu kegiatan, sehingga Kota
Banjarbaru melaksanakan misi utama, diantaranya adalah :

1. Peningkatan kemampuan melaiui penyediaan sarana dan prasarana serta kebijakan
yang mampu mendorong dan menumbuh-kembangkan investaris dalam bidang jasa,
perdagangan, dan industri yang ramah lingkungan dangan dilandasi oleh semangat
kerakyatan.

2. Peningkatan kualitas pemukiman yang layak huni, representatif, dan berwawasan
fingkungan. ‘

Sumber daya yang sangat dibutuhkan untuk kelangsungan kehidupan adalah
tanah, air, dan udara yang mulai menunjukkan gejala penurunan kualitas sebagai akibat
semakin meningkatnya kegiatan ekonomi yang mengeksploitasi sumber daya alam yang
berlebihan. Akibat lainnya adalah semakin meningkatnya produk limbah yang
menimbulkan polusi, pencemaran yang pada dasarnya semakin menurunkan Kualitas,
akhirnya berakibat rusaknya lingkungan itu sendiri.
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Oleh sebab itu untuk menjamin keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan,
maka pengelolaan sumber daya alam perlu memperoleh perhatian yang sama dengan
upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tidak lain untuk
menjaga fungsi sumber daya alam tersebut tetap terjaga kelestariannya dan sekaligus
juga dapat memberikan perlindungan terhadap kehidupan manusia.

Pemerintah Kota Banjarbaru telah mengambii kebijaksanaan yang tertuang dalam
Pola Dasar Pembangunan Daerah yang merupakan akselerasi untuk mewujudkan
kesejahteraan fahir dan batin masyarakat baik jangka pendek, menengah serta jangka
panjang. Implementasi pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development)
dengan renentukan arah kebijakan lingkungan hidup meliputi 2 (dua) aspek, yakni;
lingkungan binaan dan lingkungan alami. '
Kebijakan lingkungan dalam aspek lingkungan binaan mencakup :

1. Sektor pendidikan, yaitu yang berkenaan dengan penyediaan fasiiitas pendidikan.

o Sektor kesehatan, adalah yang berkenaan dengan fasilitas kesehatan.

3. Sektor perumahan dan permukiman, yaitu datam kaitan penyediaan sarana dan
prasarana air bersih beserta berbagai fasilitas lainnya (seperti fasilitas pengolahan
limbah rumah tangga), dan fasilitas energi. .

4. Sektor industri, perdagangan dan jasa.

Sedangkan Kebijakan pembangunan lingkungan dalam aspek lingkungan atarmi mencakup :

1. Sumber daya lahan 2. Sumber daya hutan

3. Sumber daya air 4. Sumber daya bahan galian

5. Udara 6. Habitat/keaneka ragaman hayati/flora-fauna

® Aspek Lingkungan Binaan

1. Penyediaan Fasilitas Kesehatan
Pembangunan di bidang kesehatan diarahkan pada peningkatan pada peningkatan
kemampuan hidup sehat bagi seluruh masyarakat sehingga terwujud derajad
kesehatan masyarakat semakin baik dalam upaya peningkatan kualitas SDM. Secara
umum pembangunan kesehatan mencakup 2 (dua) hal, yaitu; pemberantasan
penyakit dan penyediaan lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat dengan
mengantisipasi dampak negatif dari aktivitas industri serta pemeliharaan lingkungan
yang sehat bagi permukiman dan pemerintahan.

2. Sektor Perumahan dan Permukiman
Upaya pemerintah dalam menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat akan
perlunya rumah dan lingkungan yang sehat tetah dilakukan melalui pembangunan

rumah murah dan sehat.
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Sektor Industri, jasa, dan perdagangan

Salah satu kebljakan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam sektor ini adalah

pembangunan berbasis ekonomi dengan mempercepat pengembangan zona industri

dan perdagangan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarbaru.

Adapun strategi pengembangan kegiatan industti diarahkan menjadi :

a. Industri yang akan dikembangkan merupakan industri yang non polutif, khusus
untuk industri yang diperkirakan akan menghasilkan polusi harus memiliki
Instalasi Pengolah Limbah (IPAL)"y;ang memadai sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Jenis industri yang akan dialokasikan berupa industri manufakiur dan pengolahan .

hasil sumber daya alam daerah, seperti rotan, agro industri, dan lainnya.

c. Selain insdustri berteknologi tinggi dan padat modal, juga dikembangkan industri
padat karya yang dapat menyerap sebanyak mungkin potensi tenaga kerja dan
merangsang timbulnya jasa pelayanan. o
Beberapa jenis industri yang diharapkan masuk kawasan industr terdiri dari 3

(tiga) cluster, yaitu: Berbasis Sumber Daya Alam, Berbasis Tenaga Kerja Terampil dan

Terlatih, serta Berbasisi Padat Modal. Adapun sarana dan prasarana yang akan distapkan

adalah pergudangan, pemadam kebakaran, Instalasi penyediaan air bersih, instalasi

pengolah limbah, fasilitas umum, dan depo peti kemas.

=
1.

Aspek Lingkungan Alami

Sumber Daya Lahan

Ketersediaan lahan dengan daya dukung lahan yang baik merupakan syarat mutlak
dalam mendukung pertumbuhan suatu daerah. Kebijakan Pemerintah Kota
Banjarbaru dalam mengurangi dampak negatif dari pembukaan lahan adalah dengan
mewajibkan membuat AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan besarnya dampak yang
akan ditimbulkan. Dengan dibuatnya dokumen tersebut maka diketahui rona awal
lahan yang akan diolah sehingga dapat ditetapkan antisipasi yang tepat.

Sumber Daya Hutan

Gerakan penghijauan kota yang telah dan akan dilakukan adalah dengan menjaga
lingkungan tetap asri dan rindang mencakup pula arela tahan kritis.

Sumber Daya Air

Sumber air tanah maupun air permukaan tidak mengenat batas administratif dan
menyangkut hajad hidup orang banyak, sehingga pengelolaan sumber daya air
dilakukan secara terpadu. Air permukaan (misalnya irigasi), sekarang ini
dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Banjarbaru, Kota Martapura (Kabupaten Banjar)
serta Kota Banjarnasin, yang sumber airnya berasal dari Waduk Riam Kanan
(Kabupaten Banjar). Demikian juga sumur bor yang ada di wilayah Banjarbaru,
mempunyal aquifer yang sumber airnya dari pegunungan atau dataran tinggi

sekitarnya.
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Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru adalah dengan
merehabilitasi beberapa sungai yang dapat berfungsi optimal untuk berbagai keperiuan.
Dalam rangka penghematan pemakaian air, maka terhadap perizinan pengambilan air
dikenakan batas debit maksimum pengambilan. Sedangkan terhadap suraur bor yang
telah terindikasi intrusi air laut, segera diadakan penutupan.

Dalam pengambilan air bawah tanah harus dibawah ketinggian tertentu agar
tidak terganggu suplai air bagi berbagai keperluan di permukaannya. Untuk menciptakan
lingkungan yang sehat dan sekaligus menjaga ketersediaan cadangan sumber air
Pemerintah Kota Banjarbaru telah melakukan usaha reboisasi dan penghijauan. '

4. Sumber Daya Bahan Galian
Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Banjarbaru adalah menjadikan
wilayah pertambangan intan sebagai lokasi obyek wisata, memperkeci! wilayah
pertambangan bahan galian golongan C dan merekiamasi lahan sesuai daya dukung
lahan. Orientasi Pemerintah Kota saat ini adalah penciptaan ‘flingkungan yang
kondunsif melalui penyediaan lahan yang baik, bukan menjadikan pertambangan
sebagai target PAD yang cenderung kepada eksploitasi lahan secara besar-besaran.

4.2.2 Kebijakan Tata Ruang
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Tata Ruang menyebutkan bahwa
penataan ruang terdiri dari :

= Arahan rencana pengelolaan kawasan lindung.

= Arahan rencana pengelolaan kawasan budi daya.

= Arahan pengembangan kegiatan sektor produksi dan jasa.

« Arahan rencana pengembangan sistem perumahan yang terdiri dart perumahan
perkotaan dan perumahan perdesaan. '

« Arahan pengembangan infrastruktur yang terdiri dari jaringan sistem trasportasi,
listrik, air bersih dan telekomunikasi.

= Arahan pengembangan kawasan tertentu dan kawasan prioritas.

Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Kota Banjarbaru ditetapkan berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2001 tentang Rencana Umum tata Ruang Kota
(RUTRK) Banjarbaru Tahun 2000 - 2010. RUTRK Banjarbaru pada dasarnya merupakan
upaya pengaturan struktur ruang dan struktur jaringan utama kota dengan tujuan untuk
mewujudkan keseimbangan dan keserasian antar komponen utama kegiatan kota serta
peruntukan lahan di dalam wilayah Kota Banjarbaru. '

Pola struktur ruang Kota Banjarbaru di masa yang akan -datang disusun
berdasarkan kajian struktur tata ruang regional dan struktur tata ruang Kota Banjarbaru
dibagi atas 3 (tiga) Bagian Wilayah Kota (BWK), yaitu : .
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L. BWK Banjarbaru, meliputi seluruh wilayah Kecamatan Banjarbaru, fungsinya
sebagai pusat :

- Permukiman - Pendidikan (Perguruan Tinggi/Universitas
Lambung Mangkurat)

- Perdagangan dan Jasa - Spesifik/Budaya

-Industri - Transpertasi

- Pemerintahan dan Perkantoran - Pariwisata

- Kawasan Budidaya - Perikanan (Mina Padi)

II. BWK Landasan Ulin, meliputi seluruh wilayah Kecamatan Landasan Ulin, fungsinya
sebagai pusat :

- Permukiman ~ Industri

- Perdagangan dan Jasa - Transportasi (Bandara Syamsudin Noor)
- Pendidikawn - Pertambangan

-Kawasan Khusus Militer - Pertanian

III. BWK Cempaka, meliputi seluruh wilayah Kecamatan Cempaka, fungsinya sebagai

pusat :

- Perrnukiman - Pariwisata

- Perdagangan dan Jasa - Pertambangan

- Pendidikan - Pertanian
-Transportasi - Perikanan (Keramba)

Berdasarkan pembagian BWK dalam Perda Nomor 05 Tahun 2001 tentang Rencana
Umum Tata Ruang Kota {(RUTRK) Banjarbaru Tahun 2000 - 2010, maka pemanfaatan
ruang Kecamatan Cempaka sebagai area penambangan memang sesuai dengan
peruntukan Tata Ruang Kota Banjarbaru.

Secara umum penataan ruang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 05
Tahun 2001 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Banjarbaru Tahun 2000 -
2010 adalah sebagai berikut : '

1. Rencana Pemantapan Kawasan Lindung

Rencana pemantapan kawasan lindung dimaksudkan untuk menjaga
keseimbangan fungsi ekosistem dan mewujudkan pembangunan perkotaan yang
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Sehingga terjadi keseimbangan antara
pengembangan fisik dan ekonomi di satu sisi dengan pengembangan ekologi di sist fain.

Untuk kawasan hutan kota yang secara administratif milik Kabupaten Banjar,
berupa hutan pinus. Dalam pengelolaan hutan pinus ini Pemerintah Kota Banjarbaru
mengharapkan Pemerintah Kabupaten Banjar agar tetap mempertahankan keberadaan
hutan pinus tersebut, karena dapat berfungsi sebagai paru-part kota dan menambah
kesan keindahan dan estetika kota. Selain itu dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan

rekreasi tanpa mengganggu fungsi utama kawasan.
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2. Rencana Pengembangan Perumahan
Rencana pengembangan perumahan merupakan upaya pemenuhan kebutuhan
dasar penduduk selain pangan dan sandang. Perkiraan jumlah bangunan dan luas kapling

rumah mengacu pada Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor

04/KPTS/BKPAN/1995 (tentang ketentuan lebih lanjut Keputusan Bersama Mendagri,
Men PU dan Menpera Nomor 648-384 Tahun 1992, Nomeor 739/KPTS/1992 dan Nomor
09/KPTS/1992 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan dan Permukiman dengan
Lingkungan Hunian yang Berimbang).

Pengembangan perumahan diarahkan pada BWK Landasan Ulin dan BWK
Cempaka, namun untuk menunjang pengembangan wilayah kota ke arah selatan, maka
prioritas pengembangan di arahkan pada BWK Cempaka. Hal ini dengan pertimbangan
bahwa BWK Cempaka mempunyai ketersediaan lahan yang relatif luas, tingkat kesuburan
lahan yang rendah serta untuk membuka akses pengembangan ke arah wilayah tersebut.
3. Kawasan Pertanian

Secara umum Kegiatan pertanian akan meliputi pertanian lahan basah, pertanian
lahan kering, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Walaupun sifat kegiatan dari
kawasan pertanian merupakan kegiatan non perkotaan, namun mengingat daya dukung
lahan yang menunjang (khususnya wilayah utara BWK Landasan Ulin dan sebagian
wilayah selatan BWK Cempaka) serta sebagian besar masyarakat di kawasan tersebut
pola dan mata pencahariannya masih bersifat agraris, maka keberadaan kawasan ini
tetap dipertahankan sebagai cadangan pengembangan kota.

a. Pertanian lahan basah

Pertanian Jahan basah merupakan areal persawahan sebagaimana yang

berkembang saat ini, khususnya di wilayah BWK Landasan Ulin (wilayah tengah

dan wilayah barat) '
b. Pertanian lahan kering

Pertanian lahan kering diarahkan pada wilayah selatan kota, yaitu pada BWK

Cempaka yang berupa areal perladangan dan kebun pekarangan. Kawasan ini

merupakan alternatif pertama penggunaan Jahan cadangan pertanian untuk

pengembangan kota. Seiain itu diarahkan pula pengembangan usaha pertanian
berorientasi pada kebutuhan sekunder masyarakat kota.
c. Perikanan |

Kegiatan perikanan pengembangannya diarahkan pada wilayah Kota Banjarbaru

meliputi perikanan mina padi, jala apung, dan keramba yang saat ini banyak

dilakukan masyarakat Kecamatan Cempaka. Pengembangan sub sektor perikanan

di wilayah Kota Banjarbaru untuk masa yang akan datang, selain pertkanan mina

padi, jala apung, dan keramba, akan.diarahkan pada- usaha perikanan yang

berorientasi pada kebutuhan sekunder masyarakat kota.
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4. Kawasan Industri

Kegiatan industri yang relatif berkembang di Kota Banjarbaru diharapkan dapat
berperan sebagai motor penggerak perekonomian kota. Pengembangan industri
direncanakan berupa lahan peruntukan industri besar, menengah dan industri kecil.
Pengembangan industri perlu diarahkan ke dalam sebuah kawasan industri yang
mempunyai fuas wilayah tertentu dan dikelola oleh badan tersendiri dan mengoptimalkan
lokasi yang ada menjadi kawasan industri atau mengembangkan kawasan industri di dekat
LIK. Selain itu diharapkan dapat menarik pengembang kegiatan industri sepanjang jalan
utama Kalimantan Selatan, yaitu JI. A. Yani ke arah koridor Liang Anggang — Bati-Bati.
5. Kawasan Perdagangan

Rencana pengembangan fasilitas perdagangan di Kota Banjarbaru meliputi pusat
perbelanjaan kota, pasar, pertokoan lingkungan, perkantoran swasta dan bank,
pertokoan dan jasa, hotel, toko, kios, serta restoran.
6. Kawasan Pendidikan

Rencana penyediaan fasilitas pendidikan secara merata di Kota Banjarbaru baik
jenis maupun jumlahnya sangat penting. Hal ini berkaitan dengan upaya peningkatan
kualitas hidup dan mencerdaskan masyarakat. Untuk itu pada pengembangan kota
selanjutnya akan dilakukan distribusi fasilitas di setiap BWK.
7. Kawasan Pertambangan

Aktivitas pertambangan utama yang dilakukan di Banjarbaru adafah pertambangan
bahan galian golongan C dan pertambangan intan. Pertambangan ini dilakukan berpuluh-
puluh tahun yang lalu. Pemanfaatan kegiatan pertambangan dipusatkan pada lokasi-lokasi
yang telah ditetapkan, khususnya pada BWK Cempaka dan BWK Landasan Ulin.
Berdasarkan dat dari Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru sampai
tahun 2003, luas areal pertambangan yang berhasil diinventarisir seluas 2.674 Ha.

4.2.3 Kegiatan dan Aktivitas yang Menimbulkan Tekanan

Kegiatan dan aktivitas manusia pada dasarnya menimbulkan tekanan pada
lingkungan. Senada dengan hal itu, berbagai kegiatan di Kota Banjarbaru yang
menimbulkan tekanan pada lingkungan adalah perindustrian, perdagangan,
pertambangan, transportasi, dan aktivitas domestik.
1. Tekanan Akibat Kegiatan Industri

Sektor industri menghasilkan limbah dengan karakteristik limbah yang bervariasi
tergantung dari jenis kegiatan industrinya. Keadaan industri Kota Banjarbaru Tahun 2003
adalah sebanyak 199 buah unit usaha industri kecil formal dan 294 buah unit usaha
industri kecil non formal. Jumlah penyerapan tenaga kerja, investasi, nilai produksi dan
nilai bahan baku sama seperti unit usaha yang mengalami kenaikan jika dibanding tahun
2002, berati kegiatan industri mengalami kenaikan.
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2. Tekanan Akibat Kegiatan Pertambangan

Aktivitas pertambangan utama di wilayah administrast Banjarbaru adalah
pertambangan bahan galian golongan C atau tanah urug dan pertambangan intan.
Pertambangan ini dilakukan sudah berpuluh-puluht tahun yang lalu, terutama terkait
dengan perkembangan Kota Banjarmasin. Semakin gencar pembangunan di
Banjarmasin, semakin besar pula permintaan akan kebutuhan material dan bahan untuk
kegiatan pembangunan itu. Kondisi alam Kota Banjarmasin yang sebagian besar rawa,
maka diperiukan pengurugan yang memeriukan volume tanah urug yang besar.

Untuk kegiatan pengurugan ini tanah urug yang biasa dipakai dan diambil pada
wilayah Banjarbars adalah bahan galian golongan C jenis laterit, clay, dan kwarsa.
Semua bahan galian tersebut yang digunakan untuk pengurugan saja sehingga nilai
ekonomisnya rendah, padahal bahan galian terutama jenis clay termasuk bahan galian
untuk industri keramik.

Kalau dibandingkan dengan kerusakan lingkungan yang terjadi sangat tidak
sepadan. Penambangan tersebut meninggalkan lubang-lubang bekas galian,
pendangkalan sungai, kekeruhan pada sungai, dan hilangnya beberapa spesies biota.
Tidak sampai itu saja, akibat lanjutannya adalah berkembang-biaknya nyamuk dan banjir
sebagai akibat menurunnya muka tanah dan hilangnya pohon serta semak-semak yang
berfungsi sebagai penahan air yang terkupas saat kegiatan_ penambangan. |

Demikian pula penambangan intan yang juga menimbulkan beban lingkungan,
walaupun telah memperkenalkan Kalimantan Selatan, khususnya Kota Martapura ke
manca negara dengan “Intan Tri Saktt”, yang terakhir juga dikenal dengan “Intan Galuh
Nursehan”. Kegiatan pertambangan ini menghasilkan rupiah yang sangat besar, tetapi
kontribusinya terhadap PAD dan perbaikan lingkungan hampir tidak ada.

Pada mulanya masyarakat tidak begitu peduli terhadép masalah lingkungan yang
ditimbulkan. Seiring dengan bertambahnya jumiah penambang, meningkatnya teknologi
penambadgan, pertambahan penduduk, dan semakin banyaknya lahan yang rusak, serta
berkembangnya isu lingkungan global, maka masalah lingkungan yang ditimbulkan
menjadi masalah yang krusial. )

Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pertambangan intan ini adalah
berupa lubang-lubang bekas gaifian, pendangkalan sungai, kekeruhan pada air sungai,
dan nyamuk yang disebabkan oleh genangan pada lubang tersebut serta hilangnya
beberapa spesies tanaman.
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4.3 Kondisi Pertambangan Intan Rakyat pada Wilayah Studi

Tambang rakyat adalah tambang yang secara turun-temurun dikerjakan oleh
masyarakat atau penduduk setempat baik secara perorangan maupun kelompok dengan
manajemen secara tradisional. Kegiatan penambangan rakyat telah lama dilakukan oleh
sebagian masyarakat di Indonesia, termasuk juga penambangan intan rakyat di
Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru.

Dengan kemajuan teknologi dan adopsi ilmu pengetahuan, pertambangan intan
rakyat sekarang ini sudah dile.ngkapi dengan peratatan mekanisasi dan jumlah
penambang jauh lebih banyak lagi, apalagi dilakukan tanpa mengindahkan kelestarian
lingkungan. Sehingga keberadaanya diduga dapat mencemari lingkungan sekitar
terutama perairan sungai. -

Adapun jumlah penambang yang melakukan penambangan intan di wilayah
Kecamatan Cempaka dengan menggunakan mesin sedot (dumping), ada sekitar 500-an
kelompok penambang intan yang ditekuni oleh lebih kurang 7.800 orang, setiap
kelompok terdiri dari 10 — 15 orang. Sebagian kecil, kegiatan penambangan intan rakyat
ini, juga dilakukan secara perseorangan oleh masyarakat Kecamatan Cempaka.

4.3.1. Kondisi Penambangan Intan Rakyat di Kecamatan Cempaka

Berbagai sistem dan cara dalam kegiatan penambangan tergantung dari jenis minerat
yang ditambang serta kedalaman bahan yang akan ditambang. Secara umum penambangan
dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti tambang semprot, tambang mekanik, tambang
terbuka (open pif). Wilayah administrasi Kota Banjarbaru sebagai salah satu kofta yang
mempunyai daerah penambangan yang cukup banyak, terutama tambang rakyat.

A. Sistem Penambangan Intan Rakyat di Kecamatan Cempaka

Umumnya, aktivitas masyarakat penambang intan rékyat di daerah Kecamatan

Cempaka -dilakukan dengan cara semprot. Mulanya dengan menggali tanah yang cukup

luas serta membuat terowongan/lubang yang cukup dalam dengan menggunakan

peralatan modern, seperti pemakaian mesin dumping berkekuatan rata-rata 16 - 20 PK
untuk menyemprotkan (menembak) air ke tanah yang akan digali. Tahapan-tahapan
dalam kegiatan penambangan rakyat di Banjarbaru yang sering dilakukan adalah :

a. Pembuatan lubang, yaitu dengan penggalian tanah pada kedalaman tertentu {sampai
lapisan pasir). Pembuatan lubang ini biasanya dilakukan di dekat sungai agar
pengambilan air untuk penyemprotan tidak terlalu jauh.

b. Air dari sungai disedot atau diambil kemudian disemprotkan kembali kedinding tanah di
dalam lubang galian sampai hancur dan tercampur dengan air.

c. Campuran air dan tanah dihisap ke atas dengan menggunakan suatu alat. Campuran

tanah dan air dibuang ke sungai melewati jalur pembuangan.
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Dari tahapan-tahapan di atas, bahwa bahan buangan vang dibuang ke lingkungan
perairan (sungai) dapat meyebabkan pencemaran perairan. Kondisi demikian
berimplikast terhadap hancurnya permukaan tanah serta membuat lumpur ataupun pasir
yang berada di lahan tambang tersebut hanyut begitu saja dibawa arus sungai.

Jumlah peaambang yang melakukan penambangan intan di wilayah Kecamatan
Cempaka dengan menggunakan mesin sedot (dumping) teréebut sekitar 500 kelompok
penambang intan, setiap kelompok terdiri dari 10 - 15 orang. Tiap kelompok tersebut
memiliki rata-rata 2 (dua) buah mesin sedot. Jadi apabila dihitung dengan jumilah 500
kelompok, maka mesin yang dipergunakan oleh para penambang intan sebanyak 1.000
unit mesin yang dioperasikan dengan kemampuan tenaga mesin 16 - 20 PK, Kekuatan
mesin sedot ini memiliki daya tembak yang cukup kuat, sehingga setiap hari galian
tambang intan dapat digali mencapal lima meter persegi atau lebih. Banyaknya
penambang intan dengan menggunakan mesin yang berkekuatan besar menyebabkan
rusaknya bentang alam serta musnahnya komunitas yang hidup di daerah tersebut. Dan
apabila dilihat secara kasat mata, maka akan tergambar pemandangan yang tidak
menyejukkan dilihat dari kacamata keindahan fisik (estetika) lingkungan.

Gambar (a) Gambar (b)
Gambar (c)

Gambar 4.2. Sistem penambangan intan secara tradisional (Lokasi: Kelurahan Sungai Tiung)
(a) Pembuatan lubang, dengan penggalian tanah pada kedalaman tertentu {sampai lapisan pasir)
{b) Air dari sungai disedot kemudian disemprotkan kembali kedinding tanah dalam lubang galian.
(¢) Campuran air dan tanah dihisap, kemudian dibuang kesungai melewati jalur pembuangan
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B. Keterkaitan Tipe Iklim dengan Potensi Ketersediaan Air

Dalam menentukan klasifikasi iklim, baik Schmidt - Ferguson maupun Oldeman,
menggunakan metode analisa berdasarkan pada efek yang mempengaruhi iklim,
biasanya dengan meninjau kekeringan sebagai dasar klasifikasi iklim. Kondisi kering.atau
basah suatu wilayah umumnya dipakai besarnya curah hujan sebagai indikator.

Dalam daur hidrofogi, air masukan berupa curah hujan akan didistribusikan
melalui beberapa cara, yaitu air lolos (throughfall), aliran batang (stemflow), dan air
hujan Jangsung sampai ke permukaan tanah untuk kemudian terbagi menjadi air larién,
evaporasi dan air infiltrasi. Gabungan evaporasi uap air hasii proses transpirasi dan
intersepsi dinamakan evapotranspirasi. Sedang air larian dan air infiltrasi akan mengalir
ke sungai sebagai debit aliran (discharge).
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Gambar 4.3. Daur hidrotogi (Asdak, 2004)

Air hujan yang dapat mencapat permukaan tanah, sebagian akan masuk
(terserap) ke dalam tanah (infiltration). Sedangkan air hujan yang tidak terserap ke
dalam tanah akan tertampung sementara daltam cekungan-cekungan permukaan tanah
(surface detention) untuk kemudian mengalir di atas permukaan tanah ke tempat yang
lebit rendah (runoff), untuk selanjutnya masuk ke sungai. Air infiltrasi akan tertahan di
dalam tanah oleh gaya kapiler yang selanjutnya akan membentuk kelembaban tanah.
Apabila tingkat kelembaban air tanah telah cukup jenuh maka air hujan yang baru masuk
ke dalam tanah akan bergerak secara lateral (horizontal) untuk selanjutnya pada terhpat
tertentu akan keluar fagi ke permukaan tanah (subsurface flow) dan akhirnya mengalir
ke sungai. Alternatif lainnya, air hujan yang masuk ke dalam tanah tersebut akan
bergerak vertikal ke tanah yang dan menjadi bagian tanah yang lebih dalam dari air
tanah (groundwater). Air tanah tersebut, terutama pada musim kemarau, akan mengalir
pelan-pelan ke sungai, danau atau tempat penampungan air atamiah lainnya {baseflow).
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Tidak semua air infiltrasi (air tanah) mengalir ke sungai atau tampungan air
lainnya, melainkan ada sebagian air infiltrasi vang tetap tinggal dalam lapisan tanah
bagian atas (top soil} untuk kemudian diuapkan kemnbali ke atmosfer melalui permukaan

_ tanah (soil evaporation) dan melalui permukaan tajuk vegetasi (transpiration). Untuk

membedakan proses intersepti hujan dari proses transpicasi, dapat dilihat dari asal air
yang divapkan ke atmosfer.

Apabila air yang diuapkan oleh tajuk berasal dari hujan yang jatuh di atas tajuk
tersebut, maka proses penguapannya disebut intersepsi. Apabila air yang divapkan
berasal dari dalam tanah melalui mekanisme fisiologi tanaman, maka proses
penguapannya disebut transpirasi. Dengan kata lain, intersepsi terjadi selama dan segera
setetah berlangsungnya hujan. Sementara proses transpirasi berlangsung ketika tidak
ada hujan. Gabungan kedua proses penguapan tersehut disebut evapotranspirasi.

Menurut Asdak (2004), komponen-komponen ekosistem Daerah Aliran Sungai di
kebanyakan daerah di Indonesia terdiri atas manusia, vegetasi, tanah, dan sungai.
Daerah aliran sungai biasanya dibagi menjadi daerah hulu, sungai, dan hilir. Daerah
hulu dan hilir mempunyai keterkaitan biofisik melalui daur hidrologi.

Keterkaitan biofisik antara daerah hulu dan hilir suatu DAS dapat ditunjukkan
seperti tersebut pada Gambar dibawah ini :

Reboisasi
(hasil #ir —) ~—n .
(kuszlitas gir +) Cara bereocok tanam burak
/ Perumnputan lebinh
Deforestasi \ (produk ivitas )

Pencbangan untuk kayu bakar {erosi +)

(hasil air +)

Pembuatan jalan

Pembalakan
Penambangan
(erasi +)

(sedimentasi +) 5T irigasi (-}

"~ Kapasitas simpan waduk (=) i o
Listrik tenaga air (%) \\___,.—— Bis. air irigasi

(kualitas air —,
J—‘\‘L

+ Meningkat e —

- Menunun

?  Belum jelas Basil air (+/—
Kualitas air {7}

Gambar 4.4. Hubungan biofisik antara daerah hulu dan hilir suatu DAS (Asdak, 2004)

Hujan yang jatuh di suatu DAS akan mengalami interaksi dengan komponen-
komponen ekosistem DAS tersebist, dan pada gilirannya, akan menghasilkan kefuaran
berupa debit, muatan sedimen dan material {ainnya yang terbawa oleh aliran sungai.
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Gambar 4.5. Fungsi ekosistem DAS

Ketersediaan air sungai yang diguﬁakan oleh penambang intan rakyat di
Kecamatan Cempaka juga erat kaitannya dengan kondisi iklim di wilayah tersebut.
Berdasarkan perhitungan dengan metode Schmidt - Ferguson, didapatkan bulan basah
(BB) rata rata seiama beberapa tahun (10 tahun) sebesar 8,8 dan bulan kering (BK) rata
rata selama beberapa tahun (10 tahun) sebesar 2, maka Kecamatan Cempaka Kota
Banjarbaru mempunyai klasifikasi Iklim B, yaitu beriklim basah (wet). Demikian juga
menurut metode Mohr, didapatkan kiasifikasi iklim Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru
bertipe iklim Gofongan IIL
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Gambar 4.6. Grafik Curah Hujan Rata-Rata {mm) Kota Banjarbaru dan Sekitarnya Tahun 1994 - 2003
Dengan melihat kondisi alam Kecamatan Cempaka, baik kondisi iklim maupun
kondisi geografis, maka ketersedian air sungai yang dimanfaatkan oleh penambang intan
rakyat di Kecamatan Cepaka sepanjang tahun dapat mencukupi untuk memenuhi aktivitas
mereka. Hal ini karena curah hujan yang memadai sepanjang tahun serta kondisi geografis
Kecamatan Cempaka yang mendukung. Bahkan, berdasarkan pengamatan penulis,
sepanjang tshun sungai-sungai di Kecamatan Cempaka aimya selalu ada, walaupun

pendangkalan sungai akibat sedimentasi selalu ada.
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4.3.2. Kondisi Perairan Wilayah Studi

Kondisi eksisting perairan pada daerah pertambangan intan di Kecamatan
Cempaka dapat dilihat dari aspek fisik-kimia serta aspek biologi. Gambaran mengenai
kondist lingkungan akibat kegiatan penambangan tersebut difokuskan pada daerah yang
terkena dampak, yaitu Kelurahan Cempaka, Kelurahan Sungai Tiung, Kelurahan Bangkal,
dan Kelurahan Palam. |

A. Kondisi Perairan pada Aspek Fisik dan Kimia

Sungai (DAS Bangkal) yang berada di dekat iokasi penambangan yang dilalui oleh
limbah penambangan rakyat di Kelurahan Sungai Tiung telah tertutup dengan pasir halus
dan lumpur tanah. Menurut penelitian TKP2LH (Tim Koordinasi Pengendalian Pencemaran
Lingkungan Hidup) tahun 2001, sebelumnya sungai tersebut memiliki kedalaman * 5
meter dan di bagian hulu dari DAS (sungai Batu Kapur di lokasi Gunung Kupang), air relatif
bersih dan dimanfaatkan oleh penduduk ﬁntuk bahan baku air minum, cuci dan mandi
serta kegiatan budidaya perairan. '

Pada DAS Maluka, di bagian hulu (di atas Desa Asahan) air tidak berwarna dan
setelah melalui kegiatan penambangan, air berwarna kekuningan. Kondisi DAS Maiuka
setelah melewati jembatan Banyu Irang, air berwarna kuning pekat sampai jauh dari Sungai
Maluka (jembatan Matuka). Menurut penelitian TKP2LH (2001), sedimentasi pada pertemuan
percabangan sungai kurang lebih 0,5 meter. Di bagian hulu dari DAS Maluka masih
dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan perikanan (pembesaran ikan dalam sangkar).

pada umumnya limpasan cair hasil yang dikeluarkan dari penambangan di lokasi
Limau Nipis dan Pumpung masuk ke dalam Sungai Bangkal dan selanjutnya masuk ke
dalam DAS Maluka. Sedangkan penambangan yang dilakukan di lokasi kanan jatan dari
arah Banjarbaru pada desa yang sama, masuk dan bercanipur dengan air limbah yang
mengalir dari Sungai Bangkal langsung mengalir ke dalam perairan DAS Maluka.

B Analisa Kualitas Air dari Data Sekunder Hasil Pengukuran Laboratorium

Berdasarkan data hasil pengukuran dan analisa laboratorium parameter kualitas air
pada lokasi sekitar penambangan intan rakyat di Kecamatan Cempaka tahun 2000 (tabel
4.5) dan tahun 2003 (tabel 4.6) terjadi penurunan kualitas air. Hal ini mengindikasikan,
bahwa kegiatan penambangan intan rakyat tersebut sebagai penyebab dari penurunan
kualitas air tersebut. Air permukaan yang telah tercemar limbah hasil kegiatan
penambangan, pada umumnya sudah tidak dapat memenuhi lagi persyaratan kualitas air
yang ditetapkan dalam pada PP 82 Tahun 2001 | (Kelas III), karena ada beberapa
parameter kunci yang ditetapkan sebagai pembatasnya. Hal ini dapat dilihat, umumnya
nilai TSS, pH, DO , BODS®, COD, S04, HJS, Fe, dan NH; yang melampaui kadar yang telah
ditetapkan. '
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Tabel 4.7. Data hasil pengukuran dan analisa laboratoriur kualitas air pada tahun 2000

PARAMETER SAT Al | a2 [ A3 | a4 [ a5 ] as
FISIK
Temperatur °C 27,8 | 281 29,0 | 27,3 { 275 28,3
TSS mg/! 2 4200 | 1444 | 106 | 290 35
Kecerahan 5,2 37,3
KIMIA
pH - 7,21 588 | 624 | 671 | 676 | 5,34
Do mo/l 6,40 3,11 | 497 | 543 | 525 | 3,36
BODs™® mg/| X 18,25 X X X X
coD mg/i X 52,01 X X X X
Fe mg/| 0,06 42,56 | 17,92 | 2,42 | 6,64 1,38
SO mg/l 3 2304 672 16 56 9
Minyak& Lemak ug/l 0 o g 0 4] (]
Sumber @ TKP2LH, 2000

Tabel 4.8, Data hasil pengukuran dan analisa laboratorium kualitas air pada Bhun 2003

PARAMETER | SAT | a1 | a2 | A3 A-4 A5 a6 | Bma
FISIK
Temperatur °C 301 29,1 28,9 29,2 29,57 27,17 | peviasi 3
TSS Mo/l 338 5743,8 | 3079,7 709 1203,3 | 1443 <400
54 23,3 17,3 47,7

pH - 6,25 5,24 5,61 5,95 5,53 6,59 6-9

Do Mg/l 5,91 3,08 4,5 5,32 5,75 3,17 >3
BODs*® Mg/t | 18,33 | 21,22 | 19,45 | 20,03 | 17,24 | 18,67 <6
cob Mg/t 41,45 48,37 46,12 45,91 43,72 45,24 <50
Fe Mo/t | 4,137 | 52,623 | 22,632 | 13,123 | 17,64 | 3,831 =)
S04 Mg/l 5 2746 1923 23 76 12 -}
HS Mg/l | 00086 | 0,021 0,02 0,013 0,017 | 0,0026 { =<0,002
Bagi
petikanan,
kandungan

amonia

bebas
NHz Mg/l | 1,539 | 0,208 | 0,313 | 0,009 | 0,747 | 0,765 | untukikan
yang peka

<0,02

mg/L

sebagai

NH3

Minyak& Lemak | Ug/l 0 0 0 o ¢ 0 1000

Sumber @ Perwitasari, 2004

Keterangan :

BMA > Baku Mutu Air pada PP 82 Tahun 2001, Kelas III : air yang

peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air
tawar, petemmakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau
peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama
dengan kegunaan tersebut.
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Titik Pengambilan Sampel di hufu Sungai Bangkal (Dodiklat).

A1 S

A-2 > Titik Pengambilan Sampel di outlet penambangan rakyat (Desa Pumpung).

A-3 > Titik Pengarhbiian Sampel di hilir Sungai Bangkal (Desa Bangkat).

A-4 > Titik Pengambilan Sampe! di hilir Sungat Banyuhirang (Pertemuan Sungai
Bangkal).

A-5 - Titik Pengambilan Sampel di Sungai Banyuhirang (Pertemuan Sungai
Bangkal der}gan Sungai Banyuhirang).

A-6 > Titik Pengambilan Sampel di Sungai Maluka.

Pengertian kualitas air nf:enumt PP Nomor 20 Tahun 1990, adalah sifat air dan
kandungan makhiuk hidup, zat, atau energi, atau komponen lain dalam air. Kualitas air
dinyatakan sebagai parameter I;ualitas air, misainya pH, warna, temperatur, hantaran
listrik, konsentrasi zat kimia, kon$entrasi bakteri, dan sebagairiya.

Menurut Wardoyo (198;), perairan ideal adalah perairan yang mendukung
organisme lainnya dalam menyelesaikan daur hidupnya. Sedangkan menurut Boyd (1982),
kualtitas lingkungan perairan merupakan penunjang kehidupan dan pertumbuhan
organisme air yang lainnya dinyatakan dalam satu kisaran tertentu.

Masuknya bahan pencemar dalam perairan, dapat mempengaruhi kualitas air dan
terkait dengan kapasitas asimilasinya. Apabila kapasitas asimilasinya terlampaui,
selanjutnya dapat mempengaruhi daya dukung, nilai guna, dan fungsi perairan bagi
peruntukan lainnya (Dahuri, 1992). Nilai kisaran parameter yang terukur dari lingkungan
perairan, secara langsung dipengaruhi oleh proses hidrodinamika suatu perairan; misalnya
pasang surut, gerakan air, dan sebagainya.

Dasar penentuan suaty pérairan tercemar, diperlukan kriteria kauntitatif dari suatu
indikator lingkungan, yaitu bakq mutu untuk peruntukan air dan tata guna sumber air
(Sutamihardja, 1978). Untuk rhenjaga kondisi kualitas air, diperlukan baku mutu air.
Dalam PP Nomor 82 Tahun 20(le dinyatakan, baku mutu air adalah ukuran batas atau
kadar makhluk hidup, zat, enefgi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan atau
unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air; sedangkan baku mutu air
limbah adalah pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan
dibuang atau dilepas ke dafam air dari suatu usaha dan atau kegiatan.

Air limbah hasil penarhbangan di Pumpung (A-2) misalnya, kadarnya jauh
melampaui nilai BMA yang dipersyaratkan, terutama parameter DO, TSS, dan Besi (Fe),
sedangkan nilai pH berada diba\)vah kisaran minimum (6 - 9). TSS yang tinggi terdeteksi
sebagai butiran tanah (partikel koloidal) dan pésir halus (partikel tersuspensi) berasal dari
bongkaran tanah yang dilakukah oleh aktivitas penambangan. Untuk parameter Fe yang
tinggi juga berasal dari bongkaran tanah dan keluar tergabung dengan zat padat anorganik
tersebut, sehingga lahan terseﬁut mengandung zat besi yang relatif tinggi. Juga dapat
dilihat, bahwa kadar DO yang rendah pada lokasi tersebut memungkinkan nilai Fe
terlarut dalam jumiah yang relatif tingai.
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a. Suhu (Temperatur)

Suhu perairan di sekitar penambangan intan rakyat memang masih sesuai dengan
vang disyaratkan, vyaitu antara (27,3 - 30,1)°C. Hal ini tidak akan mengganggu
kehidupan ikan dan hewan air lainnya. Menurut Darmono (2001), pada daerah tropik
seperti di Indonesia, ikan dan organisme air lainnya dapat hidup baik pada suhu optimum
sekitar (27 - 33)°C. Aktivitas pergerakan ikan sangat bergantung pada suhu optimum
tersebut di dalam air. Ikan akan secara spontan cenderung meningkat pergerakannya
bila suhu air juga meningkat dan sebaliknya bila suhu turun aktivitasnya juga menurun.

Ikan yang hidup di dalam air yang mempunyai suhu relatif tinggi, akan
mengalami kenaikan kecepatan respirasi. Di samping itu, suhu yang relatif tinggi, dapat
ditandai antara lain dengan munculnya ikan-ikan dan hewan air lainnya ke permukaan
untuk mencari oksigen.

suhu merupakan faktor lingkungan yang cukup penting bagi kehidupan biota
perairan. Menurut Brown (1975), penyebab perubahan suhu perairan sangat ekstrem
dapat terjadi karena pembuangan limbah panas pada suatu badan air. Fluktuasi suhu
perairan, menurut Welcomme (1985), berpengaruh terhadap keberadaan suatu jenis
organisme. Peningkatan dan penurunan suhu perairan dipengaruhi ofeh derajat
ketinggian tempat, komposisi substrat, kekeruhan, curah hujan, angin, pertukaran udara
dengan permukaan, suhu air limbah, dan reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam air.

Kenaikan suhu sebesar 10°C, dapat mengakibatkan ikan tertekan dan laju
metabolisme meningkat dua kali lipat (Supriharyono, 1978). Kenaikan suhu akan
mempercepat siklus hidup beberapa serangga air. Suhu optimum dari beberapa jenis
moluska adalah 20°C. Apabila melewati suhu tersebut, akan terjadi pengurangan
aktivitas kehidupan yang baik dalam proses memijah, pembentukan embrio, dan laju
metabolisme (Clark, 1974).

b. Padatan Tersuspens! (Total Suspehded Solid/TSS)

Padatan tersuspensi (TSS) yang terjadi pada perairan lokasi sekitar penambangan
memang sangat besar, khususnya di outlet penambangan rakyat (Desa Pumpung/titik A-
2). Bahkan terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2000 tercatat 4200
mg/l, sedangkan pada tahun 2003 meningkat menjadi 5743,8 mg/l. Nilai-nilai ini
melebihi dari batas yang dipersyaratkan, yaitu <1000 mg/l.

Total Suspended Solid atau zat padat tersuspenst dan koloidal merupakan benda
yang terdapat dalam air alam berupa tanah atau kwarts yang diklasifikasikan menjadi zat
terapung yang selalu bersifat organik dan zat padat terendap yang bersifat organik dan

anorganik. Zat padat terendap (settleable solids) adalah zat padat dalam suspensi yang -

dalam keadaan tenang dapat mengendap setelah waktu tertentu karena pengaruh gaya

beratnya.
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Keberadaan padatan tersuspensi dalam perairan dapat mempengaruhi kekeruhan
dan kecerahan perairan, sehingga berpengaruh terhadap penetrasi cahaya matahari dan
proses fotosintesis (Wardoyo, 1981), yang pada gilirannya dapat mengakibatkan suatu
perairan yang tidak atau kurang produktif. Dari hasil pengukuran dan analisa
laboratorium terlihat korelasi positif antara kadar TSS dengan nilai kecerahan, dimana
tingginya nilai TSS menyebabkan nilai kecerahan yang semakin rendah.

Alabaster (1980) menekankan untuk keberhasilan usaha perikanan, sebaiknya
kandungan padatan tersuspensi dipertahankan antara 25 - 80 mg/l, dan air yang
mengandung padatan tersuspensi antara 80 - 400 mg/| tidak mungkin menyokong usaha
perikanan air tawar. Menurut Connel, et all (1995), pengaruh padatan tersuspensi
beragam, bergantung pada sifat kimia alamiah bahan tersuspensi tersebut, khususnya
adanya bahan toksik. Pengaruh yang berbahaya pada ikan, zooplankton, dan makhluk
hidup lainnya pada prinsipnya karena penyumbatan insang oleh partikel vyang
menyebabkan asfiksasi. Kepekatan yang menyebabkan pengaruh ini diperlihatkan pada

tabel berikut ini:
Tabel 4.9. Beberapa Pengaruh Bahan yang Tersuspensi yang Diamati Terhadap Ikan®

Makhluk Hidup Jenis Bahan Kepekatan {(mg/l) | Wakfu Pengaruh
Ikan koki dan Tanah liat 100.000 7 hr Tidak teramati
ikan gurame montmorillonit
Rainbow trout Lumpur dari 1560.000 1hr Mematikan
pencucian kerikil 80.000 1hr Tidak mematikan
Ikan Harlequin Tanah liat bentonit 40.000 1 hr Mematikan
Rainbow trout Pencucian batu bara 200 280 hr Tidak teramati
Salmon Padatan yang terlarut 137 - 395 - Ikan memilib air yang
di sungai lebih jernih
Cutthrout trout Kekeruhan sungai 35 - Ikan mencari penutup
dan berhenti memakan

% Dikutip dari Alabaster dan Lioyd (1980).
Telur dari makhluk hidup yang tersimpan di dasar sedimen menderita angka

kematian yang tinggi oleh pengendapan partikel yang tersuspensi. Juga, partikulat
terlarut menyebabkan kematian pada telur non-bentik dengan cara penyerapan pada
permukaan telur. Kedua pengaruh tersebut mengakibatkan penurunan aliran air dan
oksigen terlarut di dalam telur (Alabaster dan Lioyd, 1980).

Pengaruh terhadap perilaku ikan juga diperlihatkan. Hal yang paling sering
terjadi adalah penotakan terhadap air keruh tetapi juga terlihat hambatan makan dan
peningkatan pencarian tempat bernaung (Alabaster dan Uoyd, 1980). Kekeruhan
mengurangi aktivitas dan juga mempengaruht jalur migrasi.
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c. Kecerahan

Tingkat kecerahan pada perairan sekitar penambangan memang sangat rendah.
Hampir di semua titik pengamatan (A-1 sampai A-6) mempunyai tingkat kecerahan
dibawah 75 cm.

Menurut Asdak (2001), kecerahan biasanya menunjukkan tingkat kejernihan
aliran air atau kekeruhan aliran air yang diakibatkan oleh unsur-unsur muatan sedimen,
baik bersifat mineral atau organik. Kecerahan air dapat dianggap sebagai indikator
kemampuan air dalam meloloskan cahaya yang jatuh di atas badan air, apakah cahaya
tersebut kermudian disebarkan atau diserap oleh air tersebut.

Semakin besar atau tinggi tingkat kecerahan suatu perairan, semakin dalam
cahaya dapat masuk ke dalam badan air dan, dengan demikian, semakin besar
kesempatan bagi vegetasi akuatis untuk melakukan proses fotosintesis. Dengan semakin
meningkatnya proses fotosintesis, maka semakin besar persediaan oksigen yang ada
dalam air.

d. Derajad Keasaman (pH)

Derajad keasaman {pH) yang terjadi pada perairan penambangan intan rakyat
memang sangat rendah. Hampir di selurul titik mempunyai pH yang rendah. Bahkan
terjadi penurunan pH dari tahun ke tahun, yang mencapal dibawah dari batas yang
dipersyaratkan, yaitu antara 6 *'9 Di titik A-2 misalnya, pada tahun 2000 tercatat pH
senilai 5,88, sedangkan pada tahun 2003 teriadi penurunan senilai 5,24.

Nilai pH dalam suatu perairan dipengarubi oleh beberapa faktor, antara Iam
kegiatan fotosintesis, suhu, serta terdapatnya anion dan kation (Supriharyono, 1978).
Nilai pH perairan mencirikan keseimbangan antara asam dan basa dalam air, merupakan
konsentrasi fon hidrogen dalam farutan. Nifai pH air dapét mempengaruhi jenis dan
susunan zat dalam lingkungan perairan, serta mempengaruhi kandungan hara dan
toksisitas dari unsur-unsur renik (Saeni, 1989). Perubahan keseimbangan nifai asam dan
basa, menurut Mahida (1993), dapat dipengaruhi oieh buangan limbah industri dan
limbah rumah tangga.

Setiap organisme perairan mempunyai batas toleransi terhadap pH, walaupun
pendapat itu bervariasi pada tingkat toleransinya. Batas toleransi terhadap pH, sangat
bervariasi bergantung pada suhu air, oksigen, serta adanya berbagai anion dan kation
serta jenis dan stadium organisme (Pescod, 1973). Pada umumnya, pH perairan laut
lebih stabil: namun di perairan pinggiran pantai, nilai pH ditentukan oleh kualitas bahan
organik yang masuk ke perairan tersebut.

Sastrawijaya (2000) menyebutkan, Air yang mempunyai pH antara 6,7 — 8,6
mendukung populasi ikan. Dalam interval tersebut, pertumbuhan dan pembiakan biota

air tidak terganggu.
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e. Oksigen Terlarut (Disolve Oksigen/DQO)

Pada outfet penambangan rakyat (Desa Pumpung/ titik A-2) dan di Sungai Maluka
(titik A-6) didapat nilai DO yang sangat rendah di bawah batas yang dipersyaratkan
(>4), bahkan terjadi penurunan dari tahun ke tahun. Pada titik sampel A-2 terjadi
penurunan jumiah DC dari 3,11 mag/! (tahun 2000) menjadi 3,08 mg/l (tahun 2003).
Demikian pula pada titik sampel A-6 (di Sungai Maluka), pada tahun 2000 tercatat DO
3,36 mg/l menurun menjadi 3,17 mg/! di tahun 2003. Dengan melihat rendahnya
parameter DO tersebut, berakibat rendahnya potensi usaha perikanan melalui
keramba di daerah tersebut.

Oksigen merupakan kebutuhan dasar untuk menentukan keseimbangan dan
kemantapan kehidupan dalam air. Rendahnya konsentrasi oksigen sangat berbahaya
bagi kehidupan organisme perairan, yaitu akan mengakibatkan ikan-ikan dan binatang
air lainnya yang membutuhkan oksigen mati.

Konsentrasi oksigen terfarut, merupakan komponen utama yang selalu diukur
dalam menentukan kualitas perairan. Menurut Welch (1952), fluktuasi kandungan
oksigen terlarut harian dipengaruhi oleh banyaknya tumbuhan air. Alaerts (1987)
menyatakan, kelarutan oksigen dalam air dapat mencapai 14,6 mg/l pada suhu 0°C dan
7 mg/l pada suhu 35°C.

Pada perairan yang menerima limbah organik, proses dekomposisi bahan yang
dilakukan oleh bakter] memerlukan oksigen yang cukup. Bila jumlah bahan organik
melimpah, aktivitas perombakan bakteri memerlukan oksigen yang sangat banyak,
sehingga konsentrasi oksigen di perairan menjadi berkurang. Perairan yang kaondisi
oksigennya kurang dari 1 ppm dapat mematikan organisme perairan hanya dalam selang
waktu beberapa hari. Lebih lanjut Lee et all (1978) menggolongkan Kualitas air
berdasarkan kandungan oksigen terlarut (DO), yaitu: '

Tabel 4.10. Penggolongan Kualitas air berdasarkan kandungan oksigen terlarut (DO)

Gol Kandungan DO Kualitas Air
Mg/l
I 6,5 Tidak tercemar atau tercemar sangat ringan
11 4,5 -6,4 Tercemar ringan
111 2,0-44 Setengah tercemar atau sedang
v < 2,0 Tercemar berat

Sumber : Lee et all (1978).

f. COD dan BODs®

Hampir di semua titik sampel (A-1 sampai A-6) mempunyai nilai BOD5s° dibawah
dari Baku Mutu Air (BMA) yang dipersyaratkan. Hal ini mengindikasikan bahwa, disekitar
perairan lokasi penambangan intan rakyat Kecamatan Cempaka terjadi pencemaran.
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Menurut Wardhana (2001), tingkat pencemaran air lingkungan yang terjadi dapat
dilihat dari kandungan oksigen yang terlarut dalam air. Tingkat cemaran tersebut diuji
dengan analisa COD dan BOD.

= COD (Chemical Oxygen Demand)

COD atau kebutuhan oksigen kimia adalah jumlah oksagen yang diperlukan agar
bahan buangan yang di dalam air dapat teroksidasi melalui reaksi kimia. Dalam hal
ini bahan buangan organik akan dioksidasi oleh Kalium Bichromat (K,;Cr207)
menjadi gas CO, dan HzO serta sejumiah ion Chrom. K;Cr,0; digunakan sebagai
sumber oksigen (Oxydizing Agent).

CotbOc + Cr07% + HY ——» COz + HO + crt
Reaksi tersebut perfu pemanasan dan juga pen_ambahan katalisator Perak Sulfat

(Ag?S0*) untuk mempercepat rekasi.

warna larutan air lingkungan yang mengandung bahan buangan organik sebelum
reaksi oksida adalah kuning. Setelah reaksi oksidasi selesai maka akan berubah
menjadi hijau. Jumlah oksigen yang diperiukan untuk reaksi oksida terhadap bahan
buangan organik sama dengan jumtah kalium bichromat yang dipakai ada pada
reaksi tersebut di atas. Makin banyak kalium bichromat yang dipakai pada reaksi
oksidasi, berarti makin banyak oksigen yang diperukan. Ini berarti bahwa air
lingkungan makin banyak tercemar oleh bahan buangan organik. Dengan demikian
maka seberapa jauh tingkat pencemaran air fingkungan dapat ditentukan.

BOD (Biological Oxygen Demand)

Biological Oxygen Demand, atau kebutuhan oksigen biologis, adalah jumlah oksigen
yang dibutuhkan oleh mikroorganisme di dalam air iingkungan untuk mencegah
(mendegradasi) bahan buangan organik yang ada di dalam air lingkungan tersebut.
Sebenarnya peristiwa penguraian bahan buangan organik melalui proses oksidasi
oleh mikroorganisme di dalam air lingkungan adalah proses alamiah yang mudah
terjadi apabila air lingkungan oksigen yang cukup.

Kebutuhan oksigen biokimia (BOD), adalah parameter kuzlitas air yang penting,
yaitu jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme di dalam air lingkungan
untuk memecah (mendegradasi) bahan buangan organik yang ada di dalam air
lingkungan tersebut.

Perairan yang memiliki nilai BOD tingagi dan tidak mempunyai kemampuan untuk
menambah konsentrasi oksigen yang habis, digunakan oleh mikroorganisme dalam
merombak bahan organik, baik yang teriarut maupun yang tersuspensi selama lima
(5) hari pada suhu konstan 20°C (Alaerts & Santika, 1987, dan Manahan, 1975).
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Proses perombakan itu, dapat menurunkan konsentrasi oksigen sampai pada
tingkat terendah.

Menurut Lee et all (1978), tingkat kualitas air dapat digolongkan berdasarkan nilai
BODs?, yang uraiannya disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.11, Penggolongan kualitas air berdasarkan parameter BODs*®

Kisaran Konsentrasi Kriteria
BODs* (ppm) Kualitas Perairan
2,9 Tidak tercemar
3,0-49 Tercemar ringan
50-14,9 Setengah tercemar
i5,0 Tercemar berat

Sumber : Lee et all (1978),

a. Besi (Fe)

Kadar logam berat, khususnya logam besi (Fe) mengalami kenaikan dari tahun ke
tahun, bahkan di semua titik pengamatan (Al sampai A6). Keadaan ini dapat dijadikan
indikator bahwa lingkungan perairan di sekitar lokasi penambangan intan tersebut
mengalami penurunan kualitas lingkungan.

Besi (Fe) adalah salah satu elemen kimia yang dapat ditemui pada hampir setiap
tempat dibumi, termasuk di semua badan sungai. Pada air permukaan, seperti sungai,
jarang sekali ditemui kadar Fe iebih besar dari 1 mg/l, namun pada analisa ini (dari studi
lapangan) ditemukan dalam kadar yang relatif tinggi. Hal ini bisa disebabkan karena
dalam pengukuran diatas, kadar besi yang terdapat dalam perairan tersebut terj'adi
komulatif, yaitu terlarut sebagai Fe** (Ferro), tersuspensi sebagai butiran koloidal, dan ‘
tergabung dengan zat organik atau zat padat anorganis, seperti tanah.

Menurut Wiottmann (1979) dalam Connel, dkk (1995), kegiatan manusia juga
merupakan suatu sumber utama pemasukan logam ke dalam lingkungan perairan.
Masukan logam berasal dari buangan iangsung berbagai jenis limbah yang terancu,
gangguan pada cekungan-cekungan pengairan, presipitasi dan jatuhan dari atmosfer.

Pada Kegiatan Pertambangan, eksploitasi timbunan bijih membongkar
permukaan batuan baru dan sejumlah besar sisa-sisa batu atau tanah untuk
mempercepat kondisi pelapukan. Sebagai contoh, terbukanya mineral pirit dan sulfida
lainnya terhadap oksigen atmosfer dan kelembaban menakibatkan oksidasi mineral ini
dan pembentukan "air saluran buangan tambang yang asam”.

Ini adalah suatu proses rumit yang pada dasarnya diperantarai oleh bakteri
Thiobacillus dan Ferrobaciflus. Urutan reéksi-reaksi yang terlibat dalam oksida pirit untuk
membentuk penyaluran buangan tambang, yaitu:

iv-32




(a) FeS; + 2H0 + 70, — 3  4H* 4 4504 + 2Fe*

(b) 4Fe®* + O, + 4H* —_— 4Fe3 4+ 2H,0
(c) FeS, + 14Fe® + 8H,0 —» 15 Fe* + 250,% + 16H*
(d) Fe** + 3H0 ——»  Fe(OH)3 + 3H*

Keadaan pH yang rendah dihasilkan bersama-sama dengan berbagai senyawa
logam termasuk feri hidroksida yang membentuk timbunan kuning-oranye di daerah
yang terkena. Sebagai akibatnya, pelepasan saluran buangan tambang yang asam dari
keguatan pertambangan, secara luas dihubungkan dengan masalah kualitas air yang
serius, yang melibatkan tingginya dakar logam seperti Fe, Mn, Zn, Cu, Ni dan Co.

h. Sulfat (SO4)

Konsentrasi sulfat terdeteksi pada Lokasi DAS Bangkal bagian hilir (A-3) adalah
1.923 mg/l. Kadar sulfat yang tinggi ini bersumber dari lokasi penambangan rakyat yang
konsentrasi terukur sangat tinggi (pada titik A-2 adalah 2.746 mg/t).

Konsentrasi sulfat dalam perairan tersebut berasal dari air tanah yang
dikeluarkan lewat popa air. Kandungan suifat yang tinggi berpengaruh besar terhadap
sifat kimia karakteristik biologis perairan tersebut. Pada konsentrasi yang tinggi te:rsebut
mengindikasikan bahwa perairan ini sudah tidak layak sebagai daerah perikanan. "\

i, HS

Kadar H.S di semua titik pengamatan (Al - A6) diatas dari ambang batas yang
disyaratkan (<0,002). Kondisi seperti ini jelas akan mengganggu biota air di dalam sungai.

Poole, dkk (1978) dalam Connel, dkk (1995) berpendapat, hidrogen sulfida H;S
dapat terjadi sebagi pencemar yang nyata di dalam beberapa pembuangan limbah air.
Dalam kasus saat ini, hidrogen sulfida dipertimbangkén sebagat suatu produk
pernapasan anaercb yang dihasilkan pada penurunan tingkat oksigen terfarut di dalam
daerah perairan oleh adanya buangan organik. Jadi ekosistem alamiah yang dipengaruhi
oleh menurunnya oksigen terlarut juga akan dipengaruhi oleh hidrogen sulfida

Hidrogen sulfida dalam larutan air melakukan disosiasi sebagai berikut :

H,$ ——» HY + HS ——p HY + S7

Pada suhu 25°C dan pH kurang dari 6, sebagian besar hidrogen sulfida terlarut
dalam bentuk yang tidak dapat berdisosiasi. Tetapi pada pH lebih besar dari 7,8 ion
bisulfit mulai mendominasi.

Dapat dilihat bahwa hidrogen sulfida sangat toksik terhadap makhluk perairan
dalam ranah yang luas. Jadi dalam sebagian besar keadaan di mana terjadi penurunan
oksigen terarut, akan terdapat dua pengaruh yang bekerja terhadap makhluk hidup di
daerah tersebut, yaitu, penurunan oksigen terlarut dan pengaruh toksik yang disebabkan

- oleh hidrogen sulfida.

Iv-33




Pengujian dalam jangka waktu lama menunjukkan bahwa layak terjadi pengaruh
sebaliknya pada kepekatan vyang sangat rendah. Sebagai contoh, Gammarus
pseudolimnaeus memperlihatkan pangaruh sebaliknya terhadap perkembangbiakan dan
pertumbuhan anak pada kepekatan serendah 2 pg/l. Sangatlah berharga bahwa
gambaran ini 10 kali lebih rendah dari 96 jam LCse. Hampir sama, adanya pengaruh
sebaliknya yang lain yang ditemukan pada ikan dan telur pada kepekatan rendah. Pocle
et all.,, (1978) melaporkan bahwa pada umumnya toksisitas yang disebabkan dari
hipoksta dan hidrogen sulfida bersama-sama, adalah kurang dari penambahnya.
Pengaruh toksik hidrogen sulfida diyakini disebabkan berasal dair hambatan metaloenzim
melalui reaksi zat tersebut dengan logam yang ada.

Tabel 4.12. Pengaruh yang Mematikan dari H,S Terhadap Fauna Air

96 jam
Spesies LCep PH Suhu (°C)
{(wa/1)
Gammarus pseudolimnaeus 22 7,7-79 17,8 - 18,1
Asellus militaria 1070
Crangonyx richmondensis 840
laurentianus
Gammarus pseudolimnaeus 59 7,5 15,0
Baetis vagans 20
Ephemera simulans 316
Hexagenia limbata 11
Notropis cornutus 278° 6,7-79 134-14,1
Carassius auratus 110 7.8 15,0

Sumber: Poole (1978)
3 : perhitungan kembali dari kepekatan sulfida total

‘j.  NHs

Bagi perikanan, kandungan amonia bebas untuk ikan yang peka < 0,02 mg/L
sebagai NHz. Kandungan NH3 di perairan sekitar lokasi penambangan intan sangat tinggi,
‘misalnya di hulu Sungai Bangkal (titik sampel A-1), tercatat nilai NH3 sebesar 1,539 mg/l.

Menurut Wardhana (2001), proses penguraian bahan buangan organik melalui
proses oksidasi oleh mikroorganisme atau oleh bakteri aerobik adalah sebagai berikut :
C.HaOpNe + (n + a/4 ~- bf2 - 3¢/4) O3 -
bahan organik oksigen bakteri aerobik

_ nCO, + (a/2-3¢/2) HO + c NH3

Seperti tampak pada reaksi di atas, bahan buangan organik dipecah dan
diuraikan menjadi gas CO,, air dan gas NHz. Timbulnya gas NH; inilah yang
menyebabkan bau pada air lingkungan yang telah tercemar ofeh bahan buangan organik.
Reaksi tersebut di atas memeriukan wakiu yang cukup lama, kira-kira 10 jam. Dalam
waktu 2 jam mungkin reaksi telah mencapai 50%, dan dalam waktu 5 hari mencapai
sekitar 75%. '

IV- 34




B. Kondisi Witayah Studi pada Aspek Biologi

Masuknya lumpur ke areal persawahan akan menjadi masalah terhadap
produktifitas tanaman padi. Berdasarkan pengamatan, kerusakan padi memang
didominasi oleh masuknya fumpur ke persawahan yang mencapai ketebalan tertentu,
khususnya di Kelurahan Bangkal dan Kelurahan Sungai Tiung. ‘pada Tabel 4.13
menunjukkan bahwa, produksi perfanian di Kecamatan Cempka mengalami penurunan.
Hal ini kemungkinan besar disebabkan areal pertanian yang semakin sempit, dan juga

diperparah oleh masuknya lumpur ke areal persawahan tersebut
Tabel 4.13. Produksi Pertanian di Kecamatan Cempaka

Produksi (ton)
No Jenis Tanaman

2001 2002 2003

1. | Padi (Sawah + Ladang) 5.823,84 | 5.342,98 | 4.947,20

2. | Jagung 5,03 4,84 4,70

3. | Ubi kayu 20,14 15,55 18,80

Sumber ; Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Banjarbaru.

Pengamatan jenis fauna yang ada di lokasi tersebut, seperti ayam, sapi, itik,
tikus, juga ditemui ular sawah, belut, kadal, ular air, kepiting, dan siput.. Populasi ikan
saat ini reiatif berkurang, akibat sungainya dipenuhi lumpur, sehingga penduduk saat ini
sangat sulit untuk mendapatkan ikan di sungai lagi dengan sistem keramba maupun
menggunakan alat pancing sederhana. Jenis ikan yang banyak dibudidayakan oleh
masyarakat Cempaka adalah: ikan gabus, ikan papuyu, ikan sepat siam, ikan lais, ikan
nila, dam ikan mas. '

Pada Tabel 4.14 menunjukkan produksi hasil Perikanan (Sungai dan Kolam) per-
Kelurahan di Kecamatan Cempaka juga mengalami penurunan. Kemungkinan besar
penyebab penurunan tersebut akibat masukkan lumpur ke sungai dan juga keramba.

" Tabel 4.14. Produksi Hasil Perikanan (Sungai dan Kolam)

per-Kelurahan di Kecamatan Cempaka

Produksi (ton)
No Kelurahan
2001 2002 2003
1. | Palam 6,57 6,25 5,90
2. | Bangkal 8,54 7,98 7,60
3. { Sungai Tiung ile 1,09 - 1,03
4. | Cempaka 2,67 2,50 2,40

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Banjarbaru,
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Gambar 4.7. Masuknya lumpur ke persawahan yang mencapai ketebalan tertentu
(Lokasi Kelurahan: Sungai Tiung)

Pada bekas lubang galian intan rakyat, tidak ditemui jentik-jentik nyamuk malaria
maupun demam berdarah. Di lubang bekas galian yang terdapat di Sungai Tiung, Ujung
Murung, dan Sungai Parit, nihil ditemukan jentik-jentik malaria maupun ayamuk lainnya.
Namum kemungkinan dampak menjadi media nyamuk berbahaya akan selalu ada,

Pada Sungai Tiung dan Sungai Bangkal, kadar TSS dan DO sudah tidak sesuai
dengan mutu lingkungan, sehingga dapat mengganggu biota air karena kurangnya
penetrasi cahaya matahari yang menyebabkan putusnya rantai kehidupan ekosistem
perairan. Hal ini berdampak pada penurunan populasi nekton dan benthos sebagai
makanan ikan banyak mengalami penurunan, hal ini juga berdampak terhadap populasi

. kan sungai, seperti patin, nilai, dan ikan mas.

Gambar 4.8. Sungai yang dipenuhi lumpur, sehingga penduduk sat ini sangat sulit untuk
rmendapatkan ikan di sungai lagi (Lokasi: Kelurahan Bangkal)
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4.4 Pengetahuan Masyarakat tentang Lingkungan Hidup serta Pola

Pengelolaan Lingkungan Penambangan Intan Rakyat oleh Pemerintah
Kota Banjarbaru

Pengetahuan masyarakat Kecamatan Cempaka tentang lingkungannya serta pola
pengelolaan fingkungan pada penambangan intan rakyat oleh Pemerintah Kota
Banjarbaru merupakan gambaran kondisi ideal lingkungan yang diinginkan.

4.4.1 Persepsi Masyarakat Perdesaan tentang Lingkungan Hidup

Penelitian responsi dan persepsi masyarakat terhadap lingkungannya dilakukan
dengan kuesioner dan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian. Penelitian ini
dilakukan di wilayah Kecamatan Cempaka Banjarbaru Kalimantan Selatan dengan
memusatkan perhatian pada komunitas-komunitas : Petani, Penqusaha Keramba Ikan,
dan Penduiang intan. '

Persebaran responden berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4.15. Penyebaran Responden Berdasarkan Umur

Kategori Daerah Sampel Jurnlan
(Tahun) | Cempaka | Sungal Tiung Bangkal | Palam umia
20 ~ 30 5 8 5 71 25 25%
31-40 10 3 5 5] 23 23%
41 - 50 7 9 6 4{ 26 26%
51 - 60 2 3 4 8| 17 17%
> 60 1 2 5 1 9 9%
Jumiah 25 25 25 251100 100%

Sumber: Olahan data primer, 2005

Dari data tersebut di atas dapat diketahui temyata di antara para responden yang
terbanyak berumur antara 41 tahun sampai dengan 50 tahun-(26%). Sedang yang fainnya
berusia antara 20 sampai 30 dan antara 31 sampai 40 tahun, yaitu masing-masing 25% dan
23%. Antara umur 51 — 60 tahun adalah 17%, dan yang paling sedikit adalah yang berusia
antara >60 tahun. Sedangkan pekerjaan para responden dapat diketahui dari tabel berikut
Tabel 4.16. Penyebaran Responden Berdasarkan Pekerjaan

Daerah Sampel
i Jumiah
Kategori Cempaka | Sungai Tiung Bangkal Palam

Jasa 1 3 . i - 5 5%
Tani 5 2 i2 9| 28 28%
Pendulang Intan 9 i0 4 10 33 33%
Pegawai Negeri 1 3 2 3 9 9%
Pegawai ‘ 6%
Swasta/Guru 3 1 1 6 o%
Wiraswasta 6 6 5 2( 19 19%

Jumiah 25 25 25 25 100 | 100%

Sumber: Olahan data primer, 2005
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Perkerjaan yang menonjol bagi warga desa adalah sebagai pendulang intan disamping
sebagai petani, pekerjaan yang lainnya adalah pegawai negeri, pegawai swasta dan
wiraswasta. Pekerjaan sebagi petani nampaknya bisa dikembangkan di tiap kawasan. Berikut

ini dapat diketahui latar belakang pendidikan para responden di tiap lokasi penelitian, yaitu :
Tabel 4.17. Penyebaran Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

. Daerah Sampel
Kategori — Jumlah
Cempaka [Sungai Tiung| Bangkal Palam
Tidak Tamat SD 9 16 12 15 52| 52%
Tamat SD/Sederajat 8 6 9 8 31| 31%
Tamat SMP/Sederajat 4 2 2 1 9 9%
Tamat SMA/Sederajat 2 1 1 1 5 5
Sarjana Muda/D3 1 - i - 2 2%
Sarjana/S1 1 - - - 1 1%
Jumiah 25 25 25 25 100 | 100%

Sumber: Qlahan data primer, 2005

Hampir 50% dari responden ternyata tidak tamat SD dan 50% lagi hanya
berpendidikan SD. Kondisi seperti ini tampak di setiap kawasan lokasi penelitian, baik di
kawasan pertanian, pegunungan dan kawasan pendutangan.

Untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat pedesaan terhadap
fingkungan hidup diperoleh informasi tentang apakah mereka pernah mendengar istilah
lingkungan hidup. Kalau mereka pernah mendengar atau ungkapan itu, dari siapa atau
melalui sumber apa mereka mengetahui informasi itu. Dan seberapa jauh pengetahuan
mereka tentang apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup lingkungan hidup dimaksud.

A. Pengetahuan Masyarakat tentang Pengertian Lingkungan Hidup yang dikaitkan
dengan Pengertian Lingkungan Hidup dalam UU Nomor 23 Tahun 1997

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup, disebutkan bahwa, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua
benda, daya, keadaan dan mahiuk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang
mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk
hidup lain.
1. Pengetahuan masyarakat tentang Lingkungan Hidup

Seberapa jauh pengetahuan responden tentang lingkungan ini, dapat dilihat dari
tanggapan responden terhadap pertanyaan tentang masalah lingkungan. Sehingga dapat
diketahui bahwa pengetahuan mereka masih terbatas pada kondisi lingkungan
disekelilingnya, seperti keberadaan air, tanah, gunung, laut, ikan, pohon dan udara.

Dari ungkapan-ungkapan tersebut jika dikaitkan dengan istilah lingkungan hidup
(pada UU No. 23/1997), sudah dapat memahami arti lingkungan, meskipun ada yang
tidak mengerti sama sekali. Atas dasar kategori ini, pengetahuan mereka dapat
digambarkan pada tabel berikut ini:
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Tabel 4.18. Pengetahuan Responden Tentang Lingkungan Hidup

Daerah Sampel
Kategori Cempaka S.rlj:;gg' Bangkal Palam | Jumiah
Banyak Sekali 3 5 - 2 10 10%
Banyak 5 4 2 3 14 14%
Sedikit 11 7 8 9 35 | 35%
Tidak Tahu 6 9 15 11 41 1 41%
Jumiah 25 25 25 25 | 100 | 100%

Sumber: Olahan data primer, 2005

Dari data diatas ternyata dapat diketahui, bahwa pengetahuan masyarakat desa

tentang lingkungan hidup masih minim sekali. bagi yang pernah mendengar istilah
lingkungan hidup hanya 24 orang (kategori banyak sekali dan banyak) dari 100

responden.

2. Mendengar istilah lingkungan hidup

Pernah tidaknya warga pedesaan mendengar istilah lingkungan hidup dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4.19. Pernah Tidaknya Responden Mendengar Istilah Lingkungan Hidup

. Daerah Sampel
Katego Jumilah
gon Cempaka |Sungai Tiung{ Bangkat Palam u;n
Pernah
Mendengar 17 9 11 15 52 % 52%
Tidak Pernah a
Mendenaar 8 i6 14 10 48 48%
Jumilah 25 25 25 25 100 100%

Sumber: Olahan data primer, 2005

Dari data diatas terlihat bahwa masih banyak warga pedesaan masih belum pernah

mendengar istilah lingkungan hidup, walaupun kenyataan nantinya sebagian mereka ada

yang memanfaatkan dan mungkin melestarikan lingkungan tersebut.

3. Sumber informasi

Untuk mengetahui darimana mendapatkan informasi tentang lingkungan hidup

dapat diketahui pada data berikut :

Tabel 4.20. Sumber Informasi Tentang Lingkungan Hidup

Kategori Da3er_ah Sampel Jumiah
Cempaka |Sungai Tiung| Bangkal | Palam
Radio 7 & g 6 28 28%
TV 6 6 3 4 19 19%
Karan 5 5 4 S 19 19%
Majalah 2 4 5 6 17 17%
Teman/Tetangga 2 1 3 1 8 8%
Penyuluh/Organisasi o

Sosial, Pemerintah 3 2 1 3 9| %
Jumiah 25 25 25 25 100 100%

Sumber: Olahan data primer, 2005

Iv- 39




Sumber informasi tentang lingkungan hidup terbanyak adalah radio, disamping
media televisi, radio lebih banyak ditemukan sebagai sumber informasi dari pada televisi,

karena dipedesaan memang belum banyak yang memiliki televisi, kebanyakan masih
memanfaatkan televisi umum. Kadang-kadang tergantung dari accu yang harus distru}m,
walaupun sekarang sudah adanya penerangan listrik masuk desa.

Namun kemampuan masyarakat desa masih terbatas, sehingga masyarakat
banyak yang belum mampu menikmati penerangan listrik. Dari data ini peran penyulu
nampaknya belum begitu besar., Peran teman maupun tetangga dalam

menginformasikan masalah-masaiah lingkungan belum terlihat.,

B. Makna Lingkungan bagi Masyarakat Perdesaan
Makna lingkungan bagi masyarakat, pada umumnya tergantung pada manfaat
lingkungan tersebut untuk mereka. Sebagian besar masyarakat perdesaan dal‘am
memanfaatkan lingkungan diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam, umum:Lya
sumber daya alam tersebut adalah hutan, sungai, dan tanah. ;
Hasil hutan banyak dimanfaatkan oleh mereka sebagai sumber penghas;llan
Mereka mengambil hasil hutan, seperti : damar, rotan, raakanan liar, getah karet, dan
hasil hutan lain secara berkesinambungan. Begitu juga dengan pemanfaatan sungan,
digunakan untuk mengairi sawah, usaha perikanan (keramba) serta digunakan untuk

kegitan sehari-hari (mandi, cuci, dan WC). Sedangkan tanah, dalam hal ini pemanfaatan

fahan, digunakan sebagai areal persawahan, juga dimanfaatkan untuk bahan galian. |

Untuk mengetahui makna lingkungan bagi masyarakat di pedesaan, maka tc‘elah
terkumpul data tentang makna berbagai segi lingkungan, menurut pendapat masyarakat
desa. Dari penilaian responden terhadap aspek lingkungan yang telah dikenal dapat

dirangkum dan secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.21. Makna Hutan (Berdasarkan Pengertian Lingkungan) Bagi Responden

Daerah Sampel
i milah
Kategorl Cempaka |Sungai Tiung| Bangkal Palam Ju

Bermakna/ Q
Bermanfaat 8 3 15 10 36 36%

Sumber Bahan o
Konsumtif 1 2 . 2 > 10 10%

Sumber Penghasilan . 0
Utama 10 5 3 18 18%

Sumber Penghasilan o
Tambanhan 8 7 2 4 21 21%
Sarana Pelestarian 6t ! _ 0 5 8 8%

Alam

Tidak Ada Manfaatnya 2 3 1 1 7 7%
Jurnlah 25 25 25 25 100 100%

sumber: Olahan data primer, 2005
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Urmumnya para responden menganggap bahwa hutan bermakna dan bermanfaat
bagi kehidupan mereka (94%), hanya 6% responden yang menganggap bahwa hutan
tidak membawa arti apa-apa. Mereka merasakan manfaat kekayaan hasil hutan dan
menganggap hutan sebagai tempat untuk menunjang kehidupan sehari-hari, misalnya,
kayu dari hutan dapat dijadikan bahan rumah, dijadikan alat dan bahan pendufangan
intan serta sarana penunjang kehidupan lainnya.

Ada pula yang menganggapnya sebagai sumber penghasitan, baik sumber utama
maupun sumber tambahan. Walaupun sedikit, masih ada diantara masyarakat pedesaan
yang menganggap hutan sebagai salah satu sarana pelestarian alam/lingkungan. Sekitar
7% vang berpendapat bahwa hutan tidak ada manfatnya, karena mereka menganggap
hutan tidak memberikan hasil langsung bagi yang bersangkutan,.

Mengenai pandangan mereka terhadap kelangsungan kelestarian daerah aliran
sungai (DAS), dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.22. Persepsi Masyarakat tentang Pemeliharaan Sungai

. Paerah Sampel
Kategori — Jumlah
Cempaka |Sungai Tiung| Bangkal Palam
Perlu Dipelihara . 21 : 22 24 22 83 | 89%
Tidak Perlu Dipelihara 4 3 1 30 11 [ 11%
Jumlah 25 25 25 25 | 100 | 100%

Sumber: Olahan data primer, 2005

Pendapat dari responden tentang manfaat memelihara sungai sebanyak 89%, hal
ini menggambarkan betapa perlunya sungai dipelihara karena mereka sadar akan
besarnya manfaat sungai bagi kehidupan mereka. Manfaat sungai bagi mereka adalah
sebagai sarana kelancaran usaha, MCK, perikanan, serta sebagai sarana transportasi.
Sekitar 11% yang berpendapat bahwa sungai tidak periu dipelihara, karena mereka
menganggap bahwa sungai tidak memberikan hasil bagi yang bersangkutan, dan ada
pula yang berpendapat bahwa sungai tidak akan rusak dan akan pulih dengan sendirinya.

C. Sikap Masyarakat Terhadap Pengelolaan lingkungan

Uraian tentang sikap masyarakat dilihat dari segi pemanfaatan serta pemelitharan
lingkungan.
1. Pemanfaatan lingkungan

Pemanfaatan sumber daya lingkungan oleh masyarakat pedesaan umumnya
sesuai dengan hasil kekayaan alam yang dimilikim oleh lingkungan tersebut. Sebagai
gambaran bahwa mayarakat yang bermatapencaharian sebagai petani, umumnya
menganggap pertanian punya makna bagi mereka. Sehingga sebagianl besar dari
responden menganggap bahwa pertanian sebagai sumber lapangan hidup, sumber

penghasilan, dan sebagai sumber rezeki.
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Atas dasar ini mereka memanfaatkan lahan pertanian sebagai sebagai sumber

mata pencaharian. Dalam mengolah tanah, mereka masing menggunakan alat tradisiona!

{manual), dan sebagian kecil mereka menggunakan alat mekanis (traktor tangan).

d.

Pemanfaatan Hutan

Hutan pada sebagian besar masyarakat pedesaan mempunyai makna sebagai
sumber bahan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebagai sumber penghasilan
utama, sumber penghasilan tambahan, dan sarana pelestarian alam, seperti yang
ditunjukkan dalam Tabel 4.21. Hal ini dapat kita temukan di kawasan pedesaan
(pertanian dan pendulangan intan).

Atas dasar inilah, mereka memanfaatkan hutan, yaitu menggunakan hasil hutan
untuk dikonsurnsi, seperti buab-buahan untuk dimakan dan dijual. Ada pula yang
mengambil kayu untuk dijadikan peralatan rumah, dan lain-lain. Contoh lain
adalah sungai.

Pemanfaatan Sungai

Sungai mereka manfaatkan untuk memelihara ikan dengan sistem karamba, air
minum, serfa mengambil pasir.

Tabel 4.23.' Manfaat Sungai Bagi asyarakat

Daerah Sampel
Kategori . Jumiah
Cempaka | Sungai Tiung | Bangkal | Palam

Sarana Transportasi - - - - - - |
MCK 2 3 3 2 |10 | 10%
Sumber Penghasilan 3 3 i1 7 124 | 24%

Sarana Usaha dan

Ketancaran Usaha 6 ’ 6 | 24 | 24%
Mengairi Sawah 4 3 4 7} 18 | 18%
Tidak Bermanfaat 10 9 2 3| 24 | 24%
Jumiah 25 25 25 25 {100 |100%

Sumber: Qlahan data primer, 2005

Dari gambaran responden diatas, semuanya lebih populer sungai dirasakan
sebagai sarana usaha dan kelancaran usaha, serta sebagai penunjang kehidupan.
Hal ini ditunjukkan dari jumiah responden yang memanfaatkan sungai dengan
total lebih dari 50%, walaupun berbeda bidang usahanya. Sungai di Kecamatan
Cempaka sebagian juga dimanfaatkan untuk pengairan pada pertanian.
Disamping ity sungal juga berfungsi sebagai MCK, hal ini dapat ditemui di
keempat lokasi tersebut. Sekitar 24% dari responden berpendapat bahwa sungaf
tidak memberi manfaat bagi mereka, dengan alasan, sungai tidak langsung

merﬁben’kan penghasilan bagi mereka.
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Pemanfaatan Tanah

Keterkaitan masyarakat pedesaan dengan tanah ternyata tidak hanya ada pada
masyarakat desa kawasan pinggiran hutan ataupun daerah pertanian, tetapi juga
bagi mereka di kawasan pegunungan. Apalagi mereka yang mengeruk bumi
untuk mencari intan. Hal ini jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.24. Manfaat Tanah Bagi Masyarakat

Daerah Sampel!
Kategori i Jumlah
Cempaka %“"SSZ' Bangkal Palam
Sarana Penghasilan Utama 16 15 ' 15 13 ‘ 59 | 59%
Sarana Penghasilan E
Tambahan 5 .7 5 70 24 | 24%
Untuk Permukiman 3 2 P11 | 11%
Penunjang Kehidupan 1 1 2 2 6 6%
Jumlah 25 25 25 25 ¢ 100 |100%

Sumber: Olahan data primer, 2005

Dari kenyataan ini, nampaknya masyarakat memanfaatkan kekayaan lingkungan

untuk keperluan hidupnya, baik untuk dikonsumsi maupun sebagat sumber penghasilan.

2. Pemeliharaan lingkungan

Pemeliharaan lingkungan oleh masyarakat perdesaan sudah dapat dilihat dari

ide/gagasan maupun pelaksanaan/tindakan dari pemeliharaan tersebut, Dari ide/gagasan

serta tindakan dalam pemeliharaan lingkungan, nampaknya masyarakat masih punya
potensi yang besar. Hal ini dapat difihat hasil penelitian berikut ini:

a.

Pemeliharaan sungai .

Gagasan pemeliharaan sungai juga menjadikan pemikiran bagi masyarakat, hal
ini tentunya terkait dengan pemanfaatan sungai bagi mereka (Tabel 4.23). Dari
rekaman data yang ada, ide tersebut dapat digambarkan pada tabel dibawah ini.
Tabel 4.25. Ide/Gagasan Masyarakat dalam Pemeliharaan Sungai

. Daerah Sampel
Kategori — Jumiah
. Cempaka] Sungai Tiung | Bangkal | Palam
Membergihkgm Sungai dan 7 5 10 9 31 | 31%
Pinggirannya

Mengeruk/Didalami 12 17 11 8 48 | 48%

Mengendalikan Penggalian . _ _ o
Pasir pada Dasar Sungai 2 3 7] 7%
Tidak Membuang Sampah 49
ke Sungai 6 3 2 3 14 | 14%
Jumilah 25 25 25 25 100 [100%

Sumber: Olahan data primer, 2005

Melakukan pengerukan terhadap sungai merupakan gagasan yang terbanyak
(48%), disamping membersihkan sungai dari tumbuhan liar, maupun sampah di

sepanjang sungai dan pinggirannya.
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Disamping itu diharapkan tidak membuang sampahy/kotoran ke sungai. Penggalian
pasir pada dasar sungai juga harus dikendalikan, hal ini karena dapat mencegah
terjadinya longsor pada tebing sungai.

Pemeliharaan Hutan

Hutan bagi masyarakat perdesaan mempunyai makna yang sangat besar, seperti
sebagai sumber bahan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebagai sumber
penghasilan utama, sumber penghasilan tambahan, dan sarana pelestarian alam,
seperti dalam Tabel 4.21. Dari pemanfaatan hutan bagi masyarakat tersebut,
pemeliharaan hutan dirasakan perlu untuk kelangsungan keberadaan hutan. Walaupun
mereka belum melakukan usaha nyata dalam pemeliharaan hutan, tapi hanya sekedar

memanfaatkan hutan sesuai kebutuhan mereka.
Tabel 4.26. Persepsi Masyarakat tentang Pemeliharaan Hutan

Kat . Daerah Sampel Juralah
oFi
9 Cempaka| Sungal Tiung | Bangkal Palam v
Periu _Dipelihara 16 18 20 17 71 71%
Tidak Perlu 14 7 5 8 29 29%
Dipelihara
Jumiah 30 25 25 25 100 | 100%

Sumber: Olahan data primer, 2005

Ada sekitar 32% yang menganggap tidak perfu memelihara hutan, dengan
alasan, mereka menganggap, bahwa tidak ada hubungan langsung dengan
pekerjaan mereka, hutan tidak bermanfaat bagi responden. Urusan memelihara
hutan tersebut urusan orang lain, hutan jauh dari lingkungan mereka . Alasan lain
adalah tidak tahu cara memelihara, dan ada pula yang merasa tidak mampu. Dari
responden juga ada yang menganggap tidak akan ada kerusakan pada hutan
serta tidak ada kewaijiban untuk memelihara hutan.

Sedangkan alasan bagi mereka yang merasa perlu memelihara hutan, umumnya
sejalan dengan makna hutan bagi mereka dan kepentingan pemanfaatan
kekayaan hasil hutan bagi mereka.

Pemeliharaan tanah

Persepsi masyarakat tentang periu atau tidaknya melakukan pemejiharaan tanah
secara sederhana dapat dilihat pada tabAel dibawah ini:

Tabel 4.27. Persepsi Masyarakat tentang Pemeliharaan Tanah

Daerah Sampel
Kategori i Jumiah
9 Cempaka %II_:SESI Bangkal Palam
Perlu Dipelihara 9 8 20 15 52 | 52%
Tidak Perlu 16 17 5 10 48 | 48%
Jumiah 25 25 - 25 25 100 1100%

Sumber: Olahan data primer, 2005
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Dari Tabel diatas terlihat lebih 50% responden (baik di kawasan pertanian serta
di daerah pendulangan) menganggap perlu dilakukan pemeliharaan tanah.
Perlunya pemeliharaan tanah ini, mereka menganggap tanah berkaitan dengan
usaha dan mata pencaharian, disamping untuk dipergunakan sebagai
perumahan/pemukiman.

Sedangkan alasan mereka, bahwa tanah tidak perlu dipelihara antara lain karena;
tanah tidak ada hubungannya dengan usaha mereka, menganggap tanah
kondisinya baik saja dan tidak rusak, dan ada pula yang menganggap
dipelihara/tidak itu sama saja.

Seperti halnya dengan pemeliharaan hutan, masyarakat pedesaan juga belum
ada usaha yang optimal dalam pemeliharaan tanah. Pada areal persawahan,
mereka hanya melakukan pengolahan tanah secara tradisional dengan tujuan
agar dapat mempertahankan produksi pertaniannya. Yang lebih parah lagi pada
usaha penambangan, lahan bekas pertambangan tanpa direhabilitasi kembali,
sehingga meninggalkan lubang-lubang bekas galian.
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4.4.2 Pengelolaan Lingkungan Penambangan Intan Rakyat oieh Pemerintah Kota Banjarbaru
Pemerintah Kota Banjarbaru memang dibuat gelabakan karena aktivitas
penambangan intan rakyat di Kecamatan Cempaka. Lokasi pendulangan intan kini carut-
marut oleh lubang penambangan. Ratusan mesin sedot tiap hari menderu-deru ménggali
bumi Cempaka hingga menganga bak danau luas. Lubang bekas penambangan
selanjutnya ditinggalkan begitu saja tanpa direklamasi. Tiap hari ratusan ton limbah
pendulangan juga dibuang ke sungai yang mengakibatkan beberapa sungai kini hifang.
Ratusan dan bahkan ribuan hektar persawahan di Kecamatan Cempaka kini telah

hancur dan siap menjadi penyumbang bencana ekologi. Di saat bersamaan, rumah- .

rumah para pendulang hingga kini tetap reot tak semegah kilauan intan yang telah

mengharumkan Keta Banjarbaru.

Penertiban terhadap usaha pertambangan intan rakyat di Kecamatan Cempaka ini
memang telah dilakukan cleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Yaitu dengan diterbitkannya
Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomeor 05 Tahun 2002, tentang Pengelolaan
Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital {Golongan A dan B).
Dalam kaitannya denganlpengeiolaan lingkungan di sekitar lokasi tambang, tersirat
dalam pasal 25, yaitu :

1. Pemegang Surat Izin Pertambangan Rakyat Daerah (SIPRD) wajib memberikan
perlindungan dan memelihara keselamatan kerja serta pengamanan teknis untuk
kepentingan pekerja sesuai dengan ketentuan dan petunjuk teknis dari
pejabat/instansi yang berwenang dibidang pertambangan. »

2. Pemegang SIPRD wajib mengembalikan, menimbun kembali bekas-bekas galian
sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan bahaya dan merugikan kepentingan
umum.

3. Pemegang SIPRD wajib untuk mencegah terjadinya pen.cemaran lingkungan sebagai

akibat penggalian penambangan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

4. Pemegang SIPRD wajib memelihara kelestarian/menyelamatkan tanah dari mencegah
erosi yang dapat menyebabkan pengendapan dan pendangkalan sungai serta
mengusahakan kelestarian tata aliran sungai,

5. Pemegang SIPRD wajib mengamankan sumber-sumber air dan menjaga kelestarian
sumber air.

6. Pemegang SIPRD dalam wmelakukan 'usaha pertambangan rakyat dilarang
menggunakan alat-alat berat dan bahan peledak.

7. Pemegang SIPRD diizinkan menggunakan pompa air tenaga maksimal 25 (dua puluh
lima) PK.

8. Pemegang SIPRD dilarang memindah-tangankan kepada pihak ketiga.
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Selanjutnya pada pasal 30 Perda Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2002
tersebut, menjelaskan bahwa, adanya sanksi hukum apabila ada pihak yang melanggar
segala aturan yang berlaku. Pada pasal 30 tersebut menjelaskan:

1. Barang siapa melakukan usaha pertambangan rakyat tanpa SIPRD, diancam Pidana
kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah).

2. Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah peianggara.

3. Barang siapa dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan yang
dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini yang mengakibatkan Undang-Undang
yang berlaku.

Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Banjarbaru adalah menjadikan
wilayah pertambangan intan sebagai lokasi obyek wisata, memperkecil wilayah
pertambangan bahan galian golongan C. Orientasi Pemerintah Kota saat ini adalah
penciptaan lingkungan yang kondunsif melalui penyediaan lahan yang baik, bukan
menjadikan pertambangan sebagai target PAD yang cenderung kepada eksploitasi lahan
secara besar-besaran.

» Melokalisic kegiatan pertambangan rakyat intan sehingga tidak menyebar menjadi
bertambah luas area petambangannya

« Mengusulkan penetapan wilayah bagi kegiatan pertambangan rakyat intan

« Mensosialisasikan segala urusan kegiatan pertambangan intan dengan kaitannya
terhadap lingkungan agar terjadi kesamaan persepsi bagi kelangsungan pengelolaan
lingkungan '

» Mereklamasi iahan sesuai daya dukung lahan

Hasil wawancara dengan instasi Pemerintah Kota Banjarbaru yang terkait dengan

penambangan intan rakyat di Kecamatan Cempaka, adalah sébagai berikut :

4 Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup, selaku instansi yang berperan dalam
perencanaan pertambangan dan pengendalian Lingkungan Hidup
« Dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan di pertambangan rakyat di

Kecamatan Cempaka, adalah:

1. Belum adanya sistem pengelolaan tingkungan di sekitar lokasi penambangan
intan rakyat di Kecamatan Cempaka secara terorganisir dan terintegrasi. Belum
adanya koordinasi antara instansi terkait, masyarakat sekitar serta penambang
itu sendiri.

2. Kurang efektifnya implementasi Perda Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2002,
khususnya upaya pengelolaan fingkungan pada saat penambangan serta pasca

penambangan.
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3. Secara khusus akan dilakuakan studi AMDAL tentang pengelolaan lingkungan di
areal penambangan intan rakyat di wilayah Kecamatan Cempaka vyang
direncanakan pada tahun anggaran 2006. Penyusunan AMDAL tersebut
bekeriasama dengan BAPPEDAL Propinsi Kalimantan Sefatan. Kerjasama
tersebut dikarenakan masalah pengelolaan penambangan rakyat terkait dengan
3 (tiga) wilayah setingkat kabupaten, yaitu: Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah
Laut, dan Kabupaten Tanah Bumbu.

* Dalam kaitannya usaha pengefolaan usaha pertambangan rakyat di Kecamatan
Cempaka, yvaitu:
1. Pemberiakuan Perda Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2002, khususnya pada
masaiah pengelolaan lingkungan di areal pertambangan intan rakyat Kecamatan
Cempaka tidak optirnal, sebab:
~ Pengelolaan pertambangan rakyat, khususnya dalam pengelolaan
lingkungannya, seharusnya dilakukan secara terpadu oleh ketiga wilayah
yang berkepentingan (Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, dan
Kabupaten Tanah Bumbu). Namun koordinasi pengelolaan tersebut sangat
sulit dilakukan, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan
diantara lintas wilayah tersebut.

~ Sulitnya upaya mensosialisasikan Perda Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun
2002 kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan, persepsi mereka dalam
pengelolaan lingkungan dapat dikatakan kurang. Yang ironis sekali, mereka
menganggap usaha penrambangan tersebut sudah turun-temurun, sehingga
sistem penambangan asal gali tanpa memperdulikan kelestarian tetap
mereka pertahankan.

~ Dengan keterbatasan dana, maka upaya dalam merealisasikan pengelolaan
lingkungan penambangan rakyat di Kecamatan Cempaka sulit dilakukan.

2. Pemerintah Kota Banjarbaru melalui instansi terkaitnya, telah melakukan upaya-
upaya dalam rangka pengelolaan lingkungan penambangan rakyat, misainya:
~ Menata ulang areal penambangan rakyat di Cempaka, seperti pada tahun

anggaran 2003 telah dilakukan pemetaan batas penambangan rakyat.
Tabel 4.28. Data Areal Pertambangan rakyat Hasii Pemetaan Tahun 2003

No Pemilik SIPRD Cadangan (M*) | Luas Areal (Ha) | Produksi (M)
1. | H. Kastam 72.000 4 21.813

2. | Bahrun 27.200 2 16,320

3. | Bahri 48.750 2 35.623

4. | Hj, Artijah Harmaii 29.064 2,4 15.163

5. | H. Supiansuri 53.220 2,3 ‘ 16.542

6. |{ Ir. Mahyuzar 350.000 2 280.000
7. | Suwarso 82.714 2 32.263

8. | Tato 20.530 1,2 9.855

9, | Ir. Achmadiar 115.608 1.7 19.608

Sumber ; Dinas Pertambangan-LH Kota Banjarbaru, 2003
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Menginventarisasi bentuk serta sistem pertambangan rakyat.

Memberi penerangan dan penyuluhan, berupa sosialisasi tentang

penambangan rakyat yang berorientasi pada lingkungan serta pengelolaan

lingkungan yang berkelanjutan. Yaitu dengan memberikan himbauan-
himbauan, misainya:

- Memberi penjelasan, bahwa suatu kegiatan penambangan yang tidak
berorientasi lingkungan serta berkelanjutan menyebabkan sungai keruh,
terganggunya keramba, sawah tertutup lumpur, dan lain-fain.

- Penyuluhan tentang keselamatan kerja, juga pada sisi kesehatan

- Hasil produksi

Tabel 4.29. Areal Pertambangan di Kecamatan Cempaka
yang telah dikelola

No Kelurahan Luas Areal (Ha)

1. | Cempaka _ 868

2. Sungai Tiung 237

3. Bangkal 387

4. | Palam 191
Jumilah 1.783

Sumber : Dinas Pertambangan-LH Kota Banjarbaru, 2003
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), sebagai instansi yang

berwenang dalam proses perencanaan di Kota Banjarbaru

Pemerintah Kota Banjarbaru telah melakukan usaha penanggulangan dampak

pertambangan intan rakyat di Cempaka, yaitu :

Tabel 4,.30. Penanggulan dampak pertambangan intan di Kecamatan Cempaka

Jenis Dampak Pengelolaan Lokasi
Penurunan « Membangun cek dam agar lumpur tidak langsung masuk ke Tambang
kualitas air sungai dan menyebar ke tempat lain rakyat
karena erosi | » Membangun sedimen trap dengan menggunakan vegetasi seperti Kelurahan
purun dan gelam Sungai Tiung
{Limau Nipis
dan Pumpung)
Perubahan = Membangun cek dam agar lumpur tidak langsung masuk ke Tambang
aljran air sungai dan menyebar ke tempat lain rakyat
dan Kelurahan
penurunan Sungai Tiung
kualitas air (Limau Nipis
serta dan Pumpung)
terganggun | Membangun sedimen trap dengan menggunakan vegetasi seperti DAS Bangkat
ya hiota urun dan gelam
perairan P g
= Menambah flogufan (kapur dan tawas) pada kolam pengendap DAS Maluka
(dari
Jembatan ke
hilir)
= Pemeliharaan saluran secara teratur Sunga_i kecit
« Pembuatan pintu-pintu air dibeberapa ruas jalan (sesuai kontur) ;E;rgafg:ﬂgk \
= Pengangkatan sedimen yang mengendap di dasar sungai ngka
= Mengumpulkan oli bekas pelumasan mesin penyedot
= Membiarkan vegetasi yang ada dan tidak mengganggu kegiatan
serta melakukan penyulaman pada lokasi yang teriihat jarang
= Reklamasi dan revegetasi

Sumber : Bappeda Kota Banjarbaru, 2005
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4.5 Analisa Pengetahuan Masyarakat Pedesaan tentang Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil penelitian tentang resoponsi serta persepsi masyarakat

- terhadap lingkungan, maka akan dianalisa terhadap pengetahuan masyarakat tentang

lingkungan hidup serta kepedulian mereka terhadap kelestartan lingkungan hidup.

4.5.1 Pengetahuan Masyarakat Perdesaan Tentang Lingkungan Hidup

Tingkat pengetahuan masyarakat desa di Kecamatan Cempaka tentang
lingkungan hidup dapat dilihat dari 2 (dua) segi, vaitu:

a. Dari tingkat pengetahuan umum masyarakat, dapat diketahui bahwa mereka kurang
mengetahui dan mengenal apa yang dimaksud dengan istilah lingkungan hidup.

b. Dari segi persepsi masyarakat desa itu sendiri. Sebenamya merasa mengetahui
tentang beberapa aspek mengenai arti lingkungan hidup, khususnya lingkungan alam
yang berkenaan dan langsung berhubungan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Adanya persepsi pengetashuan tentang lingkungan- hidup tersebut dikarenakan
masyarakat desa sangat akrab dengan alam dan lingkungannya, misalnya bagi masyarakat
petani akan sangat mengerti terhadap areal pertanian. Begitu pula masyarakat di kawasan
pinggiran hutan dapat memanfaatkan hutan dan perkebunan untuk dikelola mereka.

Tentunya bagi masyarakat yang berada di kawasan pendulangan intan, segala
permasalahan tanah dan lingkunganyang berada di kawasan tersebut sangat dipahami. Ini
dikarenakan tanah maupun hutan yang mereka kelola maupun tambang adalah merupakan
sumber pencaharian bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari. ,

Kurangnya pengetahuan masyarakat setempat terhadap pengetahuan umum
tentang ilmu lingkungan, dikarenakan kurangnya sumber informasi yang sampai kepada
mereka, termasuk kurangnya penyuluhan dan pengkajian yang membahas mengenai arti
dan pentingnya lingkungan hidup. Dari segi banyaknya sumber informasi yang ada sekarang
ini, misalnya media massa (koran, tabloid, dan tain-lain) yang telah masuk ke pelosok-
pelosok pedesaan bukan menjamin masyarakat untuk peduli terhadap kelestarian alam. Hal
ini disebabkan kurangnya minat baca masyarakat terhadap media massa tersebut, demikian
juga dengan media elektronik yang sering memaparkan tentang arti dan pentingnya
lingkungan hidup bagi manusia tidak disimak dan diperhatikan masyarakat.

Adapun pemahaman masyarakat tentang lingkungan umumnya terbatas pada
alam yang dekat dengan usaha dan kehidup'an mereka, dengan parameter alam atau
sumber alam tersebut memberikan manfaat langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Pengertian fainnya yang diluar hal tersebut kurang mendapat perhatian, mengingét
ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam (SDA) masih cukup besar guna

diambil hasilnya untuk menunjang kehidupan mereka.
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Ironisnya pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang memang untuk
kemakmuran masyarakat tanpa dibarengi dengan pemikiran kelestarian dan keindahan
(estetika) SDA tersebut. Sehingga persoalan lingkungan yang sangat mengganggu
kelestarian alam, juga limbah yang berasal dari ketidak-sadaran masyarakat berbias
menjadi keresahian warga masyarakat yang ada disekitarnya.

Ketergantungan dalam keterkaitan lingkungan masyarakat dengan SDA yang
tersedia memberikan pengertian, bahwa begitu pentingnya makna SDA ini bagi
kehidupan masyarakat. Namun, kerusakan alam yang berakibat fatal bagi masyarakat itu
sendiri tidak terbayang dalam pemikiran mereka.

Bagi responden di kawasan pendulangan intan, SDA yang sangat berarti bagi
mereka adalah tanah yang mereka miliki maupun yang digarap. Hal ini tidak jauh
berbeda dengan responden yang berada di kawasan pertanian. Selanjutnya bagi
masyarakat yang tinggal di kawasan hutan, pegunungan maupun pantai, kawasan-kawan
tersebut mempunyai makna dan manfaat yang sangat penting bagi mereka karena
kawasan-kawasan tersebut langsung memberikan penghasilan kepada mereka untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari.

4.5.2 Kepedulian Masyarakat Terhadap Lingkungan Hidup

Persepsi dapat dipahamkan sebagai suatu proses interpretasi terhadap suatu
obyek atas dasar pengetahuan yang telah dimiliki. Beberapa ahii mengemukakan, ada
beberapa faktor yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu :
= Stimulan/ rangsangan.
= Kepekaan inderawi.

« Pengetahuan yang dimiliki.
» Kepribadian
« Latar belakang budaya dan situasi sosial.

Dari keempat lokasi yang diteliti, maka berdasarkan pengamatan data hasil
wawancara tergambar, bahwa stimulan dalam pengertian rangsangan dari lingkungan
hidup terhadap masyarakat di Keécamatan Cempaka ditemukan adanya kejelasan
stimulan/rangsangan bagi mereka. Hal ini ditunjukkan dan kenyataan adanya
ketergantungan antara masyarakat dengan alam, mengingat alam dengan segaia
kekayaannya merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat.

Faktor lain yang perlu juga mendapat perhatian adalah faktor kepekaan inderawi.
Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara mendalam, terlihat bahwa kepekaan ini

terdapat 2 (dua) segi yang perlu dicermati, meliputi:
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1. Secara umum, nampak bahwa kepekaan masyarakat di Kecamatan Cempaka terhadap
pengelolaan lingkungan hidup masih rendah. Hal ini didukung oleh adanya bukti nyata,
bahwa dari beberapa kegiatan masyarakat dianggap tidak merusak lingkungan, namum
sebenarnya aktivitas masyarakat tersebut merusak dan merugikan arang lain.

Gambar 4.9. Bekas galian tanah yang cukup luas menjadikan lubang yang cukup dalam
(Lokasi : Kelurahan Sungai Tiung)

Fakta nyata, dapat dilihat dari perbuatan masyarakat penambang intan di wilayah
Kecamatan Cempaka. Dengan cara menggali tanah yang cukup luas serta membuat
terowongan/iubang yang cukup dalam dengan menggunakan peralatan modern, seperti
pemakaian mesin dumping berkekuatan rata-rata 16 - 20 PK untuk menyemprotkan
(menembak) air ke tanah yang akan digali. Kondisi demikian berimplikasi terhadap
hancurnya permukaan tanah serta membuat lumpur ataupun pasir yang berada di lahan
tambang tersebut hanyut begitu saja dibawa arus sungai.

Gambar 4.10. Mesin dumping untuk menyemprotkan air ke tanah
(Lokasi : Kelurahan Sungai Tiung)
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Selanjutnya, lumpur dan pasir bekas penambangan intan tersebut menyebar ke
pelosok desa yang ada di sekitarnya. Akibatnya, Daerah Aliran Sungai (DAS) yang

dilewati lumpur dan pasir itu mengalami

pendangkalan, dan bahkan membuat

tertutupnya aliran sungai yang ada di sekitarnya.

Gambar 4.11,
Kondisi sungai yang penuh lumpur
(Lokasi : Kelyrahan Sungai Tiung)

Gambar 4.12.

Akses jalan yang sengaja dibuat oleh
penambang untuk mempermudah
mobifisasi mereka
{Lokasi : Kelurahan Sungal Tiung)

Begitu pula dengan ikan-tkan yang ada di keramba maupun di sungai yang
dilewati limbah tambang intan tersebut menjadi sulit tumbuh dan berkembang, bahkan

membuat ikan mati.

Gambar 4.13.
Lumpur yang masuk disekitar keramba
{Lokasi : Kelurahan Bangkal)

Gambar 4.14.
Kondisi keramba yang tidak dapat
diandalkan lagi, baik untuk dikonsumsi
maupun sebagai tarmbahan pendapatan
{Lokasi ; Kelurahan Bangkal)
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Dampak negatif lainnya akibat penambangan intan adalah menurunnya produksi
padi petani yang berakibat rusaknya lahan pertanian masyarakat dan berbias kepada
kehidupan ekonomi para petant

Gambar 4.15. Kerusakan lahan pertanian masyarakat dan berbias pada kehidupan ekonomi petani
(Lokasi : Kelurahan Cempaka)

Dari segi persepsi, terlihat bahwa sebagian warga pedesaan memandang periu
untuk memelihara lingkungan, namun lingkungan diartikan secara terbatas dengan
parameter seputar pemanfaatan kehidupan masyarakat penambang. Hal ini akan lebih
jalas pada saat responden mengemukakan alasan mereka tidak ingin memelihara
lingkungan hidup. Frekwensi yang tidak ingin memelihara lingkungan hidup ini cukup
rendah dengan beberapa alasan diantaranya adalah : 1)Karena tidak ada hubungannya
dengan masalah pekerjaan masyarakat, sehingga hal ini tidak memberi manfaat
langsung bagi responden, 2)Pemeliharaan itu urusan orang lain (sudah ada yang
menangani), 3)Tidak tahu cara pemeliharaannya, 4)Tidak mampu melakukan
pemeliharaan, 5)}Lingkungan yang ditambang itu tidak akan rusak.

Adapun jumiah penambang yang melakukan penambangan intan di wilayah
Kecamatan Cempaka dengan menggunakan mesin sedot (dumping), maka dari keterangan
responden serta pengamatan dan penelitian penulis, bahwa ada sekitar 500 kelompok
penambang intan dengan rata-rata setiap kelompok memiliki dua buah mesin sedot. Jadi
apabila dihiting dengan jumlah 500 kelompok, maka mesin yang dipergunakan oleh para
penambang intan sebanyak 1.000 unit mesin yang dioperasikan dengan kemampuan
tenaga mesin 16 - 20 PK. Kekuatan mesin sedot ini memiliki daya tembak yang cukup
kuat, sehingga setiap hari galian tambang intan dapat digali mencapai lima meter persegi
atau lebih,

Iv- 54




Banyaknya penambang intan dengan menggunakan mesin yang berkekuatan besar
menyebabkan rusaknya bentang alam serta musnahnya komunitas yang hidup di daerah
tersebut. Dan apabila dilihat secara kasat mata, maka akan tergambar pemandangan yang
tidak menyejukkan dilihat dari kacamata keindahan fisik (estetika) lingkungan.

Gambar 4.16. Gambar 4.17.
Aktivitas penambang yang sedang Kekeruhan pada sungai menjadikan
mengoperasikan mesin penyedot pemandangan yang kurang sedap
{Lokasi : Kelurahan Sunaai Tiung) difihat dari estetika fingkungan

{Lokasi : Kelurahan Sungai Tiung)

Sebagai pusat wilayah pengoperasian tambang intan terbesar adalah berada di
Kelurahan Cempaka sampai Kelurahan Sungai Tiung yang merupakan {itik pusat kegiatan
pendulang intan. Selanjutnya, di dalem wilayah Palam jumlah penambang intan yang ada
di daerah tersebut adalah sekitar 50 kelompok pekerja dengan menggunakan mesin 16 —
18 PK, adapun jumlah mesin yang tersedia di daerah tersebut berjumiah 100 unit mesin.
Para penambang intan di daerah Desa Palam setiap harinya melakukan penambangan di
daerah sebelah kanan desa yang merupakan daerah pertanian yang jumlahnya tidak
begitu luas. Namun darti timbah intan tersebut diduga kuat akan merambat ke wilayah
kabupaten lain, yaitu ke arah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, sebab adanya
sungai yang menghubungkan antara desa Banyu Irang dan Bati-bati.

2. Dari segi lainnya, kepekaan masyarakat terhadap limbah yang dihasilkan oleh para
penambang itu bisa dianggap tinggi sekali apabila menyangkut dan berkenaan
dengan kepentingan mereka. Hal ini tergambar dari adanya antisipasi masyarakat di
daerah sekitarnya guna membentengi lahan mata pencaharian mereka dari limbah
intan secara spontan dengan cara melakukan pengamanan terhadap tanggul-
tanggul/alat penyangga dari lahan pertanian maupun perikanan masyarakat dalam
rangka menghalangi masuknya fimbah tambang intan.
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Hal tersebut di atas dilakukan oleh masyarakat, khususnya bagi pemilik keramba
maupun petani yang berkepentingan dengan penggunaan air sebagai sumber mata
pencaharian bagt warga/luar desa sekitar tambang Kelurahan Cempaka dan Palam.
Pengamatan terhadap adanya lumpur pasir yang masuk ke sungai atau ke keramba ikan
maupun areal pertanian guna mencegah kerusakan lahan pertanian masyarakat agar
tidak tandus dan gersang akibat masuknya pasir dan fumpur dari limbah penambang
intan. Begitu pula denga keramba ikan akibat kekeruhan air yang tinggi serta zat-zat
berbahaya iainnya yang dapat mematikan ikan. ‘

Kemudian, kepekaan masyarakat terhadap lingkungan dapat dianggap rendah
jika dilihat dari segi pelestarian secara umum dan menyeluruh. Sebaliknya kepekaan
masyarakat dapat dianggap tinggi apabila menyangkut dengan kepentingan hidup
masyarakat yang berakibat atau berdampak langsung terhadap kelangsungan hidup
mereka sehari-hari.

Dari segi faktor lainnya, yaitu pengetahuan masyarakat terhadap lingkungan
hidup masih sangat terbatas. Pengetahuan masyarakat hanya terbatas pada hal-hal
konkrit yang dekat serta ada kaitannya dengan kehidupan keseharian, dan hanya
sebagian kecil dari mereka yang pengetahuannya agak luas tentang arti dan pentingnya
lingkungan hidup.

Sedangkan faktor kepribadian masyarakat, berdasarkan pengamatan dan
wawancara dengan beberapa responden dapat disimpulkan bahwa kebanyakan mereka
tergofong masyarakat yang terbuka, namun masih memelihara nilai-nilai sosial dan
tradisi. Hal ini berkaitan dengan latar belakang budaya dan situasi sosial masyarakat
setempat yang masih tradisional dengan mempengaruhi oleh nilai-nilai agama yang
menunjukkan ciri ke tradisionalannya. Dan dengan kondisi beberapa faktor inilah
masyarakat memberikan persepsi terhadap masalah-masalah lingkungan hidup.

Untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
hidup dapat dilihat bagaimana tindakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap
pemanfaatan lingkungan hidup yang ada disekitar mereka, serta seberapa jauh mereka
berusaha melestarikan atau memelihara lingkungan yang ada. Tingkat kesadaran
masyarakat akan teriihat apabila tindakan pemanfaatannya seimbang dengan usaha atau
tindakan nyata guna memelihara/melestarikan lingkungan untuk keperivan konsumsi,
dijual atau untuk menunjang kehidupan lainnya sudah menjadi kenyataan yang ada pada
masyarakat di lokasi penelitian bahwa ketergantungan masyarakat terhadap lingkungan
begitu tinggi dan ini menjadi ciri kehidupan masyarakat pedesaan. |

Kalau dilihat secara sepintas terhadap lingkungan hidup yang dekat dengan
masyarakat serta gambaran pemanfaatan dan pelestarian fingkungan dapat dilihat dari

gambaran berikut :
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a. Pemanfaatan Areal Perfanian

Pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat terﬁadap areal pertanian adalah
menjadi pertanian sebagai sumber lapangan hidup, sumber penghasilan, sumber rezeki
dan sarana lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang bekerja sebagai petani
mengambil sumber daya yang ada, baik itu berupa padi, sayur dan lain-lainnya untuk
dikonsumsi maupun dijual. Begitu pula dengan adanya usaha di bidang perikanan
dengan menggunakan sistem keramba menjadi penghasilan tambahan bagi mereka yang
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya maupun keluarganya.
b. Pemanfaatan Sungai

Pemanfaatan sungai yang dilakukan oleh masyarakat sekitar sungai adalah antara
lain menjadikan sungai sebagai sumber fapangan hidup, sumber penghasilan, sumber
rezeki dan sarana perhubungan. Adanya pemanfaatan sungai ini menunjukkan bahwa
masyarakat yang berada di sekitar sungai mengambil kehidupan yang ada di sungai
berupa ikan, baik itu ikan yang telah ada di sungai maupun ikan dengan sistem keramba.
Hal ini merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat diandalkan jika dapat
berlangsung dalam waktu yang lama. Namun kenyataannya yang ada di lapangan
menjadi berbeda apabila melihat kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dangkal serta
tingginya kekeruhan air sebagai akibat adanya penambang intan yang ada di sekitarnya.
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4.6 Analisa Pengelolaan Lingkungan Pada Penambangan Rakyat di Kecamatan
Cempaka

Secara nyata, telah terjadi kerusakan lingkungan di Wilayah Kecamatan Cempaka
Kota Banjarbaru yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan intan rakyat di wilayah
tersebut. Hal ini membawa dampak sangat luas terhadap aspek sosial, ekonomi
masyarakat setempat. Walaupun Pemerintah Kota Banjarbaru telah melakukan upaya-
upaya dalam mengatasi permasalahan pertambangan intan rakyat tersebut, misalnya
dengan diterbitkannya Perda Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2002, tentang
Pengelolaan Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A
dan B).

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, akan dicoba menganalisis persoalan diatas,
sehingga dapat dijadikan masukan bagi Pemkot Banjarbary dalam mengatasi
permasalahan pengelolaan lingkungan pada penambangan intan rakyat di Kecamatan
Cempaka. '

4.6.1 Analisis SWOT dalam Penanganan Permasalahan Lingkungan pada Pertambangan
Intan di Kecamatan Cempaka
Analisis SWOT dilakukan dengan mengukur kekuatan, kelemahan pada sektor
yang ada dan, sekaligus mengukur peluang dan tantangan-ancaman yang akan dihadapi
nantinya. Setelah menentukan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan pada setiap
sektor, maka dapat ditentukan kebijakan yang paling unggul dan potensial untuk
dikemhangkan‘;iebih lanjut. Selain itu juga dapat dibuatkan strategi untuk meningkatkan
kekuatan dan peluang sekaligus dalam upaya untuk mengurangi kelemahan dan
tantangan sebagai bahan dalam perumusan kebijakan pengelolaan.
Cara menentuan faktor-faktor strategi internal dan eksternal adalah sebagai
berikut:
1. Dalam sel Strength (S), buat beberapa kekuatan yang ada dalam pengeloiaan
lingkungan penambangan rakyat yang ada sekarang maupun yang akan datang.
2. Dalam sel Weakness (W), buat beberapa kelemahan yang ada, yaitu kelemahan
- dalam mencapai keberhasilan upaya pengelolaan penambangan rakyat.
3. Dalam sel Opportunity (0), buat beberapa peluang eksternal yang akari didapatkan
dalam upaya pengelolaan lingkungan penambangan rakyat.
4. dalam sel Threats (T), buat juga beberapa tantangan yang akan dihadapi dalam
upaya pengelolaan lingkungan penambangan rakyat.
5. Buat kemungkinan strategis dari upaya pengelolaan lingkungan pehambangan rakyat
berdasarkan pertimbangan kombinasi 4 (empat) faktor strategis tersebut, yaitu
strategis SO, ST, WO, WT '
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A.

Faktor Internal
Kekuatan (Strenght)

1,

Adanya kebijakan pengelolaan usaha penambangan rakyat, yaitu Peraturan Daerah
(Perda} Kota Banjarbaru( Nomor 05 Tahun 2002, tentang Pengelolaan Usaha
Pertambangan Rakyat Bahan Gatian Strategis dan Vital (Golongan A dan B).
Ketersediaan instansi-instansi yang melakukan pengelolaan lingkungan
penambangan rakyat di Kecamatan Cempaka.

. Adanya komitmen instansi terhadap upaya pengelolaan lingkungan penambangan

rakyat di Kecamatan Cempaka.

Adanya lahan yang memadai dan kondisi iklim, khususnya curah hujan yang
memungkinkan dalam menjamin ketersediaan air untuk menambang intan.
Sumber daya butiran intan yang memang memadai.

Kelemahan (Weakness)

1.

Belum adanya kebijakan pengelolaan lingkungan secara khusus pada
penambangan rakyat di Kecamatan Cempaka.

Kurangnya koordinasi antar instansi dan antar wilayah administrasi pengelolaan
lingkungan penambangan rakyat.

Keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas dalam pengeiciaan pertambangan.
Kondisi perekonomian masyarakat dengan tingkat pendapatan yang rendah.
Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum bagi pelanggaran terhadap
undang-undang dan peraturan.

Kegiatan penambangan berpotensi menimbulkan pencemaran terutama tingkat
bahaya sedimentasi yang sangat tinggi. A

Kondisi iklim, terutama curah hujan yang relatif tinggi memungkinkan tingginya
transport sedimen sehingga potensi sedimentasi juga semakin besar.

Peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan penggunaan lahan penambangan
karena minat terhadap pencarian intan sangat besar.

Terbatasnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap lingkungan sehingga
berimplikasi pada tingkat kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan
lingkungan relatif kurang. Namun apabila lingkungan itu mempunyai manfaat
tangsung bagi mereka, maka kepekaan masyarakat akan upaya pemeliharaan
lingkungan cukup tinggi.
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B. Faktor Eksternal
Peluang (Opportunity)

1.
2.
3.

Teknofogi, ilimu pengetahuan dan komunikasi yang menunjang.
Adanya akses pasar yang luas terhadap batu permata intan
Peluang investasi dalam pemanfaatan sumber daya butiran intan.

Tantangan (Threat)

1.
2.
3.

Kelembagaan yang kurang memadai.

Kondisi politik dan kepentingan yang tidak menentu.

Kondisi geografis wilayah Kecamatan Cempaka yang merupakan dataran tinggi
dan berbukit-bukit serta daerah dataran.

Dampak etonomi yang menuntut peningkatan PAD dengan pemanfaatan SDM,
yaitu adanya penarikan retribusi yang dibebankan terhadap penambang rakyat.

Dalam menentukan alternatif kebijakan, maka berdasarkan hasil analisis SWOT

terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan pada penambangan rakyat di Kecamatan

Cempaka didapatkan beberapa asumsi, yaitu:
N Strategi Strength — Opportunity (SO)

v

@ N O 0 AW N

Dengan kebijakan yang jelas, tegas dan transparan terhadap pengelolaan
lingkungan penambangan rakyat serta dukungan dan partisipasi masyarakat baik
penambang maupun masyarakat sekitar sehingga dapat menciptakan iklim yang
kondusif bagi tumbuhnya investasi terhadap pangsa pasar permata intan.

Dalam melakukan upaya pengelolaan lingkungan, setiap instansi harus
menerapkan konsep partisipasi agar dapat dilaksanakan dengan baik. Partisipasi
para pelaku lingkungan (Hasta Pelaku Lingkungan Hidup), yaitu :

Birokrasi, sebgai fasilitator.

Legistatif , sebagai kontrol.

Yudikatif, sebagai penegak hukum.

LSM, sebagai pendamping.

Perguruan Tinggi, sebagai lembaga konsultatif.

Pengusaha, sebagai pihak yang bertanggung-jawab.

Masyarakat sebagai pihak yang melaksanakan.

Tokoh masyarakat sebagai pemimpin.

Dalam memanfaatkan lahan penambangan serta potensi curah hujan yang
mermadai harus menerapkan teknologi konservasi lahan, sehingga dapat
menunjang upaya pengefolaan penambangan rakyat yang berkefanjutan.
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® Strategi Strength —~ Threat (ST)

v

Dengan komitmen instansi yang kuat dapat meningkatkan kelembagaan yang
tangguh dalam mendukung upaya pengelolaan lingkungan penambangan rakyat.
Dengan adanya kebijakan dan peraturan usaha penambangan rakyat diharapkan
segera disusun kebijakan dan peraturan secara khusus dalam pengelolaan
fingkungan penambangan rakyat di Kecamatan Cempaka.

Adanya kebijakan pengelolaan lingkungan pada penambangan rakyat yang
memperhatikan kondisi geografis setempat, maka diharapkan upaya
pengendalian tingkat pencemaran terutama bahaya sedimentasi yang sangat
tinggi, akan mendapatkan hasil yang optimal.

Adanya lahan, kondisi iklim (curah hujan yang berpotensi pada ketersediaan air)
serta komitmen instansi dapat meningkatkan PAD dengan memanfaatkan sumber
daya penambangan secara berkelanjutan.

% Strategi Weakness - Opportunity (WO)

v

Untuk meningkatkan SDM dan penguasaan teknologi dilakukan diklat atau
pendidikan tambahan.

Peningkatan perekonomian masyarakat dapat dilakukan dengan penguasaan
teknologi dan peningkatan akses pasar terhadap hasil usahanya.

Peningkatan mutu SDM yang handal sehingga dalam pemanfaatan SDA yang
berkelajutan dapat berjaian optimal.

Dalam upaya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum maka harus
dilakukan dengan melibatkan dan partisipasi masyarakat.

¥ Strategi Weakness —Threat (WT)

v

Dengan kondisl politik dan ekonomi dan ketersediaan data dan informasi yang
ada, diupayakan peningkatan koordinasi antar instansi.

Guna mengurangi tingkat sedimentasi yang tinggi, harus diupayakan peningkatan
SDM yang handal serta penerapan teknologi konservsi yang sesuai dan memadai
dengan memperhatikan kondisi geografis setempat.

Dengan peningkatan jumtah penduduk dan untuk meningkatkan PAD dengan
pemanfaatan SDA harus ‘-diimbangi dan diikuti dengan peningkatan perekonomian

serta pendapatan masyarakat.
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Tabel 4.31.,

Matriks SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threath)

Strength (S) Weakness (W)
Adanya kebijakan pengelolaan v Belum adanya kebijakan
usaha penambangan rakyat, pengelolaan lingkungan secara
yaitu Peraturan Daerah (Perda) khusus pada penambangan
Kota Banjarbaru, Nomor 05 rakyat di Kecamatan Cempaka.
Tahun 2002. v Kurangnya koordinasi antar
Ketersediaan instansi-instansi 4 instansi pengelolaan {ingkungan
yang melakukan pengelolaan di penambangan rakyat.
Faktor lingkungan penambangan ¥ Keterbatasan sumber daya
rakyat di Kecamatan Cempaka. manusia yang berkualitas.
Internal Adanya komitmen instansi v Kondisi perekonomian
terhadap upaya pengelolaan masyarakat dengan tingkat
lingkungan penambangan pendapatan yang rendah.
rakyat di Kecamatan Cempaka. | v Kurangnya pengawasan dan
Faktor Adanya lahan yang memadai penegakan hukum.
Eksternal dan kondisi iklim, khususnya ¥ Penambangan berpotensi
curah hujan yang menimbulkan pencemaran
memungkinkan dalam terutama bahaya sedimentasi.
menjamin ketersediaan air v Peningkatan jumlah penduditk
untuk menambang intan. dan penggunaan [ahan.
Sumber daya butiran intan ¥ Terbatasnya tingkat pengetahuan
yang memang memadai. masyarakat akan lingkungan
sehingga kepedulian masyarakat
pada pengelolaan lingkungan
kurang. Namun bila lingkungan
member manfaat langsung,
maka kepekaan masyarakat akan
pemeliharaan lingkungan tingai
Opportunity (O) Strategi - SO Strategi - WO
Teknologi, iimu pengetahuan Dengan kebijakan yang jelas, ¥ Untuk meningkatkan SOM dan
dan komunikasi yang tegas dan transparan terhadap penguasaan teknologi dilakukan
menunjang. pengelolaan lingkungan dilkat atau pendidikan tambahan.
Adanya akses pasar yang luas penambangan rakyat serta ¥ Peningkatan perekonomian
terhadap batu permata intan dukungan dan partisipasi masyarakat dapat dilakukan
Peluang investasi dalam masyarakat baik penambang dengan penguasaan teknologi
pemanfaatan sumber daya maupun masyarakat sekitar dan penignkatan akses pasar
butiran intan. sehingga dapat mendiptakan terhadap hasil usahanya.
iklim yang kondusif bagi v Peningkatan mutu SDM yang
tumbuhinya Investasi terhadap handal sehingga dalam
pangsa pasar permata intan. pemanfaatan SDA yang
Upaya pengelolaan lingkungan, berkelajutan dapat berjalan
setiap instansi harus optimal.
menerapkan konsep partisipasi. | ¥ Dalam upaya peningkatan
Partisipasi para pelaku pengawasan dan penegakan
lingkungan {Hasta Pelaku hukum maka harus difakukan
Lingkungan Hidup) dengan melibatkan/partisipasi
Dalam memanfaatkan fahan masyarakat.
penambangan serta potensi
curah hujan yang memadai
harus menerapkan teknologi
konservasi lahan, sehingga
dapat menunjang upaya
pengelolaan penambangan
rakyat yang berkelanjutan.
Threat {T) Strategi - ST Strategi - WT
Komtitmen instansi yang kuat v  Dengan kondisi politik dan

Kelemhagaan yang kurang
memadai. :
Kondisi politik dan kepentingan
yang tidak menentu

dapat meningkatkan
kelembagaan yang tangguh
dalam mendukung upaya
pengelolaan lingkungan
penambangan rakyat.

ekonomi dan ketersediaan data
dan informasi yang ada,
diupayakan peningkatan
koordinasi antar instansi,

|
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Kondisi geografis Kecamatan
Cempaka yang merupakan
dataran tinggi dan berbukit-
bukit serta daerah dataran.
Dampak otonomi vang
menuntut peningkatan PAD
dengan pemanfaatan SDM,
yaitu adanya penarikan
retribusi yang dibebankan
terhadap penainbang.

Dengan adanya kebijakan dan
peraturan usaha
penambangan rakyat
diharapkan segera disusun
kebijakan dan peraturan
secara khusus dalam
pengelolaan lingkungan
penambangan rakyat di
Kecamatan Cempaka.

Adanya kebijakan pengelofaan
lingkungan pada
penambangan rakyat yang
memperhatikan kondisi
geografis setempat, maka
diharapkan upaya
pengendalian tingkat
pencemaran, terutama bahaya
sedimentasi yang sangat
tinggi akan mendapatkan hasil
yang optimal

Adanya lahan, kondisi iklim
{curah hujan yang berpotensi
pada ketersediaan air) serta
komitmen instansi dapat
meningkatkan PAD dengan
memanfaatkan sumber daya
penambangan secara
berkelanjutan.

Guna mengurangi tingkat
sedimentasi yang tinggi, harus
diupayakan peningkatan SBM
yang handal serta penerapan
teknologi konservsi yang sesual
dan memadai dengan
memperhatikan kondisf
geografis setempat.

Dengan peningkatan jumlah
penduduk dan untuk
meningkatkan PAD dengan
pemanfaatan SDA harus
diimbangi / diikuti dengan
peningkatan perekonomian /-
pendapatan masyarakat.

Sumber : Olahan data primer dan sekunder (2005)

Berdasarkan asumsi tersebut diatas maka diberikan heberapa altemnatif kebijakan

pengelolaan lingkungan penambangan rakyat di Kecamatan Cempaka sebagai berikut :

1. Guna penegakan kebijakan dan peraturan yang jelas, tegas dan transparan terhadap

pengelofaan lingkungan harus dilakukan sosialisasi dan harus didukung serta adanya
partisipasi masyarakat baik penambang maupun masyarakat sekitar sehingga dapat
menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya investasi terhadap pangsa pasar
permata intan.

Dalam melakukan upaya pengelolaan setiap instansi harus melakukan pengawasan
dengan menerapkan konsep partisipast agar dapat dilaksanakan dengan baik.

Dengan peningkatan jumlah penduduk dan untuk meningkatkan pendapatan asli
daerah (PAD) dengan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan harus
diimbangi/ diikuti dengan peningkatan perekonomian / pendapatan masyarakat.
Peningkatan perekonomian masyarakat dapat dilakukan dengan peningkatan sumber
daya manusia dalam penguasaan teknoiogi melalui pelatihan secara langsung
dilapangan / lokasi dengan bantuan tenaga ahli dari pemerintah serta peningkatan
akses pasar terhadap hasil usahanya.

Guna mengurangi tingkat pencemaran terutama tingkat bahaya éedimentasi yang
tinggi harus diupayakan peningkatan sumber daya manusia dalam penguasaan
teknologi konservasi yang sesuai dan memadai serta penerapan teknologi tepat guna
dalam pengolahan limbah dari penambangan rakyat di Kecamatan Cempaka.
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A. Pilihan Alternatif Solusi

Berdasarkan analisis SWOT tersebut selanjutnya ditentukan alternatif pilihan yang
dapat dilakukan guna mengoptimalkan upaya pengelolaan lingkungan pada
penambangan rakyat di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, yaitu :

1. Segera dibuat kebijakan dan peraturan yang jelas, tegas, dan transparan dalam

pengelolaan lingkungan pada penambangan rakyat di Cempaka serta
implementasinya melalui koordinasi antar instansi dan pelaku lingkungan lainnya
(Stakeholder). A
Pembuatan serta penegakan secara jelas, tegas, dan transparan merupakan upaya
yang paling penting dalam pelaksanaan pengelolaan fingkungan yang baik. Sebelum
pelaksanaan peraturan tersebut harus diupayakan pelaksanaan sosialisasi kepada
semua pihak baik pemerintah, masyarakat (masyarakat penambang dan masyarakat
sekitar), serta semua stakeholder lainnya yang termasuk dalam hasta peiaku
lingkungan yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan lingkungan penambangan
rakyat.
Dengan pelaksanaan sosialisasi dan partisipasi masyarakat terhadap upaya
pengelolaan lingkungan pada penambangan rakyat di Kecamatan Cempaka akan
menarik minat investasi untuk melakukan kegiatan yang menunjang perekonomian
daerah tersebut.

2. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan harus diimbangi dan diikuti
dengan peningkatan perekonomian (pendapatan) masyarakat.
Dengan memanfaatkan sumber daya alam pada areal penambangan rakyat di
Kecamatan Cempaka baik oleh pengusaha atau masyarakat sendiri harus dilakukan
secara berkelanjutan. Artinya, dalam memanfaatkan.sumber daya alam, vyaitu
penambangan intan harus diikuti dengan upaya pelestarian dan pengendalian
lingkungannya terhadap kemungkinan kerusakan yang dapat ditimbulkan dari
pemanfaatan areal penambangan tersebut.
Pemanfaatan sumber daya alam tentunya akan meningkatkan pendapatan. asli
daerah yang merupakan masukan bagi daerah dalam pelaksanaan pembangunan,
namun harus juga diikuti dengan peningkatan pendapatan masyarakat setempat
melalui peningkatan akses pasar terhadap hasil usahanya.
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3. Peningkatan sumber daya manusia dalam penguasan teknologi konservasi.

Dalam usaha perbaikan kondisi lingkungan pada areal penambangan rakyat di
Kecamatan Cempaka yaltu meminimalisasi tingkat pencemaran terutama sedirnentasi
vang terjadi, maka perlu diupayakan peningkatan sumber daya manusianya
khususnya dalam pengelolaan lahan dan teknik konservasi iahan melalui pelaksanaan
pendidikan atau pelatihan dengan praktek secara langsung di lapangan. ‘
Pelatihan dan praktek langsung di lapangan tersebut dapat dilakukan dengan

~ bantuan pemerintah sendiri maupun melalui perguruan tinggi setempat serta
partisipasi masyarakat.

4. Pembuatan instalasi mini untuk para pemilik tanah yang diusahakan, penanganan

sungai yang dangkal, serta pembuatan pifot project untuk penanggulangan limbah
secara terpadu.
Pembuatan pengolahan limbah skala kecil sebagai proyek percontohan yang
diharapkan dapat mengajak masyarakat lebih memahami pentingnya pengolahan air
limbah sebelum dibuang keperairan dengan cara yang sederhana dan tepat guna.
Apabila dimungkinkan dapat dikembangkan menjadi unit pengolahar; limbah secara
terpadu, seiring dengan itu dilakukan pengerukan sungai. Dengan upaya tersebut
diharapkan aktivitas penambangan intan dapat diminimalisasi pembuangan
limbahnya.

B. Solusi Terbaik
Pengelolaan lingkungan pada penambangan rakyat di Kecamatan Cempaka Kota

Banjarbaru dapat optimal, maka upaya yang harus ditaksanakan adalah :

1. Segera menetapkan dan mengimplementasikah suatu kebijakan dan
peraturan secara khusus tentang pengelofaan lingkungan pada
penambangan intan rakyat di Kecamatan Cempaka melalui koordinasi antar
instaﬁsi dan pelaku lingkungan lainnya (stakeholder}, khususnya
penambang, serta penegakan hukum dan sanksi apabiia terjadi pelanggaran
Pericapaian tujuan pengelolaan lingkungan hidup akan tercapai jika semua
stakeholder termasuk juga masyarakat dilibatkan secara intensif, karena rhasyarakat
memiliki pola penyelesaian masalah maupun komitmen untuk teribat dalam
pelaksanaan pembangunan secara luas. Substansi lingkungan hidup beserta dampak
pengelolaannya secara langsung berakibat pada masyarakat, maka keterlibatan
masyarakat akan mempermudah penyelesaian masalah yang timbul dari berbagai
kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.
Hubungan antara kebijakan publik dengan kebijakan lingkungan hidup dalam
implementasinya digambarkan oleh Dunn (2001) adalah sebagai berikut :
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Gambar 4.18. Kerangka Pemikiran Implementasi Kebijakan yang dapat diterapkan

Sebelum pelaksanaan kebijakan dan peraturan tersebut harus diupayakan

pelaksanaan sosialisasi kepada semua pihak baik pemerintah, masyarakat

(masyarakat penambang dan masyarakat sekitar), serta semua stakeholder lainnya

yvang termasuk dalam hasta pelaku lingkungan yang memiliki kepentingan dalam

pengelolaan lingkungan penambangan rakyat. Dengan' pelaksanaan sosialisasi dan

partisipasi masyarakat terhadap upaya pengelolaan lingkungan pada penambangan

rakyat di Kecamatan Cempaka akan menarik minat investast untuk melakukan

kegiatan yang menunjang perekonomian daerah tersebut. |

Tentunya kebijakan tersebut dibarengi dengan komitmen yang kuat oleh

semua stakeholder pelaku lingkungan serta aksi nyata dalam penerapannya,

misalnya :

a. Melokalisasi kegiatan pertambangan intan tanpa izin agar sebaran kegiatan yang
telah ada tidak bertambah luas.

b. Mengusulkan penetapan wilayah bagi kegiatan pertambangan rakyat intan
berdasarkan RTRW yang telah diundangkan.

c. Melakukan pembinaan, penerbitan bagi usaha kegiatan pertambangan ini agar
masalah dampak negatif terhadap fingkungan yang ada dapat diminimalkan

d. Mensosialisasikan segala urusan kegiatan pertambangan intan dengan kaitannya
terhadap lingkungan agar fterjadi kesamaan persepsi bagi kelangsungan
‘pengeiolaan lingkungan

e. Pemerintah Kota Banjarbaru agar mengkajt lebih dalam lagi berkenaan dengan
menjadikan pertambangan intan menjad! daerah tujuan wisata

f. Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan agar ikut serta membina pertambangan
intan ini karena kerusakan lahan telah berlangsung lama sebelum Pemerintah
Definitif Banjarbaru terbentuk.

g. Menginventarisasi masaiah lingkungan pertambangan secara ieblh detail.
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2. Peningkatan sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi konservasi

yang sesuai dan memadai serta penerapan teknologi tepat guna dalam
pengolahan limbah dari penambangan rakyat di Kecamatan Cempaka,
misalnya: pembuatan instalasi mini untuk para pemilik tanah yang
diusahakan, penanganan sungai yang dangkal, serta pembuatan pilot project
untuk penanggulangan limbah secara terpadu.

Pembuatan pengolahan limbah skala kecil sebagai proyek percontohan yang
diharapkan dapat mengajak masyarakat lebih memahami pentingnya pengolahan air
limbah sebelum dibuang keperairan dengan cara yang sederhana dan tepat guna.
Apabila dimungkinkan dapat dikembangkan menjadi unit pengolahan limbah secara
terpadu, seiring dengan itu dilakukan pengerukan sungai. Dengan upaya tersebut
diharapkan aktivitas penambangan intan dapat diminimalisasi pembuangan

limbahnya.

Unit pengolahan yang dapat diterapkan salah satunya adalah sistem saringan pasir '

kasar atau filtrasi. Penyaringan dengan cara ini dimaksudkan untuk memisahkan
solida tersuspensi yang halus. Penerapan dengan metode saringan pasir inl
pengoperasiannya sederhana, murah karena media berupa kerikil dan pasir mudah
ditemukan dan tersedia di tempat tersebut, sedangkan bak dapat terbuat dari kayu
sehingga mudah untuk dipindah-pindahkan (Gambar Penampang Pengolahan Air
Limbah dapat dilihat di lampiran).
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4.6.2 Upaya Pengelolaan Lingkungan Pada Penambangan Rakyat di Kecamatan Cempaka
dengan Indikator POAC
Dari hasi analisis SWOT, maka didapat suatu pola penanganan permasalahan
lingkungan pada penai'nbangan rakyat di Kecamatan Cempaka, yaitu :

1. Segera menetapkan dan mengimplementasikan suatu kebijakan dan peraturan
secara khusus tentang pengeloiaan lingkungan pada penambangan intan rakyat di
Kecamatan Cempaka melalui koordinasi antar instansi dan pelaku lingkungan lainnya
(stakeholder) serta penegakan hukum dan sanksi apabila terjadi pelanggaran

2. Peningkatan sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi konservasi yang
sesuai dan memadai serta penerapan teknologi tepat guna dalam pengolahan limbah
dari penambangan rakyat di Kecamatan Cempaka, misainya: pembuatan instalasi
mini untuk para pemilik tanah yang diusahakan, penanganan sungai yang dangkal,
serta pembuatan pifot project untuk penanggulangan limbah secara terpadu.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka harus diupayakan pengelolaan
lingkungan secara menyeluruh pada penambangan rakyat di Kecamatan Cempaka.

Pengelolaan lingkungan tidak hanya berarti memanfaatkan sumber daya, namun

melakukan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi

kebijakan penataan, pengembangan, pemeliharaan pemulihan, pengawasan, dan
pengendalian lingkungan hidup. Dengan demikian prinsip optimalisasi pemanfaatan
sumber daya untuk pembangunan dilakukan secara berwawasan lingkungan, artinya
kepentingan pelestarian fungsi lingkungan dapat dipadukan bersama, sehingga bagi
semua pihak dapat saling mengerti serta mempunyai pandangan dan persepsi yang tidak
berbeda.

Pengelolaan lingkungan pada penambangan rakyat di Kecamatan Cempaka
dilakukan dengan menggunakan indikator: POAC (Planning — Organizing - Actuating -

Controlling)

A. Planning (Perencanaan)

Perencanaan yang disusun dalam rangka pengelolaan terpadu terhadap

penambangan rakyat , terdiri dart :

1. Menggunakan pendekatan ekosistem, artinya perencanaan bersifat menyeluruh
dan mencakup sub komponen dalam ekosisten areal pertambangan vyang
memperhatikan batas ekologi dan batas administrasi wilayah.

2. Memadukan perencanaan pengembangan sumber daya alam dan konservasi.

3. Perencanaan didasarkan pada optimalisasi teknologi, organisasi dan sumberdaya
yang potensial termasuk pendanaannya.

4. Mempertimbangkan daya dukung kelembagaan dan kebijakan baik nasional,

regional maupun daerah/lokal.
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B. Organizing (Pengorganisasian)

C.

Pegorganisasian dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pengelolaan penambangan

rakyat lebik efektif dan efisien, dalam arti masing-masing pihak yang terlibat dapat
menjalankan tugasnya dengan bailk dan bertanggungjawab. Untule itu diperlukan
kriteria manajemennya, vaitu : '

1. Mengembangkan pengorganisasian yang melibatkan seluruh stakeholders:

¥

1

Birokrasi, sebgai fasilitator.

Legisiatif , sebagai kontrol.

Yudikatif, sebagai penegak hukum.

LSM, sebagai pendamping.

Perguruan Tinggi, sebagai lembaga konsultatif.
Pengusaha, sebagai pihak yang bertanggung-jawab.
Masyarakat, sebagai pihak yang melaksanakan.
Tokoh masyarakat, sebagai pemimpin.

2. Menjalankan sistem koordinasi yang efektif menurut bentuk kegiatan dan sistem

informasinya.

3. Mengembangkan sistemn koordinasi interdependensi sehingga tercipta kerja antar

stakeholders yang bersinergis.

Actuating (Pelaksanaan)

Pada tahap pelaksanaan, program-program yang dirancang harus menunjukkan adanya:

1. Optimasi pemanfaatan sumberdaya secara efisien.

Diharapkan pemanfaatan sumber daya ini dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip
pemerintahan yang bak (Good Governance dan Good Environmental Governance),

diantarannya :

Participation. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan
keputusan, baik secara langsung maupun mefalui intermediasi institusi
legitimasi yang mewakili kepentingannya.

Rule of Law. Karangka hukum harus adil dan ditaksanakan tanpa pandang bulu,
terutarma hukum untuk hak azasi manusia.

Transparency. Tansparansi yang dibangun atas kebebasan arus informasi.
Responsivenes. Setiap lembaga dan p'roses penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan harus mencoba untuk melayani setiap stakeholder.

Consensus Orientation. Good governance menjadi perantara kepentingan yang
berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas,
baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.

Equity. Semua warga negara mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau

menjaga kesejahteraan mereka.
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2.
3.

- Effectiveness and Efficiency. Lembaga-lembaga serta prosesnya, menghasilkan
produk yang sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan
sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.

- Accountability. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta
dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga
stakeholders.

Dorongan peiaksanaan konservasi sumberdaya alam dalarn penambangan.

Meningkanya partisipasi stakeholders dan kelembagaan yang terlibat.

Sementara. inl, stakeholders yang berperan dalam usaha pengeiolaan lingkungan
pada penambangan rakyat di Kecamatan Cernpaka hanyalah :

Birokrasi, yaitu Pemkot Banjarbaru, dengan menerbitkan Perda Kota Banjarbaru
Nomor 05 Tahun 2002, tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Rakyat Bahan
Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B). Walaupun efektifitas dari penerapan
Perda itu kurang, karena pada kenyataanya kerusakan lingkungan di sekitar lokasi
penambangan tersebut sangat parah, yang berpengaruh juga pada kondisi
ekonomi, sosial dan budaya maSyarakat di Kecamatan Cempaka_Kota Banjarbaru.
Perguruan Tinggi dan LSM, masih belurn melakukan usaha yang berarti dalam
memberikan pendampingan dan layanan-layanan konsultatif.

Pendulang intan (sebagian besar juga masyarakat Cempaka), mereka asal
menambang, tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga disadari atau
tidak, aktivitas mereka dapat menimbulkan dampak.

Sedangkan stakeholders yang lainnya belum terfihat aksinya

. Controlling (Pengawasan)

Tujuan pengelolaan lingkungan pada penambangan rakyat di Kecamatan Cempaka

adalah keberkelanjutan pembangunan (sustainable development) dengan asas

keterpaduan, maka pengendalian pengelolaan lingkungan tersebut meliputi :

1. Pengendalian dan pengawasan melekat, secara bersama (sharing control) dan

2.

3.

kemitraan {parnertship control).

Hasil pemantauan dan evaluasi. digunakan untuk peninjauan kebijakan dan
perencanaan program lanjutan. '

Mendorong partisipasi dan pengawasan publik dalam aktivitas pemantauan dan

evaluasi.

4. Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

(SISDA-LH) untuk memperoleh informasi yang fengkap mengenai potensi dan
produktivitas sumber daya alam serta lingkungan hidup melalui inventarisasi dan

evaluasi serta penguatan sistern informast.
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Uraian indikator - kriteria yang lebih iengkap dan menyeluruh ditunjukkan oleh

Tabel

4.33. Tabel

tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan

lingkungan vyang

berkelanjutan mempersyaratkan dipenuhinya indikator untuk setiap komponen/aktivitas

pengelolaan lingkungan, yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,

pemantauan {monitoring-evaluasi/monev). Untuk masing-masing komponen pengeiolaan

lingkungan tersebut di atas, kriteria yang digunakan dan dianggap relevan untuk

menentukan tercapainya pengelofaan lingkungan yang berkelanjutan, yaitu: ekosistem,

kelembagaan, teknologi, dan pendanaan.

Tabel 4.32. Indikator - Kriteria Pengelolaan Lingkungan Pada Penambangan Rakyat di Kecamatan
Cempaka Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan Berdasarkan Indikator POAC
‘:
Kriteria .
Ekosistemn Kelembagaan Teknologi Dana
Indikator |
Perencanaan - Mempetimbangkan } nggq:?:;‘ Hukum * | _ pemanfaatan - Pemerataan biaya
karakteristik b4 ,913 peta (Sistem (insentif- ‘[
ekosistem {Sungai - :;?ﬁ::::g Informasi disinsentif) ‘=
dan lahan pertanian Geografis i
pe ) -~ Partisipasi eografis) - Multi sumber |
- Menyelaraskan stakeholders - Adaptif dan tepat ‘
ekonomi, sosial {Penambang, guna - Transparan ;
budaya, dan masyarakat, Ramah ‘[
lingkungan pemerintah, " lingka i
masyarakat setempat penegak hukum) ngkungan |
- Mempertimbangkart - Lintas.sek.toral - Kez‘ainfan |
batas ekolog! dan - Koordinasi antar tradisional ‘;
batas administrasi stakeholders t
o . - Konsultasi publik :
~ Holistik/integratif - Kualitas & jumlah :
SDM memadai |
[
Pengorganisasian | - Multidisiplin - Bentuk organisasi - Pengelolaan - Efisien {
. (Badan usaha, orientasi
- Multisektor Otorita, Koordinast) tujuan/sasaran | - |ransparan
- Muiti Area (batas — Hub . ’
administratif dari ubungan tata kerja
Pemkot Banjarbaru,
Pemkab Tanah
Bumbu dan Pemkab
Tanah Laut)
Pelaksanaan - Maempettimbangkan - Sinkronisasi - Pemberdayaan - Pemerataan biayb
batas ekologi dengan Partisipasi stakeholders (insentif- |
rasi - disinsenti
batas administ stakeholders - Adaptif dan tepat ! 9
- Optimalnya fungsi . guna ~ Efesien ‘
pemanfaatan SDA - Komunikas - Teknologi dan ~ Berkesinambun an
(Mempertimbangkan | _ pemberdayaan tepat g?xgna 9E
?avi dukur;g masyarakat i
ingkungan - Tekaalogi ramah -
- Insentif - Disinsentif . \
- Konservasi SDA lingkungan ;
) - Kualitas & jumiah ‘,
- Sesuai dengan SDM mamadal J
RRTRW [
- Multisektor - SISDA-LH - Akuntabilitas |
- b "
Monev gtg::z:zm :ci!?n af:al - Pengawasan publik | - Modeling pub_hk }
penambangan - Partisipasif | - Pemanfaatan - Efisien i
- Kualitas & jumiah peta - Berkestnambungan
SDM memadai |
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian Pengeiolaan Lingkungan pada
pPenambangan Rakyat (Studi Kasus Penambangan Intan Rakyat di Kecamatan Cempaka
Propinsi Kalimantan Selatan) sebagai berikut :
1. Pengaruh penambangan intan secara tradisional di Kecamatan Cempaka terhadap
kerusakan lingkungan, adalah :
a. Pengaruh terhadap kondisi perairan adalah dengan meliha(é kondisi fisik dan kimia
perairan di sekitar tokasi penambangan, yaitu :

» Limbah dari hasil kegiatan penambangan rakyat tidak diolah terlebih dahuiu,
melainkan langsung dibuang ke badan air sebagai media penerima limbah.
Kualitas air limbah yang dinilai dari beberapa parameter kundi, belum layak
untuk dibuang ke lingkungan. Keberadaan sungai-sungai yang ada di sekitar
Kecamatan Cempaka tidak sesuai lagi dengan fungsi dan peruntukkannya.
Kontribusi limbah dari kegiatan penambangan yang dibuang ke dalam badan air
merupakan salah satu penyebab berubahnya fungsi dan peruntukan sungai
tersebut, sehingga berakibat pada penurunan kualitas air sungai.

» Pada umumnya ada beberapa parameter kunci penyebab penurunan kualitas
air, yaitu: TSS, pH, DO , BOD, COD, S04, HS, Fe, dan NH; yang melampaui kadar
yang telah ditetapkan pada PP 82 Tahun 2001 (Kelas III). Kondisi tersebut
bersumber dari bongkaran tanah dari aktivitas penambangan serta
pendulangan intan, _

b. Pengaruh terhadap kerusakan lahan adalah dengan meninjau dampak pada aspek
biologi, khususnya pada areal pertanian di sekitar lokasi penambangan, yaitu :

« Masuknya lumpur ke lahan pertanian tentunya akan merusak lahan persawahan
dan perikanan, sehingga akan menjadi masalah terhadap produktifitas tanaman
padi serta produktivitas perikanan. Kelurahan Bangkal dan Kelurahan Sungai
Tiung, misalnya, berdasarkan pengamatan, kerusakan padi memang didominasi
oleh masuknya lumpur ke persawahan yang mencapai ketebalan tertentu.

« ‘Demikian juga populasi ikan (ikan pépuyu, sepat siam, lais, ikan nila, dan ikan
mas) saat ini refatif berkurang, akibat sungainya dipenuhi lumpur, sehingga
penduduk saat ini sangat sulit untuk mendapatkan ikan di sungai iagi denga'n
sistem keramba maupun dengan alat pancing sederhana. Seperti di Sungai
Tiung dan Sungai Bangkal, kadar TSS dan DO sudah tidak sesuai dengan mutu
lingkungan, sehingga dapat mengganggu biota air.




. Karakteristik, tingkat kesadaran serta persepsi- masyarakat terhadap masalah

pengelolaan lingkungan yang lestari dan berkelanjutan terhadap kondisi fingkungan

sekitar akibat penambangan intan rakyat di Kecamatan Cempaka, adalah sebagai
berikut :

Pengetahuan masyarakat pedesaan di Kecamatan Cempaka :tentang pengelolaan
lingkungan hidup masih minim. Hal ini disebabkan antara lain karena rendahnya
pendidikan, dan belum banyak informasi yang berkenaan dengan lingkungan hidup
dapat diserap mereka. Alam bagi masyarakat merupakan sumber kehidupan dan
ketergantungan kepada hasil kekayaan masih begitu besar.

Di lain pihak, mereka sebenarnya akrab dengan alam, karena mereka merasakan
alam sebagai sumber kehidupan, sumber usaha, serta sumber rezeki. Oleh sebab
itu alam sangat mempunyai makna bagi mereka, ketergantungan dengan alam
masih besar.

Pemahaman tentang lingkungan hidup, khususnya alam, sangat dekat dengan
mereka. Alam merupakan sumber usaha yang cukup mereka pahami dalam rangka
pemenuhan keperluan konsumsi dan sebagian untuk dikomersilkan.

Pengertian masyarakat pedesaan terhadap lingkungan hidup umumnya hanya
terbatas pada lingkungan yang dekat dengan mereka, yang ada hubungannya
dengan usaha dan kegiatan mencari nafkah serta kebutuhan sehari-hari.
Pemanfaatan terhadap sumber alam yang merupakan bagian lingkungan hidup
terus berjalan, karena merupakan kebutuhan dan sumber usaha, sementara usaha
pelestarian yang dilakukan kecil sekali.

Persepsi masyarakat untuk memelihara lingkungan, utamanya lingkungan alam
yang menjadi sumber kehidupan mereka cukup tinggi. Hal ini didorong oleh
ketergantungan masyarakat terhadap alam. Namun keinginan untuk memelihara
alam dan lingkungan banyak yang tidak diwujudkan, dibandingkan dengan
pemanfaatannya.

Pemanfaatan yang dilakukan memang masih dengan cara tradisional, dampak
negatif belum banyak dirasakan saat ini. Pemanfaatan SDA tersebut ftidak
dirasakan masyarakat (khususnya masyarakat penambang) sebagai kegiatan yang

berpotensi dampak merusak.
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3. Mengetahui sistem pengelolaan lingkungan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota

Banjarbaru khususnya dalam menangani permasalahan lingkungan akibat

penambangan intan rakyat, adalah :

Pengelolaan lingkungan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru

khususnya dalam menangani permasalahan lingkungan akibat penambangan intan

rakyat secara khusus memang belum ada, tetapi Pemkot telah mengupayakan
penertiban terhadap usaha pertambangan intan rakyat serta penanggulangan
dampak akibat aktivitas tersebut.

« Secara umum, larigkah nyata yang. dilakukan oleh Pemkot Ban_]arbaru adalah
dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun
2002, tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan
Vital (Golongan A dan B). Pada pasal 25 Perda tersebut, tersirat adanya upaya
pengelolaan lingkungan pada usaha penambangan rakyat, bahkan pada pasal 30,
menegaskan adanya sariksi hukum apabila melanggar aturan yang telah ditetapkan.

« Secara khusus, Pemkot Banjarbaru telah melakukan upaya penanggulangan
dampak pertambangan intan rakyat di Cempaka, misainya membangun cek dam
agar lumpuar tidak langsung masuk ke sungai dan-menyebar ke tempat lain serta

- membangun sedimen trap dengan menggunakan vegetasi seperti purun dan gelam

. Berdasarkan ‘hasil analisis SWOT, kondisi faktor internal dan -eksternal pada

penambangan -rakyat -di -Kota Banjarbaru, khususnya penambangan intan rakyat -di
Kecamatan Cempaka, didapatkan:
a. Faktor Internal

= Kekuatan {Strenght)

- Adanya kebijakan pengelolaan usaha. penambangan rakyat yaitu Peraturan Daerah
(Perda) Kota Banjarbaru, Nomor 05 Tahun 2002, tentang Pengelolaan Usaha
Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B).

-Ketersediaan instansi-instansi yang melakukan pengelofaan lingkungan
penambangan rakyat di Kecamatan Cempaka.

« Kelemnahan {Weakness)

-Belum adanya kebijakan pengelolaan lingkungan secara khusus pada
penambangan rakyat di Kecamatan ‘Cempaka.

-Keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas datam pengelotaan
pertambanga.

- Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum bagi petanggaran terhadap
undang-undang dan peraturan.

- Kegiatan penambangan berpotensi menimbulkan pencemarat terufama

tingkat bahaya sedimentasi yang sangat tinggi.




b. Faktor Eksternal

Peluang (Cpportunity)

- Teknologi, Hmu pengetahuan dan komunikast yang menunjang.

- Adanya akses pasar yang luas terhadap batu permata intan

- Peluang investasi dalam pemanfaatan sumber daya butiran intan.

Tantangan (Threat)

- Kelembagaan yang kurang memadai.

-Kondisi geografis wilayah Kecamatan Cempaka yang merupakan dataran
tinggi dan berbukit-bukit serta daerah dataran.

- Dampak otonomi yang menuntut peningkatan PAD dengan pemanfaatan SDM,
yaitu adanya penarikan retribusi yang dibebankan terhadap penambang rakyat.




5.2. SARAN

Saran yang dapat disampalkan dalam upaya Pengelolaan Lingkungan pada

Penambangan Rakyat (Studi Kasus Penambangan Intan Rakyat di Kecamatan Cempaka

Propinsi Kalimantan Selatan) sebagai berikut :

1.

Berdasarkan analisis SWOT, penanganan permasalahan lingkungan pada

- pertambangan intan di Kecamatan Cempaka adalah :

« Segera menetapkan dan mengimplementasikan suatu kebijakan dan peraturan
secara khusus tentang pengelfolaan lingkungan pada penambangan intan rakyat di
Kecamatan Cempaka melalui koordinasi antar instansi dan pefaku lingkungan lainnya
(stakeholders) serta penegakan hukum dan sanksi apabila terjadi pelanggaran.

= Peningkatan sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi konservasi yang
sesuai dan memadai serta penerapan teknologi tepat guna dalam pengolahan limbah
dari penambangan rakyat di Kecamatan Cempaka, misainya: pembuatan instalasi
mini untuk para pemilik tanah yang diusahakan, penanganan sungai yang dangkal,
serta pembuatan pilot project untuk penanggulangan limbah secara terpadu.

Dengan menggunakan indikater: POAC (Planning - Organizing - Actuating -

Controlfing), upaya pengelolaan lingkungan pada penambangan rakyat di Kecamatan

Cempaka mutlak dilakukan secara menyeluruh, sehingga diharapkan pengeiolaan

“fingkungan tidak ‘hanya berarti memanfaatkan sumber daya, namun melakukan

upaya terpadu-untuk melestarikan-fungsi lingkungan hidup yang -meliputi kebijakan

penataan, pengembangan, pemeliharaan-pemulihan, pengawasan, dan -pengendalian

lingkungan hidup

Terhadap kondisi di areal penambangan, maka periu- dilakukan-usaha:

« Membuat settling pond dan sedimen trap terhadap limbah cair hasil kegiatan
penduiangan.

» Perbaikan sistem pengairan/ drainase.

= Menampung dan mengumpuikan oli bekas agar tidak dibuang di perairan.

Meningkatkan peran pemerintah, tokoh masyarakat dan alim ulama, guru sebagai

motivator dan pembina untuk mengajak masyéiakat berpartisipasi dan bertanggung

_jawab pada pengelotaan lingkungan hidup, termasuk pengendalian pelestarian

lingkungan alam

. Melakukan normalisasi DAS dengan pengerukan dan perbaikan badan air sungai di

wilayah Kecamatan Cempaka, terutama Kelurahan Sungai Tiung dan Kelurahan
Bangkal. Hal ini dimaksudkan agar aktivitas masyarakat yang bekerja sebagai petani
dan memelihara ikan dengan sistern keramba tidak terganggu

. Membentuk suatu badan khusus yang bertanggung jawab pada kualitas lingkungan

dan masalah-masatah lingkungan hidup, misalnya BAPPEDALDA.
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